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MOTTO

*... jadikanlah sabar dan shalat sebhagai penolongmu,

sesungguhnya Allah beserta orang — orang vang sabar”

(Q.S. Al— Bagarah : 153)
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RINGKASAN

Pelaksanaan otonomi dacrah sesuai Undang — undang Nomor 22 Tahun
1999 dilaksanakan secara utuh dan luas pada daerah kabupaten dan daerah kota,
Hal mm  dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta
mengembangkan peran dan fungsi DPRD, baik fungsi di bidang legisiasi,
bidang pengawasan dan bidang anggaran. Daerah otonom mempanyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Untuk
melaksanakan kewenangannya, daerah otonom harus membuat kebijakan vang
berupa peraturan daerah. Kepala Daerah dan DPRD mempunyal hak yang sama
untuk memprakarsai pembuatan peraturan dacrah. Namun dalam praktek sepertl
vang terjadi di Kabupaten Situbondo, pembuatan peraturan daerah selama tahun
2001 semuanya merupakan hasil prakarsa dari Bupati (Pemerintah Kabupaten
Sttubondo). Hal menunjukkan DPRD Kabupaten Situbondo  belum mampu
menggunakan hak inisiatifnva untuk membuat peraturan dacrah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, mengapa Pemerintah
Kabupaten Situbondo lebih dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan
dacrah dari pada DPRD Kabupaten Situbondo dan apakah penyusunan
rancangan peraturan dacrah, baik vang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten
Situbondo ataupun oleh DPRD Kabupaten Situbondo telah didasarkan pada
aspirasi masyarakat Situbondo serta bagaimana pembahasan rancangan
peraturan dacrah di Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan
daerah.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa
faktor - faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih
dominan dalam memprakarsal pembuatan peraturan daerah dari pada DPRD
Kabupaten Situbondo; untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran vang
lebih jelas mengenai penyusunan rancangan peraturan dacrah di Kabupaten
Situbondo, baik oleh Pemerintah Kabupaten Situbonde maupun oleh DPRD
Kabupaten Situbondo. apakah dalam penyusunannya telah didasarkan pada
aspirasi masyarakat Situbondo; dan untuk mengetahui dan mendapatkan
gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan rancangan peraturan dacrah
dalam persidangan DPRD Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi
peraturan daerah. Metode pendekatan masalah vang digunakan dalam penulisan
skripst adalah pendekatan yuridis normatif, dan untuk mendukung pendekatan
tersebut agar lebih jelas, maka digunakan juga pendekatan vuridis sosiologis.
Untuk memecahkan masalah, penulis menggunakan sumber data primer yang
diperoleh melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait vaitu Kepala
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten
Situbondo serta meminta data / dokumen penunjang skripsi kepada pihak-pihak
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vang terkait, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan'
yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dan karya
iimigh yang ada kaitannya dengan sknipsi ini. Data-data yvang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif,

Kesimpulan  dalam  skripsi  ini  adalah  bahwa faklor-faktor  vang
menycbabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih dominan dan pada
DPRD Kabupaten Situbondo dalam pembuatan peraturan daerah adalah karena
Pemerintah Kabupaten Situbondoe  memiliki beberapa kelebihan dari pada
DPRD Kabupaten Situbondo, diantaranya yaitu : jumlah tenaga yang lebih
meimadm dan profesional (pengalaman) di bidang legislasi, fasilitas yang Iebib
memadal, keuangan yang lehih mencukupi dan waktu (kesempatan) untuk
mengajukan raperda lebih banvak. Dalam MENYUSUN rancangan peraturan
dacrah  Pemerintah  Kabupaten Situbondo tidak berdasar pada aspirasi
masyarakat Situbondo. Pembahasan rancangan peraturan daerah dalam
persidangan DPRD Kabupaten Situbondo dilakukan melalui 4 {empat) tahapan.
Setelah 4 (empat) tahapan pembicaraan dilalui, maka raperda dapat disahkan
menjadt peraturan daerah. Dengan kenyataan yang demikian, penvusun
menyarankan agar DPRD Kabupaten  Situbondo Juga menggunakan  hak
misiatifinya untuk memprakarsai pembuatan peraturan dacrah. Untuk mencapai
hal tersebut, maka semua Angpota Dewan harus selaly meningkatkan
kemampuannya di bidang legislasi dan perlu juga memiliki tenaga ahli vang
diperbantukan di tiap-tiap komisi,

Niv
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama atau
berkumpul dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan
bersama i sekurang - kurangnya dua orang atau lebih, misalnva - suami dengan
istert, anak dengan orang tuanya, dan sebagainya.

Anstoteles (dalam Kansil, 1989 @ 29) menyatakan dalam ajarannya. bahwa
manusia adalah zeon peliticon, artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk pada
dasarnya sclalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnva (mahluk
bermasyarakat). Oleh karena sifatnya itu, maka manusia dischut scbagai mahluk
sosial.

Dart kumpulan masyarakat akan menjadi suatu negara. Negara  menurut
Montesquicu bertujuan membuat hukum dan mempertahankan hukum sehingga
para  warganya mempunyai kemerdekaan yang terjanmun dan  kelidupan
masvarakat menjadi teratur (Utrecht dalam Irawan, 1990 : 1).

Dalam Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam

Penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara
Indonesia berdasar atas hukum (rechisstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
(machtsstaat). Hal ini berarti kekuasaan nepara dibatasi olch huokum dan
didasarkan atas hukum, bukan berdasar pada kekuasaan seseorang atau suatu
badan semata. Sedangkan tujuan pembatasan kekuasaan negara oleh hukum
adalah agar kepentingan masyarakat yang berupa hak - hak asasinva dapat
ferjamin dan terlindung: atas tindakan sewenang - wenang penguasa (pemerintah,
schingga semua tindakan dan kebijakan yang dibuat olch penguasa akan sesuai

dengan hukum yang berlaku (ius constitutum),

| e
| A 3 LPT Parpustakaan
£ 0 e
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Selain itu, denpan dinyatakannya Negara Indonesia sebagat negara hukum,
maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap orang vang berada di wilayah
Indonesia, baik yang berstatus sebagal warga negara Indonesia ataupun warga
negara asing harus sesual dengan hukum yang berlaku. Apabila lenadi
pelanggaran, maka techadap pelanggarnya harus diben sanksi (hukuman) yang
tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jadi tegasnya, sebagai nepara vang
berdasar atus  hukwm, Negara Indonesia harus mampu  menegakkan  hulaon
sehasaimana mestnyi.

Dalam fungsinya sebagar alat untuk mengatur pergaulan hidup manusia
dalam  masyarakar, maka keberadaan hukum  harus mendapatkan  dulungan
masyarakat, scbab hukum dibuat dan diberlakukan tidak lain adalah untuk
menpatur kepentingan masyarakat  dalam meneapan  ketertiban,  keamanan,
kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan anggotanya. Hal i1 sesuar dengan
pendapat yang disampatkan R, Subekti (dalam Kansil, 1989 © 41} yang
mengatakan, “hukum itu mengabdi pada (ujuan negara vang dalam pokoknya
1alah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatya’™

Agar keberadaan hukum dan pemberlakuannya mendapat dukunean
masyarakat, maka ist hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan sesuai
dengan kebutshan masyarakat. Hal i berarn, bahwa dalam setiap pembuatan
peraturan (hukum), lembaga vang berwenang harus memperhatikan aspirasi
masyarakamya, sehingga peraturan (hukum) yang dihasidban sanbnya selan
mempunyai kualitas vang baik juga akan ditaati keberadaannya.

Pembentukan hukum vang baik dan aspiratif’ akan dapat dicapai, apabila
lembaga yang berwenang membuatnya lfebih aktif dalam menggali aspirasi
masyarakainya dengan cara memberi kesempatan dan mengmjak urun rembuk
berbagai elemen masvarakat yang ada, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat.
lembaga swadaya masyarakat atau orgamsasi kemasyarakalan lainnya, kalangan

akademisi, dan sebagainya.
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Berbicara tentang keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan hukum pada
d.’isz-]!"ﬂ}’:i adalah sama dengan membicarakan masalah demokrasi, sebab di dalam
istilal demokrasi terkandung suatu pengertian tentang adanya Kesempatan yang
diberikan kepada rakvat untuk ikut serta atau berpatisipast di dalam idane
pemerintahan,

lTentang demokrasi & Indonesia, Badiardjo mengemukakan bhahwa

“demokrasi yang dianut Indonesia, yvaitu demokrasi vang berdasarkan Pancasila,

masth dalam taral’ perkembangan dan mengena sifat - sifat dan cin - cirinya

terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. l'etapi yang tidak dapat disangkal ialah’

bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di

dalam Undang - Undang Dasar 1945, Selain itu, Undang - Undang Dasar kita

menyebut secara eksphsit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang
dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemernintahan yaitu -

. Indonesia 1alah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Negara
Indonesia berdasarkan atas hokwm (rechisstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machtsstaat);

2. Sistem Konstitusionil,

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah “rechtsstaat™ dan “sistem konstitusi”, maka jelaslah

baliwa demokrasi yang menjadi dasar dan Undang - Undang Dasar 1945, 1alah

demokrast konstitusionil, Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yvaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaralan

perwakilan. vang diumuvat dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 19457 (2000

:51).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa demokrasi vang

dilaksanakan & Indonesia  adalah  demokrasi tidak  langsung  (demokrasi
perwakian) vyang berdasarkan konstitusi. Dalam demokrasi tidak langsung,
keokutsertaan rakyal dalam pembentukan hukum diwakili oleh beberapa orang
vang dimhh melalln pemilu. Para wakal rakyat milah yang nantimya  akan
berfungst untuk mengeali dan menampung semua aspirasi masyarakal,

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, konsep sistem perwakilan sebenarnya
sudah dipraktekkan vaitu pada tradisi masyarakat desa. Hal im tercermin oleh
adanya sistem rembuk desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dasa.

Rembuk desa merupakan suatn forum musyawarah bag masyarakat desa vang
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keanggotaannya terdinn dari orang - orang yang diangeap sebagai tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokeh adat dan tokoh pemuda. Mereka kemudian

bersama - sama dengan kepala desa memusyawarahkan berbagai masalah
pembangunan desa dan pembuatan kebijakan - kebijakan desa. Sistem tersebyt

: Y
scbenarmya dapat dikembangkan pada tingkat yang lebih tingei vaitu pada
penyelenggaraan pemerintaban daerah atau bahkan pada tingkat pusat.

Penyelenggaraan  pemerintahan yang teruib dan Tancar merupakan  syaral
utama untuk mewuudkan twjuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar
tidak mungkin  tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusal
saja. Oleh karena iy, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi
daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Tal ini dimaksudkan untuk
memudahkan  pelayanan kepada  masyarakat  dan mewujudkan  jaringan
pemerintahan yang tertib, teratur dan sistematis. Dalam Undang - Undang Dasar
1945 pembagan terscbut telah ditegaskan dalam Pasal 18 avat (1) dan aval (2)
yang berbunvi sebagai berikut -

{1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
dacrah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, vang diatur dengan
undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotza mengatur dan
mengurys sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan asas - asas vang
digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi,
asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, Pelaksanaan asas desentralisasi
secara utuh dan bulat diletakkan pada dacrah kabupaten dan dacrah kota. Hal i
dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan

peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, baik sebagai [ungsi legislasi,
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fungsy pengawas maupun fungsi angearan dalam penyelengearaan pemerintahan
daerah.

Daeralh kabupaten dan daerah kota sebagai daerah otonom mempunyai
kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, selain kewenangan
vang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. Hl'nluu._u,
pemerintahan yang wayib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota
mehput pekeraan umuom, keschatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanatian, koperasi, dan tenaga kerja (Pasal 11 U.U. No. 22 Tahun 1999).

Untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinva, daerah otonom harus
membuat kebijakan - kebijakan yvang berupa peraturan dacrah. Peraturan dasrah
yang dibuat harus sesum dengan situast dan kondisi dacrahnya serta sesuai dengan
aspirast masyarakatnya., Kewenangan daerah otonom untuk membuat peraturan
daerah tercermin dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - undang Nomor 22
'ahun 1999 yang berbunyi :

“dalam rangka pelaksanaan asas desentralisast dibentuk dan disusun dasrak

provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan

mengurus - kepentingan  masyarakal  setempat, menurut prakarsa  seadin
herdasarkan aspirasi masvarakat”.

Dengan demikian jelas bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan untuk
membuat peraturan daerah, dan peraturan daerah vang dibuat harus berdasarkan ¢
sesuat dengan aspirasi masvarakatnya,

Menurut Pasat 69 Undang - undang No. 22 Tahun 1999, pembuatan peraluran
dacrah dilakukan bersama - sama oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakil
Rakyat Dacrah. Kepala Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mempunyat hak vang sama untuk memprakarsai pembuatan peraturan dacrah. Hal
ini menunjukkan bahwa kedudukan antara Kepala Daerah denpan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah sederajat dan bersifat kemitraan, khususnya

dalam pembuatan peraturan daerah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

fH

Peraturan daerah merupakan sarana atau alat untuk memperlancar jalannya
roda pemenntahan, sebab semua tindakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah
beserta aparatnya harus sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat. Selain itu, y
peraturan daerah juga menunjukkan ukuran berhasil tidaknya pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahannya, karena dengan peraturan dacrall kita
akan dapat melihat secara rul masalah - masalah penting vang telah dan perlu
sepera dilaksanakan.

Mengingat peraturan daerah mempunyai peranan vang sangat penting dalamn
penyelengparaan pemerintahan dacrah, maka pembuatannya harus sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga mengenai bentuk, jenis, sitat dan
tekhnis penulisannya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehinpea
peraturan dacrah yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang baik, mudah
dimengerti  dan  dipahami sinya  oleh masyarakat.  Selain 1o dalam
penyusunannya, perlu juga bag pihak pemrakarsa untuk mempelajan situast dan
kondisi daerahnya serta harus aktif dalam menggali aspirasi masyarakatmya. Hal
i perlu  dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindarkan adanva
ketidakpuasan masyarakat, yang akan berakibat pada adanya penolakan terhadap
pemberlakuan peraturan daerah, dengan alasan karena pembuatan peraturan
daerah tersebut tidak sesuai denpan aspirasi masyarakat atau peraturan dacrah
tersebut dirasa sangat memberatkan dan membebani masyarakat.

Berdasarkan wraian di atas, maka penyusun tedank untuk  membabas
persoakan tersebut dalam skripsi vang berjudul @ “PEMBUATAN PERATURAN
DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN UNDANG —
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 19997,

Permasalahan
sesuan dengan judul yang penyusun tentukan di atas, maka permasalahan

vang akan penyusun angkat adalah sebagai berikut -
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I. Mengapa Pemerintall Kabupaten Situbondo (eksekutif) lebih dominan dalam
memprakarsar  pembuatan peraturan daerah dan pada Dewan Perwakilan
Hakyat Daerah Kabupaten Situbondo ?

2. Apakah setiap penvusunan rancangan peraturan daerah, baik yang diprakarsai
oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo (eksekutit) ataupun Dewan Perwakilan
Rakyat [Dacrah Kabupaten Situbondo telah didasarkan pada aspirast
masyarakat Suubondo 7

3. Bagaimana proses pembahasan rancangan peraturan daerah di Kabupaten

Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan daerah 7

1.3 Batasan Pengertian judul

Setelah mengetabui uraian Tatar belakang di atas, selanjutoya penvusun akan
menguratkan batasan pengertian judul, baik pengertian secara harfiah maupun
pengertian keseluruhan terhadap judul skripsi tersebut,

Adapun batasan pengertian secara harfiah vang penvusun berikan terhadap
skripsi  yvang berudul : “PEMBUATAN PERATURAN DALERAI DI
KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN UNDANG — UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1999”, adalah sebagai berikut
a.  Pembuatan

Pembuatan berasal dan kata buat yang berarti bikin. Dalam hal mi pembuatan

btsa dartitkan proscs atau cara membuat (Departemen Pendidikan  dan

Ezbudayaan, 1989 : 129);

b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan tertinggi di dacrah

yang mengatur mengenai penyvelenggaraan  otonomi dacrah  dan  dalam
pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Pasal 1 angka 2 Keputusan
Menten Dalam Negen dan Otononu Daerah Nomor 24 Tahun 200 ).

¢. Kabupaten Situbondo adalah salah satu Daerah Otonom di Jawa Timur;
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d. Berdasarkan, artinya menurut, memakai sebagu dasar, bersumber pada

{ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 187);

e. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah peraturan  tentang

Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengertian selurub judul skripsi vang  penyusun  maksudkan
adalah “cara membuat peraturan perundang-undangan yang tertinggt di daerah
vang  mengalur  mengenai  penyelenggaraan  otonomn  daerah  dan dalam
pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan
persetipuan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah di Kabupaten Situbondo

menurut peraturan tentang pemenntahan daerah™,

1.4 Tujuan penulisan
Dalam penulisan skripsi i, penyusun mempunyai dua tujuan yang hendak
dicapar yaitu !
1, Tuuan Umun,

2. Tuwuan khusus.

FAL Tujuan Umuam
Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan sknips:
adalah :

(1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada  Pemerintai
Kabupaten Situbonde dan Dewan Perwakilan Rakyai  Dacrah
Kabupaten  Situbondo tentang  perlunya menciptakan  sistem
pemerintahan vang terbuka dan demokratis (aspiratil) dalwn rangka
pelaksanaan  otonomi  dacrah, terutama dalam  hal  pengambilan
kebijakan yang berupa pembuatan peraturan daerah;

{2) Untuk memberikan sumbangan penukiran bagi rekan - rekan vang
ingin mengetaliui pembuatan peraturan daerah sesuai Undang - endang

No. 22 Tahun 1999 dan juga untuk menambah wawasan dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pengetahuan penyusun sendini mengenai pembuatan peraturan daerah

khususnva di Kabupaten Sttubondo.

14,2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus vang hendak di capai dalam penyusunan skripst
adalah :

(1) Untok mengetahun dan menganabisa faktor - faktor yvang menycbabkan
Pemerintalh Kabupaten Situbondo lebih dommnan dalam memprakarsai
pembuatan  peraturan daerah dan pada Dewan Perwakilan Rakovat
Daerah Kabupaten Situbondo;

(2} Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas
Mmengena  penyusunan  rancangan  peratwran  dacrab di Kabupaten
Situbondo, baik oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Situbondo, apakah dalam
penvusunannya didasarkan pada aspirasi masyarakat ?

{3) Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran vang lebih jelas
mengenai pembahasan rancangan peraturan daerab dalam sidang
sidang DPRD Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan

daecrah

1.5 Metode Penulisan

Untuk memperolel hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya, maka harus digunakan metode penulisan yang benar. Hal mi
dimaksudkan apar twjuan penulisan skripsi dapat tercapat dan moemberikan
manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu penyusun menggunakan jenis

pendekatan sebagin bertkut :

1.5.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skmipsi adalah

pendekatans yuridis normatif, dan untuk mendukung pendekatan tersebut


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L

agar lebih jelas, maka perlu juga digunakan pendekatan vuridis sosiologs.
Oletr karena itu, maka penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sebagai
berikut :

1.5.1.1 Pendekatan Yundis Normatif

Pendekatan yuridis normauf merupakan penelitian kepustakaan
yattu penelitian terhadap dara sekunder. Selain itu penyusun juga
menelaah buku - buku yang berisi konsep - konsep secara teoritis,
pendapat para sarjana dan peraturan perundang - undangan vang ada

hubungannyva dengan skripsi ini.

1.5.1.2 Pendekatan Yuridis Sosiolosis

Pendekatan  yuridis  sosiologis  meropakan  penelitian hukum
untuk memperoleh data primer, vaitu pendekatan dengan jalan
pengamatan dan penelitian dilapangan agar mendapat data mumi
dan berbagai pihak vang terkait, sebagai kajian dalam mengadakan
pembahasan dart segi praktis dengan membandingkan antara teor

vang penulis peroleh dengan kenyataan vang ada dalam prakiek.

1.5.2 Sumber Data
Adapun data yang diperoleh dalam penyusunan sknipsi ini, didapat dari
berbagar sumber yang dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber data,
yaitu ;

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung melall wawancara dan konsultasi dengan pihak-pihak
vang terkait ymtu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten
Sttiwbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo, serta
meminta data - data atau dokumen-dokumen penunjang skripsi

kepada pihak - pihak vang terkait


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
bahan kepustakaan, vang meliputi peraturan perundang-undangan
yvang berlaku, buku hieratur, karya ihmiah serta pendapat para ahl

vang ada kaitannya dengan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data vang digupakan dalam penulisan skripsi
adalah

1.5.2.1 Studi Literatur
Studi literatur merupakan suatu cara penpumpulan data dengan
mempelajan  peraturan perunding-undangan  vang berlaky, buku
literatur dan karya ilmiah, schingga diperoleh data-data lentang teon
hukum yang dapat dipergpunakan untuk memecahkan permasalzhan

vany ada,

1.5.3.2 Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan cara untuk memperoleh data yang
bersifat primer, yang dilakukan dengan wawancara dan konsultasi
langsung dengan pthak - phak yang terkait, diantaranya Kepala
Bagtan Hukum Pemenniah Kabupaten Situbondo dan anggota-
anggota DPRD Situbondo, serta meminta data - data  atau dokumen-

dokumen penunjang skripsi kepada pihak - pthak vang terkait.

1.5.4 Analisis Data
Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif, vaitu
cara  penchitian  yang menghasilkan data deskeiptif, yailu  apa  vang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata
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(Socrjono Sockanto, 1986 : 32}, Data atau fakta yvang diperoleh di lapangan
dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif sehinggea didapat

suatu kesimpulan sesuai dengan apa vang diinginkan dalam penelitian.
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BAB U
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum vang ada di daerah.
Kewenangan membuat peraturan daerah ada pada Kepala Daerah bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakvat Daersh. [lal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 69
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, vang menyebutkan bahwa “Kepala
Dacrah menetapkan peraturan dacrah atas persetujuan DPRD dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran debih lanjut dari peraturan
perundang - undangan yang lehih tinggi™,

Kepala Daerah dan DPRD mempunyai hak yang sama untuk memprakarsai
pembuatan peraturan dacrah, Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 avat (1)
huruf f dan Pasal 43 huruf g U.U, No. 22 Tahun 1999 yang intinya menyebutkan
bahwa Kepala Daerah dan DPRD dapat memprakarsai pembuatan peraturan
daerah (mengajukan raperda). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kepala
Daerah dan DPRD mempunvai kedudukan vang sejajar (sederajat) dan bersifat
kemitraan (Pasal 16 ayat (2)) dalam penyelenggaraan pemeriniahan daerah
khususnya dalam pembuatan peraturan daerah, Namun dalam praktek seperti
vang terjadi di Kabupaten Situbondo, Kepala Daerahlah (Pemerintah Kabupaten
Situbondo) yang lehih sering (lebih dominan) dalam memprakarsai pembuatan
peraturan daerah Berdasarkan hasil wawancara (konsultasi) penvusun dengan
Agus Cahyono Basuki (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo)
diperoleh data bahwa dalam periode Januari sampai Desember 2001 Bupati
Situbonde telah mengesahkan 55 Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan
DPRD Kabupaten Situbondo. Dari ke-55 peraturan daerah vang dibasitkan
tersebut, kesemuanya merupakan hastl prakarsa atau insiatif dan Pemerintah
kKabupaten Situbondo (Eksckutif Daerah). Adapun nama-nama peraturan dacrah

yang dihasilkan dalam periode Januari sampai Desember 2601 antara laimn ;

e
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|, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

b

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan
Oreamsast dan Tata Kega Badan Perencuna  Pembangunan  Kabupaten
Situbondo:

3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pajak

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di era otononu daerah sesuai
VU, Nao. 22 Tahun 1999, ternyata pembuatan peraturan daerah di Kabupaten
Situbondo masih didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo (Eksekutit
{Jaerah). Hal ini juga menunjukkan bahwa peranan dan fungsi DPRD Kabupaten
Situbonde dalam bidang legislasi belum berjalan sebagammana mestinya, Padahal
salah satu tujuan utama dilaksanakannya otonomi daerah sesua UL No22
Tahun 1999 yang diletakkan secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kola
adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD, batk
sgbapat fimpsi pengawas, fungst lemslast maupun fungsi anggaran  dalam
penyelengearaan  pemerintahan  daerah.  Sebagai  badan legislatif  daerah
seharusnya DPRD Kabupaten Situbondo merupakan sumber de atan sumber
rencana  bagi setiap pembuatan  peraturan  dacrah, scbab  scbagai lembaga
perwakilan rakyat, lembaga ini dianggap lebih mengetahui kebutuban dan
keinginan masyarakatnya. atau setidak-tidaknya sebagai lembaga perwakilan
rakyat vang mempunyai hak isatt | scharusnya lembaga im juga akul dalam
memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Hal ini perlu untuk dilaksanakan agar
peran dan fungst DPRD Kabupaten Situbondo berjalan sesuai ketentuwan ULLL
No.22 Tahun 1999, dan juga untuk menunjukkan kepada masvarakat bahwa

DPRD Kabupaten Situbondo mempunyai kemampuan dalam bidang legislasi

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukuwm vang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah -
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a. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 avat(3), Pasal 18 avat (1) dan avat (2);
b, Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernntahan Daerah.
khususnya: Pasal 1 hurut d, Pasal 4 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72

Pasal 73, Pasal 113 dan Pasal 1 14;

L)

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Masional Tahun 2000-2004;

d. Keputusan Menten Dalam Negeri dan tonomi Daerah Nomeor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum
Daerah:

¢. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tabun
2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Penvusunan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Mentern Dalam Negen dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

L]

2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daeral;
h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbonde MNomor |
Tahun 1999 Tanggal 27 September 1999 tentang Peraturan Tata Terub DPRD

Kabupaten Situbondo.

2.3 Landasan Teori

Penyelenggaraan pemenntahan daerah menurut U.U. No. 22 Tahun 1999
dilaksanakan dengan tiga asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan
asas tugas pembantuan. Denpan adanya asas desentralisasi maka terwujudlah
olonomi dacrah. Pelaksanaan otonomi daerah secara uwtuh dan luas diletakkan
pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provins
merupakan otonomi yang terbatas. Penekanan olonomi pada dacrah kabupaten
dan daerah kota dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas, menmgkatkan peran serta  masyarakat, serta

mengembangkan peran dan fungsi DPRD, baik sebagai funpgsi le

i =]
i1
0
Eat
Ln
2
u
i
=]

=
N


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1

pengawasan maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pengertian otonoim daerah menurut Undang - undang Nomor 22 Tahun
1999 Pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut -

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus  kepentingan masyarakat sctempat menurut prakarsa  sendir
berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan’,

Ketentuan  terscbut  mengartikan bahwa daerah  otonom mempunyai
kewenangan uniuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Untuk melaksanakan kewenangannya, daerah otonom harus membuat suatu
peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakamya dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pengeruan peraturan daerah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001, yang menyebutkan sebagai beriku

“Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan vang tertingei di
daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam
pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (Pasal | angka 2).

Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 kalau kita perhatikan pasal-
pasal maupun dalam penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan khusus yang
menjelaskan mengenai pengertian peraturan daerah. Hal ini juga tidak ditemukan
dalam peraturan perundang-undangan terdahulu yang juga mengatur tentang
pemerintahan di daeral.

Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya disebutkan beberapa
ketentuan yang terkait dengan pembuatan peraturan dacrah. Ketentuan-ketentuan
tersebut merupakan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam setiap
pembuatan peraturan daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain vaitu

1}. Pasal 69, menentukan bahwa : “Kepala Daerah menetapkan peraturan dacrah
alas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan vang lebih tingei”
Dalam penjelasan Pasal 69 disebutkan bahwa : “peraturan dasrah hanya
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ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta oleh

Pimpman DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah

Daerah™;

2). Pasal 72 ayat (1), menentukan bahwa ; “Untuk melaksanakan peraturan daerah
dan atas kuasa persturan perundang-undangan kain vang berlaku, Kepala
Daerah menetapkan keputusan kepala daerah;

3). Pasal 73 ayat (1), menentukan bahwa @ “peraturan dacrah dan keputusan
kepala daerah vang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan
dalam Lembaran Daerah” Dalam Penjelasan Pasal 73 ayat (1), disebutkan
bahwa @ “pengundangan peraturan dacrab dan keputusan kepala dacrah yang
bersifat mengatur dilakukan menurut cara yamg sah ., vang merupakan
keharusan agar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tersebut
mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan di maksud kecuali
untuk  memenuhi  formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan
pemermtahan. Cara pengundangan yang sah adalab dengan menempat-kannya
dalam Lembaran Dacrah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan
pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, peraturan dan
keputusan tersebut perlu dimasyarakatkan™. Pasal 73 ayat (2), menentukan
bahwa : “ketentuan sebagaimana di maksud pada ayal (1) mempunyai
kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran
Daerah™.

Apabila syarat-syarat formil terscbut  dipenubi, maka peraturan  dacrah
tersebut akan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap masvarakat.
Selain ttu perlu juga diperhatikan beberapa ketentuan dalam U.U. No. 22 Tahun
1999 vang mengalur mengenai batasan-batasan vang harus dihindari dalam
pembuatan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah, Batasan-batasan
tersebut, antara lam yaitu

a. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan  wmum,
peraturan daerah lam, dan peraturan perundang-undangan yang febih tinga
tingg (Pasal 707

b. Keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentinean umum,
peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal
72 avat (2)).

Apabila batasan-batasan tersebut dilanggar, maka peraturan daerah dan
keputusan kepala dacrah yang sudah disahkan / ditetapkan dapat dibatalkan oleh

Pemermtah  (Pasal 114 U1 No. 22 Tahun 1999), atau ditangguhkan

-
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pemberlakuannya karena masyarakat menolak pemberlakuan peraturan duerah

tersebut, dengan alasan karena ketentuan dalam peraturan daerah tersebut

dianggap terlalu membebani atau memberatkan masyarakat.

Kalau kita perhatikan pembuatan peraturan daerah selama ini, ada beberapa
hal yang melatari atau menyebabkan peraturan daerah terbentuk, diantaranya
yaiti ;

I Adanya mstruksi, petunjuk atau penugasan dari pembuat undang - undang atau
pemerintah atau Presiden atau Menten (termasuk Direktur Jenderal);

2. Adanya mstanf DPRD untuk membuat suaty peraturan dacrah. vang didasari
oleh adanya masukan atau desakan dari elemen masyarakat;

3. Adanya mstruksi atau penugasan dari pembuat peraturan daerah (Kepala
Dacrah ataupun DPRD) vang ditujukan kepada  suatn instansi atau dinas
daerih,

Terkait dengan pembuatan peraturan daerah dan produk hukum daerah
lannya sesuai dengan U.U. No. 22 Tahun 1999, Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah membuat / mengeluarkan beberapa surat keputusan, diantaranya
yattu :
|. Keputusan Menteri Pralam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 T'ahun 2001

tentang  Teknik  Penyusunan dan Materi Muatan  Produk-Produk  Hiukum
Daerah.

2 Keputusan Menten Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeni dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001

tentang Lembaran Daecrah dan Benita Dacrah.
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BAB 1Y
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Gerdasarkan uraian dalam Bab | Bab U dan Bab 1 maka dapat ditarik

kesimpulan scbagal berikut

I

Paktor  faktor vang menvebabkan Pemerintah Kabupaten Situbonde lebih
dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah dan pada DPRD
Fabupaten Situbondo, antara lam yaitu

o Fksckutif memiliki jumlah tenaga vang lebth memadai dan profesional
{pengalaman) dalam penvusunan rancangan ;Jur;'.mrau.l daerah;

b, Eksckutif mempunyai bidang — bidang yang lehih khusus (spesifik) yang
terbagl dalam beberapa instans) / dinas ¢ badan;

¢, Eksclutit memiliki fasilitas vang lebth memadat dan keuangan yang lebily
mencukupi;

d Waktu vane dimiliki oleh eksekutil untuk memprakarsal pembuatan
neraturan dacrah lebih banvak, karena didukung dengan jumiah tenaga
vang lebih memadai.

Penvusunan  rancangan  peraturan  daerah  oleh Pemerintah  Kabupaten

Situbondo dilakukan tanpa didasarkan pada aspirasi masyarakat sttubondo,

karena untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Situbondo harus mengealt aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, misalnya

melalui  dengar  pendapat  (hearmg), seminar, dan sebagainya. Untuk

melakukan hal tersebut  Pemerintah Kabupaten Situbondo  menghadapi
beberapa kendala, diantaranya yaito -

1. Keterbatasan wakiu,

2 Keterbatasan dana,

Bad

tesadaran masvarakal (clemen masyarakat) untuk berperan akull masih

rendah.

1 v, | Bk UPT Perustaan
|0 | IRSITAS iEkiﬁEi
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3. Pembahasan rancangan  peraturan  daerah  dalam  persidangan  DPRD

Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan
vaitu Tahap 1. 1L, 11 dan 1V, Setelah 4 (empat) tahapan pembicaraan tersebut
dilakukan, maka rancangan peraturan dacrah  dapat disahkan menjadr
peraturan daerah. Pencesahan tersebut ditandal dengan penandatansanan

peraturan daerah hanva oieh Bupati;

4.2 =aran
Saran yvang dapat penvusun berkan dalam penulisan sknipsi ini adalah
sehagal berihut
:
. Drewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo hendaknva juga aktf

unmtuk  meneg

Bk

unakan  hak  smsiatifoyva dadam mamprakarsad pembuatan
peraturan daerah, Untak dapat mencapai hal tersebut, maka semua Anggota
Dewan harus selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya di bidang
legislast, sehingga peran dan fungsi Dewan sebagai lembaga perwakilan
rakyvat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selamn tu, DPRD Kabupaten
Situbondo  perlu juga memihki tenaga ahli vang dapat membantu
memperlancar akuvitas dan tugas Dewan, vang diperbantukan di tiap - niap
homist,

20 Dhalam senap penyusunan rancangan peraturan daerah, baik oleh Pemerintah
Kabuparen Situbonde maupun DPRD Kabupaten Situbondo hendaknyva
dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, seperh
lekoh apama, tokoh masvarakat, kadangan akademist, lembapa  swadaya
miasvarakal dan orgamsast kemasyarakatan vang mempunvar hebunzan
kattan dengan peraturan dacrah vang aken & bual Hal i perlu untuk
dilokukan denpan maksud agar peraturan docrah yang dibastlian aantinya
akan scsuar dengan aspirasi masvarakat, Selain ity juga untuk menciptakan

hubungan vang harmonis antara pemanpin dengan rakyat vang dipimpinnyva;
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a2

46

Umtuk  memasvarakatkan  peraturan  dacrah  vang  telah  dsondangkan,
Pemerintaly Kabupaten Situbondo harus melakukan sosialisasi secara rutin
melalin penvuluhan, surat kabar, siaran radio, dan sebagainya. Selun it
Pomerintzh Kabupaten Sttubondo perlu juga membangun perpustakaan desa
vang khusus unluk menampung berbagal kebijakan atau peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemernintah Kabupaten Situbondo, schingga masvarakat akan
mudah untuk mendapat informasi mengenal semua aturan yang dibuat
dikeluarkan  oleh Pemenntah  Kabupaten  Situbondo, dan  juga  akan
merangsang masvarakat untuk ikut mengawast pelaksanaan peraturan dacrah

fersebi
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LAMIPIRAN - LAMPIRAN
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LAMPIRAN 4

(heputusan Mepteri Dglam MNegeri dan Otonomi Bacrah T'ahun 2{HM ).
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LAMPIRAN 5

(heputusan Dewan Perwakilan Ralvat Daeral Kabupaten Situbondo Nomor |
I !

Tahun 1999 rentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo).
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LAMPIRAN 2

(Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Bagian Hukum Pemerintah
Rabupaten Situbondo dan Sekretaris Dewan  Perwakilan  Rakyat Duacrah

habupaten Situbondo
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBOGNDO
SEKRETARIAT DAERAN

JI. PB. Sudirman No.l Telp. (0338) 671161 Fax, : (0338) 671885
SITUBONDO 68212

SURAT KETERANGAN
Nomor : 183,1/<62 /431.001,1.2/2002

Kami vang bertanda tangan di bawah in

Nama LUTFLIORO PRIHATIN, S.11, M. Hum

NI v 210 120 656

Pangkat/Golongan © Penata (1l:c)

Jubatan o kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Seidakalb
situbondo

Alamat Nekretartal Daerah Kabupaten Situbondo

Menerangkan bahwa

Mama M, SOFTANDI BUDIMAN

Nim D 9T7-072

Program o 51 Umu Hukum pada Universitas Jember
Alamat  Jalan Karimata V/14 Jember

Telah melakukan  konsuftasi mengenal masalah “Pembuatan Peraturan Daerah di
Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 19997 di Bagian Hukum
Pemenntah Kabupaten Situbondo pada tanggal 06 Nopember 2002

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan schagaimana mestinya.

Situbondo, 06 Nopember 2002

An BUPATI SITUBONDO
Asisten |
u.b

S Wlkmh
M“T‘-' rubbag. Banbem Hukum

7 e

. Penata
e !\'i]} S10 120 666
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CEETRLTAIIAT DENW AN PERWAKN AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
JaL AN KENANGA No. 1 TELP. (D338) 675613 FAX. (0328) 675613
SITUBONDO 68312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071.175/114/437.100.2/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini

MNama - Nunuk Sutyam
labatan : Ka. Sub, Bagian Umum dan Perlengkapan
Alamat : JI. Kenanga No. 1 Situbondo

Menerangkan bahwa

Nama - M. Safiand Budiman
NIM. 07 - (

Program S Hmu Hukum )
Alamat - ). Kanmata V/14 Jember

Telah datang ke Kantor Sekretariat DPRID Kabupaten Situbondo guna konsultasi
mengenai masalah Pembuatan Perda di Kabupaten Situbondo berdasarkan
Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 1999

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Situbondo, 13 Nopember 2001

An. SEKRETARIS DPRID KABUPATEN SITUBONDL)
_ Kupala ﬂagian Umum

’/__‘ Kﬂﬂlﬂ'ﬂﬁ? l\mum dan Perlengkapan
'} i i

i "“"‘—:T—rf.".r'ﬁ’

b LRI EL e

‘1 . #.i\-“r/

; O NENUK SUTLIANI
“eor =" NIP. 510 042 155
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LAMPIRAN 1

(Surat pengantar dari Fakulias Hukum Universitas Jember kepada Pemerintah
Rabupaten Situbondo duan Dewan Perwakilan Rakoyat Daerah Kabupaicn

situbondo),
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
malamantan 37 Kampus Teesibote Kotak Pos 9 Jember 63121
B (033]1) 335462 - 330482 Fux. A30482

Nomeor 3524 1125.1.1/FPP .S/ 2001 lember. 24, Oktober 2001

Lampiran =

Farihal

Vi o BiDA Situbondo

Situbondoe=-

Dekan Fakultas Hulkom Universitas Jember bersama ini dengan hermat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa |

- j

M

Now s My Sofiandl Budiman
S 97 = 02

Program  +531 Hme Hulkoum

- J1, Harimata V/14 Jember

Slamal
Ronsultasl mengenail masalah " Pembuatan porotuasan
Daerah di Kabupaten Situbonde berdasarkan Undange
Undang Nomore 22 Tahun 1999,"

meperluan

il konsoltasi ind digunaken untuk melengkapl balian penyusunan

g [T
=t 1§35,

Ao bantuan dan kerizsama vang baik Zami uespkan terimakasin.

g @LWONDHO, S.H..

. NIP. 130-879 632

Tembusan Kepad -
5 . K{E.‘_jm‘. ]:J.rr'l ' -
e Yth, J\.k.l'l;“.l:u:’|

e Yang bersanzkutan
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LUNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

N malimantan 37 Kampus lesatboto Kotak Pos 9 Jember 68121
i?;0331;5354af'-5;34L:an.ﬁ;o4s:

Nomor 13325 1251 1/PD 0/ 2004 Jember, 24 Clebober 2001

Lampiran ™
Perihal s KONSULETAS]

v, Ketua DERC Situbonds [
3l =

Situbondo,-

Delkan Fakultes Huloun Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan Kepada Saudars seorang mahasiswa

Narnia e Sofiandl Budiman

NI 97 = 072

Program S 1 Hmu Huloum

Afanat Jly Haricata V/14 Jember

Keperiuan Konsultasi mengenal masalah % Penbuatan peraturan
Dacrah ¢l Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang=
Undang Nomore 22 Tahun 1999,

Hasil konsultasl ini digunakan  untuk melengkapi balian penvusunan
Skripsi.

Atas bantuan dai kerjasama vang batk kami ue apkan terimakasih,

e SOEWONDHO, S.H., M.S,
h NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada ¢

e Yth, Ketua E;__,mf{e"mr'“'r“'-

s Yang bersanukutan
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LAMPIRAN 3

(hurat Menteri Rehakiman dan Hak Asasi Manusia Tanggal 23 Pebruari 2081
Nomor M, UML 61,06 — 27 Peribial jawaban atas beberapa pertanyvaan mengenai
Kedudukan Reputusan Menteri dalam tata wratan peraturan perundang —

undangan Republik Indonesia).
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lembusan dis Enpaian kepads,

DEFARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIKINDONESIA

Jakarla, 135 Maret 2000

Kepada

B b [T, {2 ST I e B T 0 Yth. 1. Scr. Para Guberpur
e : (5) Sor. Bupatin®falilkota

eductilaan Kaematusar
Wianter datam TAR PR SELURUH INGONESIA
;

e]uls! I|f|"+[ 2000

sehubunaan dengsn beberapa pertanyaan  mendeil

idukan Keputusan Menterr Daism Negen dan Glononn Dabrah

dikaitkan  dengan  telah  diterbitkannya Ketatapan MPFH Nomor

HIMPRA2D00 tenlang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Porundang-undangan,  telah  ditegaskan dengan  surat  Menlen

Kehaleman dan HAM Nomor M UMOT.06-27 | tangaal 23 Pebinian
U0 dietaskan slalusnya sebagal berikul

Feputusan Menler merupakan tindak lanjut pelaksanasn peratran
parundang-undangan yang le bl i binggi dan berlaku Nasional
Keberadaannya terlstak diatas Peraturan Daerah.

Dengan denekian Kepulusan Manten Dalame Nogey oan
Litanzini Deaarzh, telap dijadikan ssbagai dasar hukum dalam seliap
Fogsduran Deerah atew Keputusan Kepala Daerah,

Dremnaan vnluk meniadl maklium,

- MENTERI DALAM NEGEIR!
,,"Z"DF\N OTONOMI DAERAH
A L—-8E KF{ET}'\RF JENDERAL,

nier Kehakiman dan HAM ;
o | T TR e ”‘I{“.l Prapinsi/ I'\ tupateniKota -

Sedureny doniesia -
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CELD RHAHIMAN DAH ]“:‘EF ALAS] MANUSGLIA Jﬂk:l.l,'lfl,. 5 I.’L"..l,'jj'L]:;j]"'i 200
REPUBLIK INLONESIA  —
et MO 06 27 Kepada Yth,
pmp.
H  Heedudukan Keputusan Menteri Saudara Para Menteri dan
Dalam TAP MPR No, HIIMIPPR2000 Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen (LPND)
dli
Jakartu

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan kepada kami peribal sebugaimana dimalksu

do'nm pokok sural, maka agar terdapat kesamaan pemahiaman perlu kami sampaikan hal-la

seevagal bertkul
| Berdasarkan Pasal 2 Eeletapan Majelis Permusyaratan Rakyat Republix Indonesia Nowo
HEAMPR/Z000 tentang Sumber Hukom dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undange:
(TAR MER No DMPR/2000), secara letterlyk seakan-akan jenis peraturan perundany
dndangan borsifan imitative yany becakhir prda Perpturan Daerah (Perdg).
Mamun kil ditiea kalimat pembuka dan Pasal 2 TAP MR I‘IUI][[.-".'\'HE:’R-"E{}UG VLT
Letbunvl - ¥ Tota arulan peraturan perundang-undangan mcl'uip.'llihll pedoman dalan
|
nembuatan adnran hnkam di bawahnya™, dikaitkan dengan kuL@:nju':_m Pasal 3 dan Pase
A TAR MPIL Mo HMPR/Z000 dapat dikatakan bahwa I(E.[.Il.lluﬁ:ﬂil Menteri { Kepmen
ving, bersifil “meagalw” tetap merupakan salab satu _]cnisfbeniukI];iiamtumn perundany
vndangan. Menurut kami kedudukan Kepmen  adalah  diantara If{f:pumsan Preside:
(Kepprest Jdan Perstuean Daerah {Perda), kareng Kepmen tersebut dibuat oleh Mentu
cchapai pernbenty Presiden dan substansi (materi muatan) yang diatur dalam Kepme
Lecsifat nasional, sehingza lingkup wilayah berlaxunya adalah diselurub wilayah nepm
Fepublil Indonesia,
Pralam Pasal 4 ayal (2) TAP MPR No IIPMPR/Z0O00 ada suatu klausula yang berbunyi
v Keputusan meateri.ctidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termus
dalam intp urutpm peratuean perundang-ondangan....... », Keteniuan ini memberike
indikasi baliws Kepmen adalal bagian dan jenis peraturan perundang-undangan yan
tetap dapat ditual oleh setiap menteri sebagai pembantu Presiden.
Maleri moatan Kepmen adalah materi (substansi) vang didelegasikan kepada Kepmen GHI
cleh Undan rundang (UTU), Peraturan Pemerintah, (PP) maupun oleh Keputusan Preside
(Keppres) 11U dapal mendelepasikan lanpsung k¢ Kepmen upahiii isinva bersifat tekmn

sesual denpan lingkup dan kewenaigan menteri yang bersangkutan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Daism Pazal 4 awat (20 TAP PR No BUMPRZ000 discbul pula bentuk Per
Benters  Perh kami tesashan pula balvwa peraturan perumlang-undanzan
dibeaiian olel mentend sesual dengan Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahw
septane Voknik Penyasunan Peraturan Perundang-undangan dan Bental Han

Ueline-undang, Raseangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan

heptiknea adalah WKeputusan Menteri (IKepmen), Jadi lidak Jagi ¢ sinakan
Pevalpran Mentert Tal ing seinbin denpan tidak digunakannya lag bentulsfjenis pu
pereirreecasda e denean e Peeaturan Prestden Haj e dapat dimeniart
CRUNTE 51 F TR TS S BT SR Ta FTRRR AN (8 MUY Sl S S eI LR pesrunclang-ndangan v [ILE
cleh Proaden nooya Veratnean Pemeriadah vaen didiasarkan pada Pasal 5 ayal {
6 S Perntuvan Perneriital [".r-u_t-\g:m:i EImt:m;.:—um!uus: (Perpu) yang didasark:
Pasa 77 0D 1945, dan Kepuinsan Presiden (Keppres) vang didasarkan pada
awnl ¢ T 1245 Depgan demikian apaiata serdaput “Peraturan Yenteri” vl
ditertignrican sehelnm berlaknoyva Keppres Noo /1999, apabila akan diubah atau .
mralo et digunakan instremmen huken dalam bentuk * Keputusan Menteri™.
whimsan dedsan telah dikeluarkannys Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

ey

Posizstadeen Dmernhe (BIED By 22 ELSIE,

maka  Iwepmen  schagai jeas e
perendine undangan vang dikelvarkan Permerintab Pusat dan berlaku diselurub
nec e Pepaiblit Indonesia, hedudukannya lebih linggi dari Perda. Denpan d
apeh o ask suang Perda atau Kepntusan Kepala Dacrah 1_I~Cu|}¢|e|j:yru:|5.§. hersifal “tpen
berentennnn dongan Kepmen, Perda/Kepda tersebut dapat dibatatkan oleh Per
Prosal Berdisarkom ketentuan Pasal 113 dan 114 UL No.22/1999.

Beidasurkan Posal 5 TAP MR No HEMPR/2000, suatu Porda/iCepda dapat dilg
materiil oleh Maldamah o Asnne (MA) Apabila materi muatannya {substansi
Pecdlepin bortentangan densan Kepmen  yang  kedudukannya lebth g

Poced depn tersehnt, Bordasen an Keputusan MA, Perdadi<epda tersebul dapai ti!

but, Keputusan MA ini bersifal final dan mengikat, Jad, walaupu
Pasnt 104 U0 Moo 22/1999 Pemerintal Deerah dapat mengajukan keberatan !
notabatatan susy PerdadKepda kepada Pemerintaby Pusat dan kemudian menga)
kepada MA, burdasaurkan Pasal 5 TAP MPR No TUMPR/Z000 tersehul, apabila 1o
disqukan setelal adanya sualy pengujian sscara materill terhadap Perda/Kepda !

sl Febaraian tersebal Hidak dapat diterima oleh MA
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eaiy Leman diatas maka sehiap “tentert tetap dapat mengeluarkan kepulisst
ik G bt pongaiarn Ceenen Secangian materi muatan yang dapat elivimiad
ilaen Kepitonn Meyen artainh vang bersilut teknis sesuai dengan yuang, lingkup tugas

P TR AT LD I e LR A R ienpeluarkaenyi gzl T ditentukan dalam Peratun
Darundane-nmlangan,  Rewenangan pengaturan yang scoand substantif telah diserahlian
kepada decrah conpt denpan Perataran Pemerintaly Nomor 35 Tahun 2000 tentani

[Cewenanua s Pemerintah dar Kewenangan  Propinst schagai daerah  olonars.

Peliicsanmonmnya [Trus i I|'L:|['l!'i_:l"i'|-!lil'.ilﬂ Fepulusan Menteri vang matermnyi mendapa’

itestemasnaliby (i) yivete indi b

Ui it ketehitian din cejalan dlengan jiwa lLeppres Nonwr 188 Tahun 1998
el Tooa s piemtpersaphan Rancangan Ladang-Undang  dan Keppres Momor ot
whun  1E0RE tentEng “veknik Penvusunan Peraviran Perundang-undangzan dan Dentus
e b cmne-undang, Rancangan Perawran Pemerntaly dan Rancanizan [Ceputizan
Presiden. hendaklaly laranys sebelum Bepuiisasn menteri  ditetapkan, lebii laliniu

Hloneulingloan kepada Menter 1 ohnkimin dan Hak Asasi Manusia e Direktur Jenderal

K

Peratuenn Poomdans (iprehan iy,

Pemikian pendapal  kami sphagai ipwaban  atas nertanyaan—pertanyaan dari Mentzii-
rentert otas pibal-pilak lain mengenal masalah-masalah tersebut.

Nas perhatia Saudara fami mengucapkan terma kasih

LA K IMAN DAN HAI ¢ CASE MANUSIA
SEPUBLIK INDONESIA.

colasarn dissrpaihan kepada Wi

Hapak Precelen Requblik Indonesta,

Thu Wakil Pesiden epublik Inilemesia;

Sl Pimpinan dan seluruh Anggota Majels Permusyawaratan Rakyal Republik Indonesia,
Sdr. Pimpinan dan seluruh Angigota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

el Pimyping Sekpetariol Jenderal Majehs Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan
PLatoat dan jajariniyi, dan

Gl Sekreliis Separals

Latis Koabinet Republik Indonesia. -
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KEPUTUSAN MENTERI DALAN N
DAN OTOMOMI DATR AT

CHPUTUSAN MENTERI DA LAM NEGERI DalN OTOND 0 Al |
WONIGE 21 TAJIUN 2001 'TENTANG TEIRNI PUNY USTISNAN AN
VAT MITATAN PROGUIL-PRODUK BUKUM DARLD U

CEPUTUSAN MANTISU DAL AM NECERY DAN QT QMG LALRAT
NN 20 TAHUN 2001 CTENTANG BUNTUK PRODITE PRODUY
HUKTY. DAEIALL

SACPTTUSAN MENTEIR DA LAM NEGERI DAL OTCE O {0 R A
SNOMOR 23 TAUWUUN 2001 TENTARNG PROSEDU PENYUSUNAN
PRl HUKCUM DATCIRALL -

RECITTUSAN MENTERL BALAM NEGERT DAN OTORGA BABRAL
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG LERDARAN A /AT DAN
NERTTA DALRAILL,

Zamy

2001

BIROQ HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR '
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MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESTA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONON| DAERMAH
NOMOCR 21 TAHUN 2001

TENTANG
FEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

MENTERI DALAM NEGER! DAN OTONOMI DAERA!

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Kepulusan Proswoc Mlomer

Tahun 1559 tentang Teknik - Penyusunan Poraturan Ferundang-

undangan dan Benluk Rancangan Undang-undang, Foncangse

FPeraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan = ru Himan, perlu

mnnelaprﬂaﬂ e'{eﬁutubu. Menteri Dalam Neger dar Otonon
Daerah tentang Teknik Penyusunan Dan Maler Muatan Produs
produlk Hukum Daegrah:

Undang -undang Nomor 27 Tahun 1899 tantza Mg Fermneamal
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomeor 60, [am =ha
Lembaran Negara Nomor 32358);

2. Undang-undang Momor 25 Tehun 19998 tentang Pedimba

<euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara
Negara Tahun 1895 Nomor 72, Tambahan Lembarin Negarn
Momor 3848),

Peraturan . Pemerintah Nomer - 25 Tahun 2000 (e rl‘ .
Kawenangan Fomerintah d: J|| Kewenangan Propins! Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Megara Tahun 2000 .'-r_-|--.-:- S
Tambahan Lembaran Magara Nomeor 3952)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Tekil
Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan  dar Bent!
Rancangan Undang-undang, | Rancangan Peraturan Pamerinlal
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran dlegara Tabun
1989 Momor 70

& MEMUTUSHEAN x

pkan o KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GTONGIMI DAERA

TENTA \JC‘ TEENIK PENYUSUNAN  DAN MATERD  MUATAR

PREODUK-PRODCUIIK HUEUN  DAERAH.
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-

{E]

Fasal 1

Teknlk penyusunan dan materl muatan produk-produle fobuen Dagralb
sgbagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
FPasal 2

FKeputusan ini mulai barlaku pada tanggal ditetaphkan.

Citatapkan di Jakaria
padatanggal 18 Juli 20U

-,
o A
i muﬂ_':‘?"’
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN MENTERI DALAR NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 1 21 TAHUN 200!
TANGGAL : 48 JULT 2009

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUL

Setiap produk-produl hukum pada umumnya disusun dalamn korangka struktural
sabagai Derikul
Fanamaan ! Judul;
Fembukaan,
Batang Tubuh;
FPenuiup,
Lecnpiran (bila diporluxand,

(BTN EE R a SR

(5 4 o oy F_:J ::-

Uraian dari masing-masing substansi keranghka produk-produk hukun: adalay
8 =] [ ! t ;

A, Penamaan [ Judul,

. Setiap produk-proeduk hukum mempunyai penamaan/judul,
2 Penamaan/Judul  produk-produk hukum memuat keterangan ronjenal jenis,
nomar, tahun, tentang nama produk hukum yang diatur.
i, Nama produk hukum dibuat singkat dan mencarminkan sl procui-orocur
Pk,
4 Judul gitulis dengan huruf kapilal tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh 0 Penulisan PenamaantJudul,

a) Jenis Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGUL
NOMOR ... TARHUN ...,

TENTANG

PAJAK REKLAME

b) Jenis Keputusan Kepala Daerah

KEPUTUSAN CUBERNUR JAWA EARA]
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

CATA CARA PUNBUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
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=]

| =9

¢} Jenis Instruksi Kepala Daerah

INSTRUKSI BUPATI BOGOI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK TEXNIS PEMUNGUTAN PAJAK RECKLAME

Fembukaan.

Fambukaan pada Peraturan Daerah, terdiri dari :

a. Frasa "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa”;

o, Jabatan Pembentuk Peraturan Daerzgh;

c. Keonsiderans;

d. Dasar Hukum;

g. FFrasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasraly”
f.  Memutuskan,

g. Menelapkan,

Pembukaan pada Keputusan dan Instruksi Kepala Daerah Provins, Kabupa
dan Kota terdini dari ;

5

a) Jabaizan pembenluk Keputusan dan Instrulksi;
bY Konsiderans;

c) Dasar Hukum;

d) Memutusikan,

FEMJELASAN.

Frasa "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa”,
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Mahza Esa’ mentpaher

kata yang harus ditulis dalam Peraturan Daerah, cara penulsanmes seluiubhinys:

huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Conioh
DEMGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA £S4A,

Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Daeran atau Kepuiwsan CGubernur/Cusa

Walikota ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tands baca loma (U

Lantoh .

BUPAT] BOGOR,
wonsiderans
Konsiderans harus diawali derigan kata  "Menimbang” yang memnuat ursian
singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakarng dan glazar-
alasan pembual Peraturan Dagrah; Keputusan Kepala Daoran dan Instruss
¥epala Daerah.
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Jika konsiderans terdiri dari lebih salu pokoik pikiran, maka tiap-tap pokok
pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diswali dengan huruf
@, b, ¢, dst dan diakhiri dengan tanda titik koma 6.

Contoh !

IR 8 s i
» A s A :
O L OC e :

Dasar Hukum,

1) Dasar Hukum diawali dengar kata ‘Mengingat" yang harus memuat dasy:
hukum bagi pembuatan produlk hukum. Pada bagian ini pariu dimuat puia jiks
ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produi hukum il

atau yang mempunyai kaitan langsung dengan mater yano kan diatu,

z) Dasar Hukum dapat dibagi 2 yailu :
a) Landasan yuridis kewenangan membual preduk-produk nutkn: dan
b} Landasan yuridis materi yang diatur,

4] Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jsniz  peraturan
perundang-undangan yang tirigkat derajalnya sama alau 'ohih tinggl dari
produls hukum yang dibuat.

Catatan ! Keputusan yang bersifal penelapan, Instruksi dan Surat Edaran
tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karera Keampat jenis
Produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-

undangan.
4) Dasar Hukum dirumuskan secara kronolegis sesua; dengan hisrarkhi

peraluran  perundang-undangan, atau apabila  peraturan sarundang-
undangan terssbul sama lirgkatannya, maka dituliskan bardzsarkan urutan
lahin pembentukannya, &tau apabila peraturan perundang-undangar)

1, -
[

tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskzn berdasaria
nemaor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut

2} Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Necars Tambanan
Lembaran Negara. | embaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Dee ah

e
kalaw ada,

G} Jika dasar hukum lebih dan satu PEerGluran perundang-undargan, maka liap
¢asar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan dizkhiri dengan tanda
baca titik kema (;).

Conteh Penulisan Dasar hukum :

Mengingat © 1. Undang-undang Momar..Tahun .. fentang ..........
(Lembaran Negara Tahun... MNomeor.., Tambahan

Lembaran Negara Nomer..,.);
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun, tentana. ..

(Lembaran Negara Tahun... Nomol ., Fambahan
Lembaran Negara Nemor...); -

Ll

Keputusan Presiden Nomor,., Tahun tentang...
4. Keputusan Menteri.. . Nomar... Tahur | tantr e
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5. Peraturan Daerah.... Nomor... Tahun.. lentang...
(Lembaran Daerah Tahun.., Nemer..., Tambshan
Lembaran Daerah Nomor ......... }:

Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah,

Kala frasa yang berbunyi "Dengan Persetuyjuan Dewan Perwakian Raxyal
Daerah Propinsi/fKabupaten/iKota®, merupakan aturan  kata yang  harus
dicantumxan dalam Peraturan ]Jr]ﬁ'r]"] dan cara pendlisannya dilakulan sebaga
Berikut |

1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN:

Z) Kata "dengan persetujuan’, hanya huruf awal kata 'Dengant citulis nui
kapital, dan

Kata "Dewan Perwakilan Rakyal Daerah PropinsifRetupclendiKola”
selurchnya ditulis huruf kapital,

Rt
A

Contoh ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSVKABUPATENKOTA ..

Mamutuskar
Kata "Memutuskan® ditulis dengen huruf kapital, dan diakhin d engan andsa bacs
litix dua (2}, Peletakan kata MEMUTJSKAN ada |Elh ditengan margin

Menetapkan.

Kata ‘“Mengtapkan' dicantum<an sesudah kata NEMUTUSIGAN ;;r g
disgjajarkan kebawah dengan kata "Menimbang” dan “Mangingat”. Huruf aws
wata "Menetapkan" ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca
titik dua {3).

Contoh :
MEMUTUSIAN -
reonelapkan e e s s R ; cadsl

Penulisan kKembali nama peraturan pérundang-undangan yang Sarsangkui
dilakukan sesudah kata "Menetapkan”, dan cara penulisannya adalah ¢

~ Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul,

-~ Nama lersebut sebagaimana dimaksud diatas, didshuiui dengan Jems
oerundang-undangan yang bersangeuian:

~ Mama dan jenis produk hukurn tersebul, dilulis dengan huned kapital dan
diakiiri dengan tanda baca titik ().

Fada Peraturan Daerah sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan fiacs
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Lo

in

)

antoh:

a) Jenis Peraturan Daerah

MEMUTIUISKAN .

e A

Meretapkan | PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG I
PAJAK REKLAME,

) Jenis Keputusan Kepala Daerah.
MEMUTUSIKAN :
Menelapkan :  KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA
PUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Catatan

Contoh pembukaan produk-produi hukum secara keseluruhan danat dirumuska
sebayal bernul .

a, Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Propinsi;

L

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MARA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

ManimnEan. = B e e e e
=l

Mengingal. ' Tiicaisismminimisibiei i

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN
wMenetapkan @ PERATURAN  DAERAH PRORPINS| JAWA BARAT
TENTANG PAJAK REKLAME.
2} Peraturan Dacrah Kabupaten

DENGAN BAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGCR,
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wMengingat

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRARH KABUFATLN

MEMUTUSIKAN !

Manelapkan ¢ PERATLEGAN LasERAH KLBLIPATE

TENTANG PAJAK BEKLAME.

Popaturan Boeraby Kala

DEMNGAM RAKMMAAT FUHAN YANG WA =5

WAL IKOTA BOGOR

Menimbang ¢ @ .. i
] e
o el

Wenzingat

L

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA Bl

FAERMUTUSKAN

Menatapkan 1 PEEATURAN DAERAM  KOTA BCLO

P.-'n‘x. [ r’ |.: o I_.-'*". e

Keputusan Gubernur
CHIBERMNUIR JAWA BARAT

Merrnbang

I J'::
Menamgal | o Tl i it s e
] i

HEOIR
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Menetapkan ¢ KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARRAI
TATA CARA PUNGUTAN FAJAK DAENRSH

Keputusan Bupati

BUPATIBOGUR

Menimbang @ a.

ilsinlafiglarsl

Jdsy

Menetapkan ¢ KEPUTLIZAN BUPATI BOGOR TENTAMG TATA CaRMA

PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Feputasan Walikoeta -
AR I_ HOT e RO OR

W o e -1 6 o

Mammoang o 8

Meangingat

~f
cohdad

el

e i R
i'."“ I'."ll I_l i Lisa "1'

Menelapkan @ KEPUITUSAN WALIKUTA BOGOI TLENIANG  Thd.

R CSLTEAR AL IAITRA R
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Lntuk
FERTAMA A R e T e e A T

Batang Tubuh.

Batang Tububh suatu produk-produk hukum, memuat semua materi preduk-proo k.
qukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal dan diktum-dikium,

Produk- prv:.uduk hukum yang batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal- pasal adalal
jonis Peraturan Daerah dan Keputusan Kepaia Daeran yang bersifalt mengaur
(Regelling), sedangkan jenis kepulusan yang bersifal penatanan ,je:zch.kk.,_.gj dan !
nstruks, I:-f_tung 1uLJuhr"|;a dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batana lubuh jenis produk-produk. huicain adaiat |
1. Batang Tubuh Peraturan Daerah |

a) Peraluran Daerah, pengelompokan batang tubuh terd firt it
1) Ketentuan Umum;
21 Materi yang diatur,
3) Ketenluan Pidana (kalau ada)
4} Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
5} Ketenluan Penutup.

by Pengelompokan matert produk-produk hukum dalam Dals,
Paragraf tidak merupakan keharusan.
Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkuen
dan  mempunyal bE'I"l';-;"EIJf pasal, maka pasal-pasal
iivelompokkan menjadi Bao, Bagian dan Peragraf,
eﬂmgeltnr‘r‘.pokun materi- matn’i dalam Buku Bab, Bagian dan Paragra
dilakukan afas dasar kesamazn kategori atau kesatuan i
vang diatur

Urulen penagunaan kelompok adalah

1y Bab dengan paﬂlal—pasul, tanpa bagian dan paragral,

2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf

3} Bab dengan bagian dan paragraf yang teridi ri dari pasal-pasal,

o Tata cara penulisan  Bab, Bagian, Paragral, Pasal Jdan ayal ditulis sebaga
erikut ;

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bak semua ditulis
da i huruf kapital.

Conteh

BAB |
KETENTUAN UMURM


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i

2} Bagian diberi nomor Jrut dengan bilangan yang ditulis cangan hurgd

kapital dan diberi judul. Huruf awal kala Bagian, urutan bilangan, dan judul
Bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali hurul awal darl kata pariikel
yang tidak terletak pada awal frasa,

Caontah

BAB ||
LJUDUL BAB.,...)

Baglan Hedua

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Faragraf diberi nomaor urut dengan angka arab dan diberi judui,

Huruf awsal dalam judul paragraf, can huruf awal Ul JH:]"'* chitulls

denqan huruf kapital, sedangkan huraf lzinnya scielan Furuf periarm:
aitulis dengan huruf kecil.

Contoh

Bagian Ketiga
(o Judul Bagian........)

Paragraf |

Taman Kola dan Rekraasi

Pasal adalah satuen aturan dalam produk-produk bukum yang memuas
satu norma dan dirumuskan dalam satu |'{rJ|'[T“ at.

Materi Peraturan Daerah labih baik dirumuskan dalam banyak pasal va
singkat dan jelas dar pdd"—: xedalam beberapa pasal yang panjang J a2
memuszt beberapa ayat kecuall jika materi yang moniadi isi casal |
merupakan satu rangkaian }'ar“'* lidak dapat dipisahkan.

Pasal diberi nemer urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pEsd
ditulis dengan huruf kapital,

Cenloh

Ayal adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya dier nomor
urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung lanps ::_ﬁ:l..l'.i.’3 tanca
L

baca. Satu ayal hanya memgatur salu hal dan dircmushen dalam saw
kalimat.

Contoh

[_J

L3

]

asal 21

III.'I
wd

{1) Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungiawap pada

Kepala Daerah. -
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Jika salu pasal atau ayat memual rincian unsur, mzaka gisamping
dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipenimbanakar
penggunaan dalam bentuk tabulasi,

Conieh :

Pasal ...

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pejak, atau
nama wajib dan penanggung pajak besarnya pajak, dan perintah untuk
membayar,

Isi pasal ini dapal lebih mudah digahami dan jike dirgnuskan sehags
Berikut

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat ;

a. MNamawajib pajak, alau nramawajb pajak dan penangoung £ ax
o. Besarnya utang pajak; dan

o Parintan untuk mambayar,

Dalam membusat rumusan pasal alau ayat dengan abulas) | oadakiga

liperhalikan hal-hal sebagal berjkut ;

- Seliap npcian harus dapat dibaca sebagai salu angkaian Kesaluas
::I:=-nqm kalimat rerrrL Aovs

- aetiep rincian digweall dargan huruf 2ojad kecil,

- qrr.t.:]; rincian diakhiri der JJ =] ruuu baca ik kema 1)

s Jike suathy  rincian  dibac agl kedalam |'r.ELr yvang leih keo,
maka unasur vang letih <::I |:|L. .shm agaw kedalam;
Kalimal yang masin mempunyai rincian lebib lanul dibsri tarda baca
titike dua
Pembagian rincian henasknya tidak melebihi  empa
rincian  lebih dar empat tingkal, maka periu
""”I cahan pasal yang bérsangkutan kedalam beberapa p
Jika unsue ataw nncian dalam tsbulas! dimaksudikan s I)’_: . I'i"l-.’li.'i'l
i=aly) Iu' ulalif, maka periu ditambahkan kaia dar dbelakang rincan
lcedua dan belakang
Jika rincian dalam tabulasi  dimaksudkan sebagal dincias oyang
altarnatil, maka eerly ditambahikan kata atad dibalakang fincion
kedua dari belakang

Contoh

a. Tiag-tiap nncian ditandai dengan huruf 2, dst,

=

13

by LET Lt makd

b. dika sualu  ringian memeriukan  perincian
perincian ity ditandai cengan angka i, 2, st

b i
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e b
e

| Gambaran penulisan kelompok Balang Tubuh secera kesaiuruban
adalah :

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(isi Pasal 1}

| BAB ||
; (Judul Bab)

Fazal
£ 1 - -5
i151 pasal :]

SAB |1l
{Judul Bab)

Bagian Pertama
fJudul Bagian)

Paragraf
Judul paragrafl)

i

h

(isi ayal)

(isi ayal)
Perincian ayat
g

!
Y
In'
5

1)
2)

iy,
(4

Isi sub ayat

L b —

a) {perincian sub ayat]
it
1) {perinciad mendetail dari sub zyat)
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relasan masing-masing kelompoek batang whuh adalan

Ketentuan Umum.
Kelentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal perlama, jina
dalam preduk hukum itu tidak ada pengelompeilan dalam bab.

Keleniuan umum berist
1} batasan dari pengertian;
singkatan atqu akronim yang digunakan dalam produls hukum,
3y hal-hal lain vang bersifat urnum yang beriaku bagh pasal -p’*t:‘.l BErikuinya.

Jiva xatentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap balazan dari pengeartian
dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakniri dengan ta nda
baca litik £,

Sonken !

Do am Paraturan Daerah ini, yang aimaksud dengan !
1. Pemerinlah Daeran adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Eogaor.

Urlan peng .tlbru atay istilah dalam bab ketenluan umum handaknya mengkul

ketontuan sebagal berikut ;

t  Pengerlian ataw istilah  yang  ditemukan  lebih dahuly dalam malen yang
diatur ditempatkan teratas.

2, ks pen ngertian atau istilah mempunyal hubungan atau kaitan dengan 2o
atau istilah terdahuly, maks pengsrtian atau sulah yang aca hubunger
diletakkan dalam satu kelompek berdakatan.

WIYE i

Kerznluan Materi yang akan diat

Matarl vang diatur dnlﬂm prr:uclu.«.—.; oduk hukum adalah semuia cbyek yang-diaius
secara sistimatika sesuai dengan luas lingkuo dan pendelatan yang diperjunaxan
fatari yang dialur dalam suatu produk-predui hukum harus memperhatikan casar

dé.:n_l dar kaidah-kaidah yang ada seperii

14 Landasar hukum maten yang ciatur,
Jalam menyusun materi suall produk Bukum, harus memperhabilkan dasar
P Umnya,

Misalnva !

= E&-.dang Crganisasi.

Susunan organisasi dan lala kerja  perangxat Daerah harus diatur galam
Peraluran Daerah (Pasal €6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1988
tentang Pemerintab Daeran), <4I’-|u susunan organisasi perangkatl Dasrah
rersebut dialur dengan }{E}{JLLL&HH ¥opala Daerah capal HDI..I:.1-.¢_]-|<.;.'|:

[ ‘vernietighaar),
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» Bidang Pajak Dagrah.
Paiek Daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor &
tenlang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Eahn
Pajak Daerah dan Relrbusi Dacrah, pengaturannya |
cetentuan-ketentuan sebaga berikut |

c. Pajak Dasrah harus ditetapkan dengan Peraturan Liaaran,
b Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
o Peraturan  Daersh  terfang  Pajak  sekurang-kuranonys esientoarn

mangenal .
1) nama, objek dan subjal pajak]
2, dasar penggunaan, tarif dan cara penghitungan pejak:
3) wilayah pemungutan,
I nama pajak,
) penetapan;
y lata cara pf“l Layaran dan penagihan,
:l kadaluarss /
) sanks .'adm nistratif/picana;
)

tanggal mulal berlakunya.

d. Juga dapat mengalur mengenal
1) pemberian  pangurangan kururugen can pemberian daam.hal-hg
terteniu atas pokok pajak dan atau sanksinya:

2} tata cara penghapusan piutang -:Jjaf-a YENY Kadmiuaras,

3) asas umbal kalk

Kateptuan-ketentuan huruf a, o, ¢ dan d adaah merupa
muatan Peraturan Dagrah lantang I"E"I' Caeran,
harus sgsual dengan norma-norma dan prinsip-prinsi:

Tt

dalem Undang-undang Nomar 24 Tahun 2000,

Misalnya !
Pengenaan tarif '*'c':jalf harus sesuzi cengan ketenidan Pasal 2 Unaang-
'“dd. g Nomer 34 Tahun 2000,
gnatapan tarif dalam peraturan Daerah yang melebini ketentuan Pasg| 3
-f’ebu dianooap bertantangan dengan peraturan perundang-Lr dangar
ang lebih linggi dan akibelnya Feraturan Dacrah yang bersiangkulan
gicabut atau dibatalkan

- Gidang Retrous Daceah
Relribusi Dacral  berdasarzan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tanun
2000, pangaturannya hards namenuni ketentuan-kxetentuan setagar berikul

5 Retrbusi Dasrah harus  dilstapkan dengan Peraturan Dacran

Y Perawran Daerah tentang Retribusi tidek dapat berlaku strut

~  Peraturan Dasran sexdrang-kurangnya mangatur seleniuan mengens
1) nama, objek dan sukjek retr I':II.JEI

2} golengan retribusi, apakah @ Jasa Umum, Jasa Usana atau perizinar
tartantu;
3 cara mengukur lingkat pengguna jasa yang bersangkitan,

4:‘IJ pringip yang dianut dalam pencrapan struklur clan bBosarmnya et
retribusi;

5y  struktur dan besarnya larif retribusi;

6y wilayah pemunguian;

7)  tata cara pemungulan;
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8) sanxksi administrasi/pidana;
9y tata cara penaginan,
10} tanggal mulai berlakunya.

d. Juga dapat mengatur mangenai .
1) masa retribusi;
2} pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Zalam hal-nal
tertentu atas pokok retribusi dan atau sanxsinya;

3) tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedauarsa

Kelentuan-ketentuan a, b, ¢ dan d adalah merupakan kerangka acuan mater
muatan Peraturan Daerah tantanq retribusi yang penilaignnya hards scsual
dengan norma-norma dan prins p -pringip yang terkandung da'am Uncang
undang Nomoar 34 Tahun 2000,

Misalnya !

¥ Jasa Umum.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan ladf Retriousi losa Umiun
didasarkan pada kebijgksanaan Daerah dengan mempertimbangran
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan ma. vargkat dar
aspek keadilan

Jasa Usaha.
Prinsip dan sasaran dalam penelapan basarya tanl Retrbusl Jasa Usaha
didasarkan pada tujuan untu< memperoleh keuntungan yang layak.

N

» Perizinan terlentu.
Prinsip dan aasaraﬂ dalam per‘.ctc.ﬂm tarif Relribus P zrizinan tertentiu
didasarkan pad tWjuan  untuk menutup atau  sewruh  biaya
penyelenggaraan perr. serian izin yang bersangkutan.

:{_:_,g_tﬂ“'-
a5 F:‘Ei"IE Wuan tarf Retribusi Jasa umum dalam Peraturan Dacrah yany
tidak berdasarkan perhitungan kemampuan masyarakal dan aspoi

keadilan, dianggap bertentangan dengan  peraturan  serdndang-
undangan yang lebih tingai, sehingga  Pesatuian Cagrah  wang
sersangkutan dapat dicabut atau dinatalkan.

9 Walau ada suatu materd yang akan datur dalam produs Dularg
Daerah, tetap llda.lu ada landasan yuridis secara lagas Jdalam sualu
peraturan perundang-undangan atau tidak ada perintah sgcara legas
dari  sualu  peraturen  perundang-undangan  tsrieniu mengenal
ketentuan yang mambebani masyarakal, harus diatur dalam Meraturan
Daeran.
oy Landasan filosofis, maksudnya agar produk  hukum yang diterbilan  olzh
samerintah Daerah jangan samoai bertentangan cengan nitzi-nilal yang hakis
ditengah- tengah masyarakat, misainya agama.
2 Lah‘“""‘a. sosiologis, yang meksudnya agar produk nukun yang :Jt—‘-ru_nl'f“"
aleh Pemerinlah Daerah jangan sampai certentangan danoan rlzi-nilal yang
nidup ditengah-tangah mes;ﬁ'umzi misainya adal istiadal
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4) Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbilkan  olel
Femerintah Daerah dapat berjalan sesual dengan tujuan tarpa menimbulkan
gajolak ditengah- tengah masyarakat.

(]

} Tatacara penulisan Materi yang diatur adalah ;

a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setalah Bab Ketentusn Umai

atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompckan daiam bab,

b} Dihindan _ sdanya Bab tﬂgp_@gng Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan
dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hent c.kﬂ}rd ditempatian  dalam
kalompok materi yang dialur Zengan judul yvang sesua donqan maler
tersebut.
ketentuan Lain-lain hanya dicgnium=an untuk ketenwan yang ain dan maies
yang diatur, namun mempuryal kaitan dan perlu diatur, F’cr‘.cw'u;':ﬁ‘. Bab
Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal tarakhir seasiom Bao
Fetentuan Fidana,

wetantuan Penyidikan.

Ketentuan Penyidikan adalah merupakan pegnegasan atau penuriukan Pezbal
Penyidiik atas pelangoaran lerhadap Feraturan Daesrah.

IKateniuan penyidikan ditempatkan selalah ketentuan pidana

Catatan
Ada alau tidak ada Ketentuan Penyidikan tergantung ada dan tidol. adeany
“elentuan Pidana,

Kalau Ketenluan Pidana ada, maka Ketentuan Penyidikan ada dan Jika |alentuas
Pidana tidak ada, maka Ketentuan Penyidikan tidak ada.

Contoh
BAB ...
KETENTUAN PENYIDHAN

Pasal ...

(1, Penyidikan alas pelanggaran scbagaimana dimaksu '1 dalam Pasai..., (Pasal
e

ketentuan pidana)..., dilakukan oleh Pejabal Penyidik Pagawai Neqan Sind
sesuai dengan wilayah hukum yang citentukan,

2 wvewanann Penvidilh sebagaimana dimaksud dabam avab S0 aclalaty

{7
—

"

~

ketsnivan Pidana.
telenluan Pidana LIdEI-{ I-I"Liftn:al‘ narus ade dal 1Tl SUSEtY Peraturan Uaerah.- Aca alay

leak ada Ketentdan Pidana terjunﬂ, ng pada Kai d_at__lﬁ_a]_dar dalam Peraturar
Dazrahyang bersangkutan. T e i I S
Ketentuan Pidana berkaitan dengan adanya kaidan larangan atau perintian yang
dimuat Undang-undang atau k&br"-mh Pemearintah Daersh berdasaian Undandg
undang harus divertahankan secara pidana

Cisamping ketentuan pidana l:iaput jupa dlrL..':"m:s!-aar 1 Sanks rd ministralit, misalnye
pencabutanizin atau upaya paxsa,
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Czlam merumuskan Ketentuan Pidana, yang harus parlu diperhalikan adslan

2y Rumusan pidana harus becrpegang pada ketentuan poraturan  perundano-
undarigan yang lebih tinggl atau azas-azas umum hukum pidana Buku i, yvang
menyatakan bahwa ketentuar dalam Buku | berlaku juga bagi perbuatan yans
dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuail oleh Unoang-
undang ditentukan lain.

) Dalam merumuskan ancaman pidana harus memenuhi unsur-unsur
1) Penyebutan subyek pidana yaitu setiap orang atau badan bk,
#) Penyebutan sifat perbuatan apakah sengaja atau kelzlalen, dirumuskzn
sebagai berikut :
- Setiap orang yang dengan sengaja ... lienne
- Setiap orang yang karena kelalaiannya ..o

{ad

Panyebutan jenis perbuatan pidana, apakah kejahatan atau polenggaran

Penyebutan jenis perbualan pidana dipisahkan dalam :nfm_ atau Pl

tersendir.

Contoh :

- Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksad dalany Casal, . des
seterusnya adalah kejahatan .............

3 |' kY

|Ferbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimakswd calam ayat () adalah
melanggaran,

Penyebutan jenis pidana ini bartalian dengan sistem nuicum pidana Indoncs o
vang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Apabila KUH Pidana yano oaru tidak membedakan lagi antara kejahalon don
nelanggaran, maka penyebutan pidana tidak digerlukan |agi

4) Penyebutan ancaman lamanya pidana kurungan atau besarmya danda yani

disebulkan adalan ancaman maksimum. Untuk pidana badan disebutcan
paling lama, sedangkan uniuk pidana denda disebutikan paling banyale

Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendin, yaitu BAE KETENTLIA!
PIDANA yang letaknya sesuai dengan materi yang diatur ol
KETENTUAN PERALIHAM.

Jika kelentuan peralihan ticak ada maka  lelsknyga sebefuimn B
KETENTUAN PENUTUR,

L sebhetiisn

Conioh:
BAR .
KE -IF'\I'IUFN r':'Il:‘.' AN
Pasal...
(1) Setiap orang yang dangan sengaja melangyar ketenlugrn dalium I’::l,L
Pasal ..... dan Pasal ........., dipidana dengan pidans kurungan peling

lama., . ... atay denda paling banvak Bp. ool
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(2) Setiap grang atau badan hukum yang karena lelalaizniya rT'.GI.'-J:']I']"'-'-:f
| g ¥ ;
ketentuan dalam Pasal ..., Pasal ... .dan Pasal | diziduna der
pidana kurungan paling lama ........... atau denda paling banyak ..., .
e i b e s g

{3) Tingak pidana sebagaimana dimaksud dalam avat {7) dun (2) adalas
pelanggaran.

g, Ieteniuan Peralihan.
Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan anltara asns mangons
am bat kehadiran peraluran b ru dengan hc’tda‘an ..rE"]EJJrT] pf,r'., Iran |"'1I"I il

ama besana akibat- akﬂ:ramya mﬁmad: t[g.'ak t'i.-rlc..kl.] Kalau azas ri dltLI‘ i

tanpa memﬁerhrtungkan keadaan vang sudah berlaku maka d.::p at timbul IﬂL?'ﬂJ" Lz
bikum, ketidak pastlan hukum atc.u Heasewﬂf‘lhng wenangan hukum. -

Yntuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terh': FJ[‘ Leratil

pelaksanaan peraturan lama, diadakanlah ketenluan alau aluran pers I A O
demikian, Ketentuan F’erallhan berfungsi
1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan nubium  wiau cshoednoy

produk hukum tingkat Daerah (Rechisvacuum).

21 Menjamin kepastian hukum (Rechlszekered),

1) Perlindungan hukum (Rechisbescherming), bagl raikkyat atau kelompp ol el
atauv crang tertentu.
Jaﬁl pada dasamya Ketentuar Peralinan merupakan "panyimpan e teilsida.

aturan baru itu sendiri.
uaty penyimpangan yang lidak dapat dihindarl (Necessary vy dadam rangi

'nenc.ﬂpa: atau mempertahankan tujuan  hukum  socara keseluruhion
‘ketertiban, keamanan dan keadilan). -
Penyimpangan ini bersifat sementara, karena ilu dalam rumusan Kelerluan
Feralihan harus dimuat keadasan atau syarat-syarat yang akan mengskhin nase
peralihan tersebut. Keadaan atau syaral tersebut dapat berupa pembuaizp
pneraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atzuy
penentuan jangka waktu tertentu atau mengakul secory penuh kzadoan vang
'lama meniadi keadaan baru.

Kelantuan Penuiup :
“otantuan Penutup merupakan bagian terakhic Batang Tuboh suatu zredals biukaon
yanyg biasanya berist ketentuan ketantuan sebagai borikut

'y Penunjukan  organ  atau  alat  perlengkapan  yang clinuserlexan  dalen
melakeanakan produk-proauk hukum yang termasuk jenis peraturan parundzng-
undangan, yaitu berupa .

z) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (elkserdlif), yailt mensr s
pejabat lerlentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan ha-is
tertentu,

o) Pelaksanaan sesuatu yang sersifat mengatur (legislatif) yaitu pen
kewenangar untuk I'I"Il'-".‘.HLJL.m.[ peraluran pelaksanazn Lagl prog
hukum yang bersangkutan pejabal alaw badan tertentu

ialegasiar

77 Mama singkatan (citeer titel}
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Kelenlwan tentang saal mulzi beriakunya produlksprodulk

Lersangkutan.

Ketentuan berlakunya suatu produk-proguk fukum dasat

sabagai borikut
a) Penetapan muiai berlakunya produle-produi hukam
tarientu,

L) Seat mulai berlakunya produk-nredui hukum tidak dapat hay

seluruhnya. Untuk beberapa bagian dapat berbeds

Ketenlugn tentang pengaruh produk-preaiz hukum vaig e

produk hukum yang lain

fang Tubuh Kepulusan Kepala Daerah

Yang bersifat Mengatur (Regealing)

(BT
i

1} Batang Tubuh Kepulusan Kepala Daeraly memucl

akan dirumuskan dal: im pesal-casal,

2) Pengelompekkan dalam belang tubuls lerdin alas
a) Ketentuan Umum:

) Mater yang diatur:

¢) Ketentuan Peralihan (kalau ada):

Cantoh :

Ketentuan pidana dengzn ketentuan penvidikari
= _I o
{eputusan Kepala Daerah
3; Materi mualan Keputusan Kepala Daerah Eis:

dari Peraturan Daerzh atau delegasi dari pl:.LlLu
yang febih tinggi.

Kepala Daerah, sama halriya dengan iata cara porur
matar muatan F’eratur._.n Daerah

5) Kerangka Keputusan Kepala Daeral yang
sebagaimana tercantuny dalam Lampirar

Yang bersifat Penetapan (Oesehiidiang).

| Batang lubuh  Keputusan  <epaln [k SRR TH
,'.:'."."-.‘.::' i B B e PR T PR T R AT ]

L R T R LR

PERT AN

KEDLA R

aErndsng-

4} Tate cara perumusan dan penulisan maleri muzatan bat i

Hedid
Fieputusan in

Skc)

1‘:3:! i

3 Tl

sual

A5 san

| P B

idap groch

RS

b L

et

[z Eelly
et o
(1 b et

Ftamuly

ZEnu
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L o)

3. Diktum terakhir menyalskan Keputusan dinyatakan izlah bicdshuy pade

tanggal diletagkan.

Catalan

Ketentuan Umum dan Kelentuan Pearalihan lidaxg perlu ada dalam Batar
Tubuh, xarena Keputusan Kepala Daerah yang bersifal Penaiapan adal;.h

Aonkrit, indiviaual dan linal, misalnya Kepulusan Pengangkatan Pae
dalam Jabatan,

g |II|

4 Keranghka Keputusan Kepala Dacrah vang bersifal paneianan (Sesohikh

1ang Tubun Instrukesi Kepala Raerah

Batang Tubuh Instruksi Kepala Daeran memuat semua maleri yang
r'i rumuskan dalam Diktum-dikium,
‘angelompokan dalam batang tubuh yatu eater yang ditelapkan,

Maleri muatan batang lubuh Instruksi Kepala Daerah selurunnyi ba

cerintah,
Kerangka Insirukst kepala Dacieh sebagaimana tarcantum dalam Lamo)
feputusan i.“:..

ol Batang Tubuh produs-oro i Bk
dalang Tubuh Peraturan Daerah Prooinsi, Kabugaten atau Kota ¢

o
_p'

EA
KETEMNTLARN LIRaLR
Fasal
Calam Feraturan Raeran ni yano dimaksud dengan
1, Baerah adalah ......coooimreommnrns
Kepala Daerah adalan ... ..

PEtBbat adalB . s ss s s s e |

st

o r_".

BAR
SUBJEK DAN DBJEK RETRIBUS

=Sl =

I wat
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TR e

B Pt T

b
2

i
(2)
Ggtang Tubuh Keputusan

mengatur {regeling) adalah

BAB Il
(Judul BAB)

BAB ... Al

KETENTUAN PENYDHCAN

Faszal

BaB ... I g
FETENTUAN FIEANS

BABE .,

KETENTUAN PERALIFAN

[Bmyemen ]
|

Tdoda

[}r'ﬁ*.l:.- "
TUAN PENUTUF

KETEN

Gubernur, Bupati alau

Fasal ol
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0. Penutup,

Cenuiup suatu produk-produk hukum memuat hal-hal sebagai berikul

1

Jao  Kata "EFr‘r“lL‘;fa...hﬁn hanya dipakai pada Peraturan Daeran, karc

Pearintah pengundangan Peraturan Daerah atau Kenu usan Kepals Uasrah,
Fupat atau Walilkota dan penempatannya dalam Lembaran Daeraly

umusan perintah pengundangan, berbunyi sebagal barikut ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundiangan (nams
jenis Peraturan Daerah atau l(l’-|"L[LL_u"' Gubernur, Bupatl atau Walikala) ..
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ... ... {nara Dagaray
yang bersangkutan),

Fenandaianganan pengesahan atau penelapan Perau;‘e': LDaarah dan atal

keputusan Gubernur, Bupati atau Waliketa memua

a Rumusan tempat dan tanggal pengesahan a.u penetapan diliztalkkan
disebelah kanan.

. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada sihic kate cibisr
landa koma {,}

¢ Nama lengkap pejebat vang menandalangani, dilulis bl kapligl lanp:
ne'ar .;-';-1 pﬁnq'-q'r']:

Fengesehan atau penetapan Pzraluran Daerah alau seputisan lanys

ﬂlluﬂ[.?ﬁ t:—,n{;: ni cleh Gubernur, Eupati atay Walikola

rle: dalan

pembanasannya melicatkan  rakyat melalui DPRD sehinac

-.._|__|-.'| Heraturan

BIE

Daerah telah disetujui cleh DPRD, Cubernur, Bupati atzu wWalikeols
sebagal Kepala Daereh hanva mengesahkan sajz, kolertuan ini |
nalnya dangan pr-u; anan Undang-undang.

L Kata "penels apan” hanya dipakai pada jenis Kepulusa:
Gubernur, BUpa! ateu Walkota sehanal Kepala ERsall -
repala Dasrah.

Canloh
1) Pengesahan
Citeiapkan d Ci"':r‘;:"l-;_]
FJ dL. tr.rk] 13'
BURATI BOGOR
(5 Eedl
EDDIEY O30 MART ALIPLT
2) Penetapan
r"iiC'l:‘i["Ii'lr‘ ]| :Cé"

padatanggsl ...

WALIKOTA BOGOE,

i

H. EDDY GUNADRI
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A

<, PEHQL.!".:'H'“.QHH Feraluran Dacran alauw Kepitusan Gulemur, B Ipan - atan
Wallkota memual -
a, Rumusan ten pat  langgsl g rengundangan  diletakkan sehbalaty |
(di l:m-"h pafandatanganan pengesanan atau nenotapa il
Nama jabalan dilulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diber 1anda
o [
ca koma [,).
Namz ienakap nejanat yana menandatanoani divulis ganaan huref apial,

r

]

Contoh

Diundangkan di Sogo
Fedatanggal ... 5.

BEKRETARIS KOTA BOEOR.

o

Nama Terang

2. Pada akhir Bagian Penulup dicantu Hisan  embaras
Lersangkutan yang memuat tahun dan nomar sorla

kapital.

GGontoh !

LEMBARAN DAERAH KABLIPAT ENBOGOR TAHUN MOMOR

5. Penulisan lehun dan nomor dalam Lembarar DEeral, mary e by
bahwa Peraturan Daergh atay maeputusan Gubernur, Bupali
teigh diundangkan

F, ."e..d-u.Lr Laeran atay i-{epl_l!:.,h. -"‘-J'_'.-*r-‘l..J.", Bupzl atsu Walikola  yvane

izahkan atay clite! dpian tanpa diundangkan LLI am e embarasn L.
.]:‘.'."I_L.Jqu“_-fr_. Claya |L|.'\!J ikal atau tidak CINEMPURYET Aelustan nubum,

Poenjelasan,

Audkalanya  suatu |'3‘1.”-J*L'|';|r produi hukum  memeruios RPenleaiarn, byl
Esan umum maupun prﬂ-v.r san pesal demi pasal,

s Hukum Daerah ya 19 mennerukan penalasan pads wmumee
prosui hukum Caerah Wano LJ!.[JI[-:_". mengatur, bailk F'!,'..“..r;-;:: Lias
{eputusan Kepala Daerah

Pace Bagian Penjelasan Umum LiEsanys Ciinuat salivh
beskana pe'“ﬂftjitar" produk hukum yvang Lersangkutan. Pada
"-';;?2_- el ; M:.I :'.'|ic:1aia'ar‘ 'Tl-‘ leri dari nerma-norma YA

Hal-nel yang perlu diparhatikan datan paEnjelzsan adalaH
A ."ﬁmbl_‘.,{ Produi-produlk  hukun  di Dasran  difingar
'1'”.;;'7|a,."|‘af‘i pada penjelasan, telap harus barusang 1 nengEl pre
ang dapat meniadakan keragu-r aguan
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aswah penjelasan disusun {dibual) bersama-sama dengan rancargan groauk
hukum yang bersangkutan,

Fenjelasan berfungsi sebagai lafsiran atau maleri lertentu.

Fenjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar nukum unlule membuat produk
nukum lebin Iamjui Oleh karena itu jangan membuat norma dalam panialasan.
Judul penjelasan | sama dengan  judu!  produk-sroduk .n_|!<u||. WAL
sersangkutan,

ontoh |
FEMNIELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POCOR
NOMOR ... TAHUN .

—4
ITJ

NTANG

FAJAK REKLAME

enjelasan lerdiri dari alas penjelasan umum dan  penjelasan  pass
rembagiannyva diringi dengan angka Romawi.

Pern J:-Id'-" noumum memual uraian sistimatis 3
cemikiran, maksud dan 'L'j' Iart penyusunan produk I:: L sa
atau asas yang dibuat dalam produlk bk,

Bagian-bagian dari penjetasan umum dagat diber nemo: conoan anoka Arod
Jika hal itu lebin memberikan b ejelasan,

-

sontoh

PENJELASSN UMUK

Dasar pemikiran,

ZRSE

Twiak boleh bartentangan dengan aga yanag dialur dalam mater produk-nroda:
Pk

Nidak boleh memperluas atoiw menambah nonna yang susah ada dalan
hatang tubuly produk hukum,

Tidak beleh sekedar pengulangan semata-mata dar) malar produk hukum.
Tidak boleh memuat islilah =zlau pengeriian yang sudah dimust dala
setentuan umum,

Heberdpa pasa
keterangan‘cukup jelas

idak memerlukan penjelasan, disatixan) dan dibar

gy | b a
Lontch

cHiup jelas,

sampai dengan Pasal 10 cukup jelas.

i Er
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. [}
14. Pada skhir naskah penjelasan dimuat keterangan lentang }"L'r‘.rl'r |::J'a|'. r'1'—"'- i
Tambahan Lembaran Daerah yang ditulis dengan hurul kapglal d:
nomer urul penempatan lanpa tahun pengeluaran yang d.tu.ls G ‘| B0k

He Lt

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAM KARUPATEN BOGOR NOMOR ...,

FERUBAHAN PRODUK-PCCUK HUKUN DAERAH,

Ferdoahan suatu Produx Hukum [:l-_-'mz-ra'"- mel r-l i
+. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menysmpurnakan gl
menghapus kelentuan yang 5;:-:;';1.* edj, tm:la yang berpentuk Balb,
Paragraf, Pasal, ayal maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca
lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan kelentuan 'ain, baik yan
-_ag jan, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, argka, | urh.;, bt
ain-lainnya.

Jagiar,

Lalam mengadakan perubahan tethadap sualy proculs hukurn Baeran, Dol bail g

horus diperhs mlmn auzlan ﬁtmqm SEr

4. Perubahan suatu produk hukum Daerah dilaku
membentuknya, berdasarkan prosedur 5,-'-_1;'5
Parafturan [,n’-’ ah.

b Parubanan suaty produk bukum Dasrah diharapkan dilakulkea
langa mengubah sistematika peraturan perundang-undangan yang didai

¢ Dalam suatu pe raturan perubahan, hendaknya dalam parumussa penamand

isebut peraturan perundang-undangan mana yang I'. Bal dar porubahanys

diadakarn itu adalah perubahan yeng keberapa kall r|

Contoh percbahan yang pertama kall @

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
OO R abREIN L e

FENTAMEC
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAM IKCABUPATIN LR
NOMOR .. TAHUN .. TENTANG PAJAK PEMBANGUT ' |

Contoh perubanan selanjuinys |

SERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGL
[l".Jl'n.' ]l:'l : -l-'l'-ll'-_l

TENTANG

EFRATURAN DAEHA -I 'r"u'"- BLFEATEN BLEGIRR
CTERTANG PA. |M'/ F N LN AN

PERUBAHAN KEDUA ATAS |
NOMOR ... TAHUN
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Salam konsiderans Menimbang suatu produk hukum Daarah yang diukzh, hs
dikemukakan alasap-alasan atau perlimbangan-partimbancan lainnya menoaps
peraturan yang lama perlu diadakan paruzanan.
= Batang tubuh suatu produk hukum Daerah yang diubah, hanya terdin! atas dua
19al yang ditulls dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal lersebul dimus
stantuan sebaga berikut :

| Pasal | memual segala sesuatu perubahan, dengan diawall penyeoutsr

preduk hukum daerah yang ciubah, dan urutan pmm“
tersebut hendaknya ditandail dengan hurul besar £,13,0 can saterus
24y Pasal || memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya .,er=!lL..:.:': Lerulahe

tersabut

ey

'.-.L-_. Jeat

bila suaty produk hukum Daerah sudah mengalami perubahan barianghal
szbaiknya preduk hukum Daersh tersebul cicabut dan r.1i'j,r-1.|'.li dencen produs
hukum Daerah yang.bagu. Ta : :

g Apabila pﬂmbuat prod Lk hukum Laerah berniat mengubah suatu [ rooil QUKL
1 ragrah secara besar-besaran, demi kegentingan pﬂr‘r*c kai produk hukd :

tersebut, lebih baik epabila cien t'Jdeu hukum Daerah yang barw,

Cara-cara merumuskan FJB[L.rhc..r'l oroduk  hukum “Dacral 'cI:"l am Passi
undang-undang perubahan tersebut antara lain sebagal beriku

11 Apabila suatu BAB, Bagian, .“.15LI atau ayal akan dihapushan, angka sz
nomor pasal ity hendaknya lalap dituliskan, tetap! tanpa isi, hanya dituliska
dihapuskan.

Conich .
BAB V Fasal 15 dihapuskan
2) Apabila diantara dua pasal akan disi ipkan sugly pasal paru yang tdak
merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telan dinasuskain Ly,
maxa pasal baru itu tidak capsat ditempatkan pada iempal pesal
dinapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu diiampalian clantarg Ledus
sasal terseout dan diber nomor sesudl cengan pasal yang tercabul o
ditarmnbahkan dengan nuruf A {besar),

L
1Cd

YA

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 16 akan gislsipleny prasal birg, el
passal baru itu dituliskar ydengan Pasal 14 4

2 Apabila digntara dua ayat axkan o fisisiplan ayal baru, maka uyal bary lersebl
Li:t:mph wan diantara kedua ayat yang adg, d an diber] nomor sgsuE dendan
ayal yang lercahulu dengan menambahkan huruf a,

Contoh @

Anabila diantara ayal (1) u'::n ayal (2) aran disis |‘|“-'-|'1 suatu ayal hard, maky
dilatakkan diantara d_fu. {1} dan ayat (2} dan dituliskan ayal (1a)

41 Apabila suatu perubanan i mengenal suatll peristilahan yang
suzty kesatuan makna, maka perubahannya harasiah diusanas
menimbulkan suaty pengattian bar..
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zontoh !

Jika istilah “urusan perdagangan dalam neger " akan ditthah meniadi
"uiusan perdagangan luar negeri’, maxa |t|n;anlsl'* Panya menguban
perkataan “dalam” menjadi 'luar’, letap! seyogianya perubahan terschul
dilakukan sebagai berikul "urusan perdagangan dalam negan” 4 panll de :
“urusan perdagangan luar neaer’,

Y, FENCABUTAN PRODUK-PRODUIK HUKUN DAERAH.

4. Pencsbutan dengan penggantizn.
Sualu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila sualu produlc hu
I_‘wﬁrah yang ada n:i';uzur]tiiq'a'1 daengan suatu produl hukum Deera’ -J'.. 0 bart
Sentuk luar (kenvorm) dari produk hukum D-_IL' ‘sh yang bare ind gama sepert
lazimnya pada produk hukum Daerah lainnya, hanya bedznya [r-,,--'.iu'-a Ptk
Dasrah yang baru ini memuat adanya pf_r.LL.IJLJtaW terhadap orodu hukum yang
larna.
Dalam pencabutan dengan panggantian ini, keleniuzn | -w_..,lh-. CTE
dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan), ataupun dietalaadn « | belakan
Lda am ketentuan penulup).

Apabila kelentuan pencabulan lersebut diletakkan df depan (dalam pamiusann)
!<e‘.r:ntuun percabutan ini Rerakibal bahwa  produs hukum  daerah yang
dinyatakan dicabul tersebut akan torcabut beserta akar-charpys caam ar
~roduk  hukum Daersh tersebut tercabul  beserta  ssiuruh poradurar
pelaksananya,

ohn

MENMUTUSKA

Dengan mencabut © PERATURAN DAERAH JAWA BARAT HOMOR
TAEHIN ... TENTANG PAJAK RERLAMIZ

Menetapkan : ”:Rfﬁu-‘{f‘xr‘l DAERAH PROPIMNSI JAWA
NOWMOR .. HEN - TENTADCGE P AR

Akan tetlapgi, apabila ketentuzn [,r:r*n:ﬂlm*]" tersebut dileta
(dalam ketentuan penutup), produk hukum Daerah yang dicalul L
tercabul, letapi tidak beserla akar-akamys, daton arth pro busbsurm Daerah
tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksananya masi
beriaku #

dinyataldr

Contoh::
KETENTUAN PENUTUFP

2 E‘:".il

Dengan berlakunya Peraturan Cagrah in I”|-\ Peraturan Dieraly Momor
Tahun ... tentang ... di n,u takan tidak beriaku {(dicabut).
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Poncabutan tahpa penggantian

1) Dalam pencabutan sualy produk hukum Daesrah vang diiakukan fanps
penggantian,  bentui  luar  (kenvorm) produk hukum Caeran tr‘,udbh..
mempunyal kesamaan dengan perubahan produk hukum Daerah, yaily
bahwa batang tubuh produk hukum Daerah, yailu pahwa batang tubuh
produk hukum Daersh tersebut akan terdini atas dua pasal yang Jdiben argea
Fomawi dimana masing-masing pasal tarsebut berisi ;
- Pasal1 : berisi tenlang kelentuan pencabutan produl hu.hl.lm Czerah.
- Pasal2 : Dberisi {fentang ketentuan mulai barlakunya procuk hukum

Daerah tersebut

2) Seperti dalam perdbnahan sualu produk hulkum Dasrah, pencaosutan suatu
produk hukum Daerah juga dilakukan oleh pp abal yang benwenano
mambeniuknya berdasarkan pr:u-'rﬂ:u yvang berizaku, dan dengan sualu
croduk hukum Daerah yang sejenis.

RAGAM BAHASA

wam Bahasa yvang dapat  dipakal  dalam  menyusun grodubk-produl Flukum 2

‘eeran adalah ;

asa Perundang-undangan.

. Ragam bahasa perundang-undangan lermasuk Bahbasa Indoses
tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang menyanckut permbent.
kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Rags
perundang-undangan mompunyai coralk dan gava vang khe
kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan kesarn
Jika merumuskan kelentuan peraluran perundang-uncangan, n
zalimat vang lugas dalam adti kalimalnya tegas, elas dan mugs
sengertianiya, tidak berbelit-oelil dan obyeklif, Kalinat
tdak menimbulkan salah lalsiran alau ["""'r":l"['l;|i’. N pergearian
e lap pembaca. Hindari pemn I<:| an istilah yang pengertiannya
¢abur dalam L.bLJ"In_j':I"" o !||| at kurang izlas, Ish.;.‘.t‘ ; 3
sesuai dengan pengaitian yvang biasa digakai dalam bahas

Upaya pemberian arti kepada isiilah yang menyimpang dan arll yang Dias:
dipakai pada umumnya

Contol ;
Ferlanian meliputi pula pelernakan dan perkanan

| ;.I_Ii.ari Ir:g:,makaiai'l
a. beberapa istilah yang berbeda uniuk pengerlian yang sama

o

':.:C'fﬂl-.
Istitah gaji, upah, pendapatan digunakan unluk pengerlan cenghasila

b. satuistilah untuk beberapa pengerlian yang berbeda.

Istitah pend Ulfafi an diarlisan _|| 1 PENSRANEN atau oanicalrimrS
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Uniuk mendapatkan kepastizn hukum, istileh dan art calam paraturan
celaksanaan harus disesuaikan dergan istilah dan arti yang dipekai calan

ceraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Contoh

Fengertian Pgjak Daerzh haris disesuaikan dengan istilah Fajal Dasrgl
dalam lUndang-undang Nomor 24 Tahun 2000.

Apabila istilan tertentu dipakai berulang-ulany, melie uulk
menyederhanakan susunan paraturan p:::'un:ar‘.m-ur‘|dar!ga:1 dapat dibua
definisi yang dilempatkan dalam Bab (tenlang) Ketentuan Umum

Contoh !

FPajak Daerah, yang selanuinya  disebul pajak adalah luran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daeran lanpa el
angsung yang seimbang, yang dacal dipaksakan berdasarkan peraturm
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan  urtdl membiaya
penysienggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunzn Dasran

Jika islilah tertenty dipakai berulang-ulang, maga untdl menyedochanaker)
susunan  suku mt_a datam j'-[--['-||l_'i:i" parundeno-undanos Aaral
menggunakan singkatan atau skror

Coatoh ;
= JAnggaran Pendapatan dan Eelana "I;'- rah .'|'|F*“|j"1 I APERD

% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPREDEA

Singkatan nama atau badan atad lembaga yang Belum begite dikes
dan bila tidak dimual dalam Ketenluan Umum, makes
lengkapnya, singkatannya dibual diantara tanda kurung.

bl JI|""'||.

» Badan Kobrdinasi Survei dan Pemetaan Nusional (Bakosuitanzl).
= Kredit Lisaha Tani (iKLT).

|-'.=r“|ju"lf.a.'“ sedapal mungsin  mangg Bahas
I|'.;i0r'|"'5i:| Yemakaian (adopsi) istilall asing yang b i Sl
N Bjaannya - dengan  kaidah  ba i latel

I.I:'.:-»:Jrlimlj._-l.*.-; karn dan dibenarkan, jikadistilah geing o mcienuiy syl

g, Mempunyai kenolas! yang cocor,

B, Lebih singkal bila dibandingk an dengan padanantya chertant bahass
Indonasia;

¢. Lebin mudah lercapainya Kesapakalan

i Lehih mudan dipanzmi daripada teramanan angsa

Indonesia.

Contoh ;

> apresiasi (memberikan peniiaian alau penghergaan),

* dav a.ua;—.n (penurunan nilai mata uang) .
{ale

2 bl

alat-alat pembayaran lbar negens).

ey
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g Pllihan Kata atau |stilah

1. Pemakaian kata "Paling"”.
Untuk menyatakan pangertan meks mum (relatify douraren bate "Paling”

Contaoh !

-y Diancam dangan pidana kurungan paling lama 6 (anars bulan ata
danda pating banyalc Rp, 5000 000, - (lima juta ruziah).

Hindarl penggunaan kata sexurang-kurangnya dalam meramuss<an nesmas
ketentuan pidana alaw nonma yang menyangkul batasen walktu,

2. Pamakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidax lermasuk dalan golongan diguneisa
‘kecuan’, Kata "kecuall® dilempatkan ai awal kalimal j[ika yano dkesot

Induk kalimat,

Contoh :
Kecualt & dan B, seliap orang wajib membenkan kesaksion didepan sidam
'r-:l.'.-l gndllﬂ-‘l.

% Pemakaian kata "Disamping”.
Untuk menyatakan makna lermasuk, dapat digunaikan kata disamping.

gentoh ;
Disamging menjalani pidana penjara, terpigana juda dikenal denoa

Pemakaian kala "Jika" dan kala ”
Lintuk r.“.:r;d akan makna Lt“ncul..J gian alau kemungkinan digunakan kals
“Jikg" alau frasa dalam ha. Gunakan kata "Jika® Va" I =”1 [ ~'.'.u."| at
keadaan }*E":‘ akan terjadi lebih dari sekali dan selelah analk kalima® diavwa
ata "Maks

viclitel

contoh

Jika perusshaan iu melaenggar kewajiban yang dimaksudian dalam .
[OEKE o ponsspprees

RPamalkaian kata "Apzbila”,
Lhtuk  menyatakan  atad  menunjellkan  ureian

lerjadinya sesualy, sebalknya menggunasan kata "4

Contoh

Sﬁl:—]h satu pihak dalam perjanjian kKerjasama inl dapst  mengauran
pembalalan perjanjian, apabila _pada waktu perjanjian i dbual  terdapal
unsur peksaan, liekhiiafan dan penipuan.

Hn e e il B e
2. Pemakaan kata "dan’, ataw, "can atay

a, Untuk menyalakan sifat yang kamuialil digunakan kala “dar i

A dan B walib memBenkan oo
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L. Untuk manvatakan sifal altarnalif atay eksllusif digunakan kata "atau

Centen :
A atau B wajih membsrizan ..

atall”,

Conloh
A dan atau B dapat mamperclzh

Unluk manyatakan istilah hak digunakan katn "herhak

Cenloh

bm.a?‘-' Pegawai Negeri Si pil berhaK untu mendanatkan oonsun

Unluk mer Uf:hmﬂ kewenanga r‘ d...k nakan kate "dapal’ &tau kata "Loieh’.
Kata “"dapgat” merupakan Kew gan yang melekat pu; SEBEOrar

~  Untals renyalakan sifat allernatil ataupun umulatif gigunakan frasa "can
& <

1L

cgdangkan kata “boleh’ {i-:!aic. I“.‘IZ-|EI<.E.!. gada diri zesegrang.  Untul

manyatakan istilah kewajiban digunakan kala "wab”,

Cintoh

= Me 'Iltll Dalam Negeri dapat_memberian perlimbarngan peng i riann

partemen Dalam MEges

sanksi kepada satiap P '*]S di Jajaran De
= Seliap warga negara wajlb mambayar paiak,

Unluk menyatakan istilah sekedar kandist atau parsyaralan, diguradan gala

harus”;

Contoh

Uimtulke  mendudulki suaty jataten lertentu seseorang Caion Pafabib hard
verlebin dahiuiu mengikull pendidican penjeiangan
IR r1‘|E-r1_,f"|"f'J|'e':'. sualu  kewgjiben  atau  Rongish  yeno Al

digunakan frasa "tidak diwalipkan” atau “ticlale wakin®

Conlon

Warpa negaya yang belum berumur 18 tahun dan Lelum kawin
j|.-.l‘._"_5_'ldl_|_._|\ﬂf1_LII"I'|.lIi\ meng kot pemilinsn .

kil Pengacuan.

Untuk mengacu ayal atau pasz lain, digunakan frasa “sebi e
dimaksud dalam’

Conieih:
sebagalmans ! dimaksud dalam #yal | 13 Fasal T

Jika mengacy ke peraiuran \aip, pengacuan dengan Liskan pa sal aval ¢
,Jd | peraturan perundang-unta higan,

e
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t__Lm mana dimaksud dalam Pasal 28 avat (3) ‘Indang-undang
‘“f‘rmr Tahun 1974 tentang Parkawinan,

Usahakanlah agar setiap Pasal atau kebulatan ketenluan {anpa
Pasal lain, Pengacuan dilakukan dengan mencaniumiean seoar:
materi pokok yang diacu,

zin  penggalian tambang batubara sebagaimana  dimalkswl  dalam
Fasal 18 .0

Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraluran yang tingkatnyz sama

ebih tinggl.

Pengacuan dilakukan deng'r menyebulkan secara tegas nomor dai
alau ayat yang diacu dan hindarkan pe ru]u] naan frasa pasal ya

atau pasal tersebut diatas atau Pasal ir

Conton
Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (3 borlugas

Jika ketentusn dari pengaluran yang diacu memang dapal ceberiakukan
sauruhinya, maka istilah tetap berlaku dapal digunakan.

Peraturan Daszrah tentang Pajak Daesrah yang lelah ada rla* terrail dengzn
FPasal 2 aval (1) dan ayat V_‘u dan ""l'-"f'i'LJ["""' .'Jrl-:fr"Jh tartean:
lelah ada dan lerkait dengan Pasal 18 ayat {(3) masih l"L_, :
diberlgkukannya Peraluran Daerah berdasarkan Undang-unaang ini

I"rrW'ltr an. “letap berlaky” dengan pengertian bariwa ..':i;;_r'.'_'a ot 5 M
aten tu an vang diacu itu sebagian dibarlakukan ataw diterlakuicen Zengan

Jran Dasrah tentang Pejak Daarah selain sebagaimana rfiw';:"
ayal (1) an yu‘rlvr. tﬁl.r p berlaku selama 1 (salu) tahun sejan bBerlakuny
Uit 1g-undang Nomor 5.1 LI"!L:I"' 2000 lentang F'—‘<ﬂiLJ";|i| i Alus Lndang-
undang P.Lmr:rﬂ} Tahun 1297 lentang Pajak Daerah dan Betiibusi Daerah,
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arimbang . a bahwa Keputusan Menter Dalam Negen Namm 54 Tam

=hgingal b Undang -undang  Nomor 22 Tabu

MENTEERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAIRRAH
RETURLIK INDONESTA

KEPUTUSAN MENTERI CtALAM

NEGERI DAMN ST ONOI] DAk Ral
r'\l O M Lt ]

> TAHUN 2001

Fa.‘.l —

TEMNTAMNG

BENTUK PRCDUK-PRODUK HUKUM DAERAI

MENTERI DALAM NEGER| AN OQTONOMI BAERAM,

tentang Benluk Peraturan @ Daerah dan FPeraluran Dasraly
Perubanan tidak sesual g¢engan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerinlahan Dacrab, schingga pedu
ditakulean perubahan,

behwa sehubun : pada huml g parld
menstazkan |<E[J'J‘u<ﬂa"| Menteri Dalam “J,h_u,:. Can Stonom)

dan 3

Daerah tentang Benduk Produl-produs Hukurm Dacran,

o

SEG rilan [—;,.--- srisHethan
Dgmrah (Lembaran Megara Tahun 1299 Nomaor B0, Tambatan
Lembaran "’JI':“._I"' a8 Namaor 35391,

2. Peraturan  Pemerintzh Nemor 28 Tahun 2000  tsmang

Kewanangain F um-_ru tah dan iKewenangat Prooinel (e
NEGETE ) Momor 54, Tambahan Lambarsn
MNomor Jn“":?‘

3. Keputusan Presiden "Momor 44 Tahun 1529 ontann Tekolk

Panyusunan . Peraturan. Perundang-undangan dan Benly J"
Rancangan Undang-uridang, Rancanuan Paraluran Pemerints
dan Rancangan hr'pu iisan Presiden (Lembparan v*q ArE | -'-Z|'.'.i"
199G Nomor 70},

U ==
k]
[
=]
4
]
(1]
]
{
]
o
..'L.
'D-
e
o
_l
LJ
L) ]
T
=1

FAE R TUSEAN

EOCIasKRan '“-I“L'*U"“'J MENTER] DALANM NEGERI DAN OTONONI DAERAE

EMTANG BENTUK PRODUK-PRGOUIK !i et DAERAH.
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Fa

a3

Lir)

Benluk Peraturan Daerah sepagaimana lercantum dalam Leampiran |
Keputusan ini,
Pasal 2

Bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tarcanium dalam
Lampiran || Keputusan ini.

,

FJHL“""
Bemtuk Instruksi Kepawa Dasrah sebagaimapa’ lercaniuny dalam
Lampiran || Keputdasan ini

Pasal 4
Dengan berlakunya Kepuiusan ini, maka Keputusan |‘

Negeri Nomor 84 Tahun 1883 tentang Benluk Peraturan
Peraturan Daaerah Perubahan dinyatakan tidak berlaxu,

[y
i 1

o S R |

Keputusan ini mulal beriaku sejak tanggal ditetap<an,

le._[‘l.d |
pada ’.EI' ETI'E!;-]Z V8- alola 2007

v1lrw_|x| DAl Al NEGER :

OME DAERAH,

TQOEDIRDJA
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| SRTRARO N VER MG &N KR E R B elE st

&7 xf i '|f_,'|\l'~_,'i-.-' N
MO
! H_[\q[‘ Gl

] r.l"'.E”..I:'“I ':'-_"_I'l

Ll

BENTUR PERATURAN DAERAN
DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

(ERANGKA PERATURAN DAERAH

ERATURAN DAERAH KABUPATEN BQGUR
MNOMOIR L AL

TEMNTANG
RETRIBLS] FARKER
FRGAN RAKFMAT TUHARK YANG RMARS
BlIPATT BOGOH
Wenpnbang 2 Ak

i babiwa.. R e N "
o hEhwa .

EIngE 1. Undang-unclang Nomor . Fatan L
{Lembaran Nsgara 1* AR G & |
Lambaran Megara No i
Behge lujuan
DEWAN PERWAKILAN HAK IAERAMH KAGLPATEN BOCI

ISP St

Wl FERATURAR: BAERAF KABURATELN HOGHS
RETRIBLST PARKIR

Bt |
Ei TEMNTLRARN UL

FPasaln

Felerre Parsburan Dacrals inl dang dimaksis dencan
g R 1 i L E b

i "'I‘]L11.|| Lo ok
3 ':.-'h-*N."l».-‘l-' Daeranadalah o«

Kepala Daegrah adalaby ... Ty
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BAB
GBEYEK DAN SUBYEK RETRIBUS

Pasgl 2

Fasal 3

EAE 1

Hasal B

BB
KE TEMTARE P ESE RS ]

EF s )
G sl e

LA
KETENTUAN PIDALA

e P
£

KETENTUAR FER T
Fasa
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Feraturan Daecah ini mulal berigku pada langgal giundanaka:

sElian

(A

ng dapal mengelahuinya

Lt BRI

luntdangkan di Cibinong

ada tangge

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

LMamE jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUFATEN BOGOR

AL

lgngan penempatannya datam Lembaran Dazral Kabup.
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PEMNJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEL

NOMOR ... TAHLIN
TENTARG

RETRIBUST PARKHR

PENJELASAN UMUM

PENJELASAN PASAL DEMI PAGAL

sal |
Ukt eld
P
Aoat (1)
Yang dimaksud dengan . =; adalah
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II';. KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOT
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

—_—— .

; FERUBAHAN KEDUA ATAS FE:'\‘J-'&.I_._JR.-'**.H atERAH
| }/WGL”ATJ‘N“{"" T NORMOR o TAHLN
I e Ny

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIMALIKOTA oo

enimbang 'u;]"*w.-:l A AT

L= E-—-ln d BE s ey

¥ [_

SRR

Dengan persetuluan
-‘.-Il— .vquf.-'"-.p'i l‘jlzl-alﬂ'-'l-'n‘tl'(\l....-ﬁ"IJ [ "-.n\r '\I I.—' H, :..-'ﬁ
|<:":'\_;U|3Jﬁ';-”:_r |'\\..z:r' R e

MERMUTUSKAN

et arn -*I' HATURAN DAERAH TENTANG I': B -:'J.'-'t.. FER T Gl L L

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENACITA
MM AN O TENTANGS

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Momor . Tam
wentang ... (Lembaran Daerah Tamin .. HNose
Tambahan Lembaran Nagara Nomo chulme
PERTAMA kali dengan Peraturan Daoran abunatznicols
Nomor ... Tahun ... tentang ......... {Lembaran Daers

Nomor ..., Tambahan Lembaran Neosra Namor .. )
divtzah lagi sebagar berikul :

A, Pasal 5 dihapus.
. Ayat (3] Pasal ¥ dihapus

Pl

Pasal B berbunyi sebagai

(e T
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D, Fada Fasal 10 gitambah ayat (5], yang berbunyl

(5}
W e

E. Diantara FPasal 14 dan FPasal 15, disisicken 1 [satu) oassl
"Pasal 14A" baru yang berbunyi sabagal Derikut

“‘Pasal 14 A

ok

Dalam Pasal 18, perkataan "............" dibaca B
Dalam ayal {2) dari Pasal 20, dianizgrz perkataan

S gislsipkan perkatasn
i

H. Dalam ayal (2
dinanuslkan

Feraturan Dasrah ini mulal berlaku pada langgz d undangkan,

fSgar seliap orarg dapatl mengetahuinya,
pengundangan Feraturan Rasrab ini dengan per
daiam Lembaran Dagrah Kabupaten/®ota ...

Citetapkandi:...o.

pada tanggal

BURPATIANALIKOTA

{Nama jelas)

.i_|' :-"-".-r-'E r“' |I(~ I:_:I ] ,'ﬂ\

AR s
(R = e e

“ARARAN DAERAH KABUPATENMGQTA .. TAHUN L. NOMOR
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PENJELASAN
ATAS

FERATLURAN DAERAH KABURPATENMAOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAMAN KERUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA . ..... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ..

FENJELASAN UMUM

FERJELASAN FASAL DENI BASAL
et
=

A, Yang dimaksud dengan
8. Cukup jelas

g P ey |
“gladl |

el
LR e RS

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENCOTA . ORI
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LAMPIRAN (L KEPUTUSAN MENTERL DAL AM NEGET!

OAN OTONOMEDARE A
NOMOT 22 TAHUN 2007
TAMGGAL 18 JULT 2007

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

KERANGKA KEPUTUSAN GUBERNUR

Yang bersilal pengaturan

|<E|-_-‘|___,|-| L _‘:""r" '-:!IJILE. r\rwl_,h 1ois
NICHVICHR, TS “_-f\..

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH THN 4G
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN EERIIOTOR

=LIBE r_xf\d

Menimbano a. bahwa :
L. bakwa
n ':i:.'*f'll'];f":lr.'-:l 1 f

FMENMUTUE AN

Menetapkan © KEPUTUSAN  GUBERNUR TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAI TENTANG oA
EAHAN BAKAN KENDARAAN BE FJM_- E Cif

D."‘L'. :'i |
KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Calam Keputusan inl yang dimaksud dengan -
1. D'T'-ﬂ_lh,_,_.-_|i3||........,..

2. Pemerintah Daerah ada’

1 I‘IL'-'F‘.I ala Daerah adalab ...
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Basal e

]

312

gAB .

KETENTUAN PENUTUR

Keoulusan inomulal berlaku pads tane

wgar sefisp orang dapat

raputdsan inl dengan penempalaniya delam Lemtaran Dacral Prao

Chundangkan di

vada langaal
| C143

SEKRETARIS DAERAH PROFPINS|

(MNama eias)

LEMBARAN DAERAH PROPINGI

Fasal ...

LAY,

Buatapkan o

sadsa langaal

G

| Mame

PRI ...

=l

Sl

e
jolEE)

i

k
ApEeS
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Yang bersifat panetapan

KEPUTUSAN GUBERNUR ...
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

i

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISAS] PRODIJK HLI
LB ERNUR G
MerimEanyg: = BDEIR i

Bar DEEVIE e

Mengingal

MIZNUTUSKAN ;
Meanelapkan ;
FERTAMA
KEDUA

KETIGA o fon

e E N T e L s e | e R S e i
CEEMPA . Keputusan ini mulei berlaku pada tanggal ditetzasc

Riatapkan o

padatanggal

EBUEERMNERE
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RERANGKA KEPUTUSAN BUPATIAWALIKOTA

A

Yang bersifat pengaturan

KEPUTUESAN BUPATIANVALIKOTS |

HOMOR ... TAHUN ..
TENTANG

PAJAK REKLANME

Fle o)
BUPATIANALIKOTA.,

Menimbang 32 16157 NI,
pabywa .

L far L S

O oo

Mengingat

(}.:'!\_}—"-

MERTUS IR -

Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATIANAL mOTA

REKLAME
BAH |
KETENTUAN Uhaum
Hasal 1

Dalam Kepdlusan inl yang dimaksud cengan ;
2. Daerah adalah ...........

3. Pemerinlah Daerah adalah

4. Kepala Daerah adalah ...
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[Fasal

Fasal

il

lsepuiusan Inl mulal berlaku pada tanggal diundanck:
Agar sellap engelanuinys.  mesmerinl:
eputusan

n dengan pengmpatannya dalam Lembaran [3
o
R L

orang dapat

Citetaplkarny di
pada tanggel

BUPATIANVALIKODTA

Liundang«<zn o
cada tangoal ...

SERKRETARIS DAERAH KABUPATENIKOTA

e |elas)

EMBARAN DAERAH KABUPATENKOTA ... TAHUN . NOMOR
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2. Yeang bersiiat penetapan
KEPUTUSAN BUPATIANALIKOTA .o
NOMOFR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISAS! PRODUK HUKUIM DAERAH

BURPATIAMWALIKOTA ...

;
MBPHMBEND: & 8 DR i s 0 s s ER it :
c. Dahwa
Mengingat 4 :
; [:I:&;';;
EAERALITLUS AN
[ieneiaplaan g
FPERTAMA
e s e T ¥
GET s
KEEMPAT Repulusan i 2t berlaku pada tan: Hetzpka
Ditetackan o
pada langgal
BLUPAT LT

1Ty = h A
i h][ AWl
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L]

MERANGRKA N

erimian

Menginoal
Lt

L L

OAN COTO

MNOMI DAERAL
|I S ."-\ 2T

BENTUK INSTRUKS!I KEPALA DAZRAL

[y i s
o 1

i AR e - EPALAAD L R s
Adalk BAHAN BAKAR KEMD AR

WKS1 GUBERNUR

INSTRUKS! GU!

NOMOR .., TAHUN ...

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

N BERMOT

GUE

4 o |
R L O A U
G 1 o e !
25
ENEINSTRIICS [k

(M mmea jelay!
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SERANGKA [NSTRUKS! BUPATIMALIKOTA

INSTRUKS! BiJ.‘-‘HT!f‘v’x"Jal [HOTA,
OR..... TAHUN ...

TENTAMN &
PELAKSANAAN FEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
SUFATIAALIKOT A,
Menimbang : a, bahwa ... .
Mengingat @ 1.

- 1

MENGINSTRUKS [IKAN

“aipada B e

L \.'1I
A BT R

KEERME AT nsirukstinl mulai Safaki oads g

:'.,: | ::r..-\-‘.._i' o '-| |< .‘-l-.-"'

(Nama jzias
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1&g ©ooal banwa dalam rangka lerhib gdiministrasl el

MENTERI DALANM NEGERI DAN OTONOMI L‘u'u Al
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER! DAN OTONOMI DAERAH
MOMOPR. 232 TAHUN 2007
TENTANG =

PROSEDUR PENYUSUMNAN PRUDURK BUKUNM BAERAHT

MENTERI DALAM NEGER] DAN OTONOM! DAERAL

kualitas produk hukum daerah, perly mernberix
mengenai pr "-'z-riur []E-F]'_,"J:-:..'“;:.“ mradale huicnn
lebin terarab
b, abwa sehubungan dengan hal tersebul gada hurel &, peru

menetapkan Kepulusan Menteri Dalam Negerl den Qlonomi
| &

Jnerah tentang Prasedur Penyusunan Produ« Hulkurm Daeran

Lindang-undang Ncomor 22 Tahun 1898 =_:--':|.-:'|-_j. nen araEn
Daeran (Lembaran Negara Tehun 1999 Nomor I'1 nzanan

LemBaran Maegara Momor 3839

2. weputusan Presiden Nomor 188 Fahun 1995 temiars Tata Sas
Mampersiapkan Rancangan Undang-unda

3, Keputusan Hasiden Nomor 44 Tabun 1899 lentirg Takolk

Fenvusunan Peraturan I ‘erundang-undangan  dan Bantuk
lancangan Undang-undang, Rancangan il
Femerintan dan Rz nrdnq o Repulusan Presiden (l.ambaran
Negara Tahun 1889 Nomor 70};

MEMIUITUSKAN

apkan . KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI

DASRAH TENTANG PROSEDUR * PENYUSLNAN PRODUK
HUKUM DAERAH
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BAR
KETENTUAN UNUM

Fasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan |

I. Kepala Daerah adalah Gubarnur alau Bupaliid/alison
2. Daerah adalah Propinsi atau Kabuy dtemh: la
3. Prosedur psnyusunan adalah rangkaian kegiatan ponyusunan

produk hukum daerah sejak dari perencanaan saripai ci-.ang;.r‘l
penetapannya.

4, Unit Kerja adalah Badan, Dinas, Kanlor Sirofagial
lingkungan Sekretariat Dacrah.

5. Produk hukum daerah adalah produk hukum yéng ciletancan
cleh Kepala Daarah.

8AB |
JENIS-JENIS PRODU HUKUR
Pasal 2

Jenis-jenis produk hukum Pusat terdin dari -

a. Peraturan Daerah:
0. Keputusan Kepala Daerzh;
. Instruksi Gubernur/BupatifWalikota,

BAB I
MEIAMNISME PENYLISUNAR
Fasal 3

(1) Pimpinan Unit Kerja dapat mempracarsal rercors
penyusunan produk hukum dasrah

2] Rencana penyusunan produk hukam selzagaimana dimaksu:
pada ayal (1), diajukan oleh Pimpinan Uni e hcpdd.u
wekretaris Daerah untuk dilakukan hanmonisasi imater dan
sinkronisasi pengaturan.

(3} Pengajuan rencana penyusunan produk Hukum sasagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan pohok-pokol
pikiran untuk setiap rancanaan pre :"'.:I< hiskurr,

) Isi pokok-pokok pikiran teridir dari

Meaksud dan tujuan pengaturan:

d,

. Dasar hukuny

o, Materi yang akan diatur; dan

d. Keterkailan dengan peraturan perundang i riman laim
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Paszl 4

Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2}, Sekrotaris Daera’
menugaskan kepada Biro/Bagian Hukum.

Pasal &5

(1) Setelah merdapat persetujuan oleh Selretaris  Daerah
Pimpinan Unit Kearja menyiapkan drafl awal dan melakukan

pembahasan.

Dalam pembahasan draft awal sebagaimena dimaksud pada
ayat (1), melibatkan Biro/Bagian Hukum dan Unil Kzra terkail

—
a3

Pasal 6

Tarpa mengurangl parakarsa Unit Kera ‘-Ll""'““’li"'"'l e glmaksud
dalam Pasal 3, Biro/Bagian Hukum dc ipat malalkukar, senyusunan
produk hukum daerah,

Fasal 7

U|.it reria dapat me r:.‘ﬂ-r=ga5|w‘| kepada Birg/Bagian Hukum
untuk mel ahman penyusunan dan pemoahasan jancangan produh
hu.um daerah,

FPasal g

(1) Penyusunan produk hukum dapal dibeniuk Tim Antar Ut
Karja. _

(2] Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ciketual oleh
Pejabat Pimpinan Unil Kerja vang ditunjux olen IKepala
Daorah, dan Kepala Biro/Bagian Hulium berkedudy kan selai,
Sekretaris Tim.

FPasal 9

(1) Setelah rancangan produk  hukum  Seloss -i'u-iml
pembahasan, Pimpinan Unit Kerja menyampaikar kf~[-*.’:|
Sekretaris  Daerah  malalui  Biro/Bagian  tlusem vntuk
selanjutnya diajukan kepada Kepala Daorzh.

(2) Sebelum rancangan produk hukum disamoaion keoads
Kepala Daerah, harus terlebih dahulu mendapal asraf g
Fimpinan Unit Kerja terkait,

{3} Pelaksanaan paraf sebagaimana dimaksud pada ayal {2}
dikoordinasikan oleh Sekretaris Cazran vang dalam bzl i
Biro/Bagian Hukum.
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Pasal 10

Rancangan produk Fukum yang telah mandapat pasar KooTuings
Fi rnpman Unit Kerja, disampaikan clah hep—.'h BiralBagian Hukum

kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan kepada Kepzia Daerah,

Produi nukum vang bersifal PERElapan  yang dilelapkan oleh
Kepala Daerah harus terlebih dahulu dimiptal: In ndrat Koordinas
kepada Kepala Bir ‘o/Bagian Hukum, -

PL ;u—]

Rancangan Peraturan Daersh disampaikan gieh Kenq!
kepada Dewar Perwakilan Rakyal Daerab  wm

paembahasan

(SRS AV

F"‘\lU"‘.lDraru‘J Idr_h'uhnh ;rf\.’ Pi_"[_-;i ‘Tr" ki .I:_ [iE k]
DAN F'[TN.:IOKUMEN ASIAN PRODUK Fi L

Pasal 13
FPenomoran produk hukum dilakukan olah Biro/Bagian | lukum
Pasal 14

Rancangan produk hukum yang tecan diletapkan aan diberikan
nomor, harus diautentikasi clah Kepala Biro/Bac disn Hukum,

Fenggandaan, pendistrib Wsian, dan Pendoxumentasian produ.-
praduk hukum, dilakukan oleh Bire/Bagian rL..\L'n

HALE W

P = r'.": L'i I'.r":'-.\l"r.ﬂ'-..-‘i. .L'J

Pasal 16

Biaya panyusunan Predauk hukum, dinsbankan oo Angagaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
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BAE VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pambahasan Rancangan Peraturan Dacral alas inigjalf Dayear
Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan cleh Sakretz;
atau Pejabat Unit Kerja vang ditunjuk cleh Kepala Dasran

Pembahasan Rancangan Peraturan Dacrah di Dewarn 1
Rakyat Daerah, baik atas inisiatif Pemearintah mavew:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentul Ti
dengan Sekretrarial berada o Bire/Bagian Hukum

Pz=al 19

P
]
i
=
i

sosialisasi produk hukum dilakukan secara bernama
Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja pamrakarsa.

BAB VI
[ KETENTUAN PENUTUF
Fasal 20
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal d Hletaokan.

Ditetapkan ¢i Jakart
paca tanggal 18 Juil 200-

I‘er.»JT:_F{I DALAM NESER
~fi}A10*CJnIL,.. [_3.-1. SEAH

VEOEDRR DA
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MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DATER At
REPUBLIK INDONESIA

REPUTUSAN MENTER] DALAN NEGERI DAN OTONONM] DARRAH
NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOM| DAERAH

imiban a. pahwa dalam rangka tertib administrasi dor  karssmisn
pemberlakuan, daya ikal seérla pongumunttl kenads
masyarakat atas Peraturan Daerah daen Keputusan Kepado
Daerah, perlu mengatur mengenal Lembaras Dacian dan
Berita Daeralh,

. bahwa pengaturan Lembaran Daerah dan Derits Dasrah
sebagaimana dimaksud  pada hurdl g, pariu '
dengan Kepulusan Menteri Dalam Neoor i
Daerah;

gingal 1. Undang-undang Nemer 22 Tahun 1889 leniang Femerntanan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 1858 Nomor 80 Tambahan
Laembaran Nagara Womor 38333

2. Keputusan-Presider Nomor 188 Tahun 298 lemars Tate Cas
Mempersiapkan Rancangan Undang-undang:

3 Kepulusan Presider Mornor 44 Tahun 19949 tantzng Tesnk
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  dap Banfuk

Rancangan Undiang-undang, Rancangan Peraturan Pamerinlai
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran MNeoara Tahun

1999 Namar 70);
MEMUTUSHAM |

elagwan :  REFUTUSAN MENTERI] |T'L-'3~.Lf-ﬁ. MoNEGERI DAM  OTONOMI
ODAERAH TENTANG LEMBARAN DAERAH  Dan B ERTLA

CDAERAN.
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BAD |
CETENTUAN UMUN

Fasal 1

Calam Keputusan ini vang dimaksud dengan

Pamerintah  Caersh  adalah  Pamerimial Proginst atau
Pamarintah Kabupaten/ota

Peraturan Daersh adalah peraturan perungang-untangan yany
lertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelengoarain
otenorni daerah dan dalam [JB[TIL‘JHFhL.k.’:‘,Hl]'y'd sabelum disahkan
oleh Kepala Daersh harus mendagat persetujuan dan Dewnn
Parwakilan Rakyat Dasrzh,

Keputusan, Kepala Daarah adalabh peralura  pelaksanaan
Poraturan Dasrah alau webijzkan Kepala Daerah unbul
mengatur meEroenal pﬂn;ﬁ l2nggaraan unss-higas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Keputusan Bersarma adalah }{&*f'-lll_:z:;ar'. Keptly [
mengalur  kesepakalan bersama  dalam penyaenog
pemerintahan dasrah,

Keputusan Kepala Daerah lertentu adalzh Keputican Kepal:
Craerah yang menetapkan seseofgng alau  aszsaaty yano
berkailan dengan penyelenggaraan pamanintahan das wajio
diketahui cieh masyarakat,

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemorinla
yvang digunakan untuk mengundangkan Parawran Dasrah dan
Kapulusan Kepala Daerah,

Tambzhan Lembaran Daesrah t':ﬁ:—;iah kzienakapan da:l
Lembaran [Daerah untuk mencatal penjelasan Peraluiar
Caarah.

";r;rila Daerah adalah peneroilan resm Panmigrimah Daerad
rang digunakan dnfuk mengumumikan  Paratunin Dassah,

m; putusan Kepala Daerah dan Heputusan Kapsla Daeran

tertenty,

Fengundangan adalah pembentabuan secars

Feraluran Dacrah dan I<u:—pu'_':s:n kepala I"-;:-'.-r::';-.

mengatur sehingga mampunyai daya ikal iarhs

Pengumuman  adalzh pambearilanuan secars moderl suaiu

Faraturan Daerah, Keputusan Kepala Dasrah, Kepuiusat
Barsama dan Kepulusan Iepzica Daerat lecteni I:.,_.Lu;.u
masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang lerkandung
didalamnya,
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BAB I
LEMBARAN DAERAK

Fasal

Peraturan Daerali dan Kepulusan Kepala Daerah yeno bersifa
mangatur diundangkan dalam Lem br_m" .er 4

Pasal 3

(11 Peraturan Daerah yang telah ditetagkan oleh Kepals

agar mempunyal kekualan hubum dan dopat menc
masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Caeralh

5

Peraturan Daerah sebagaimana dimabsud oo = O
melipuli :

Peraturan Daerah lentang Ang Fendasatan Jan
Belanja Dacrah:

Peraluran Daerahitentang Pajak;
Peraturan Daerah ten tr;].']g Retribusi
FPeraturan Dasran tentang Kelam h|f~.:_',r.-.' l
Peraluran Daerah yang m engatur salzin mater Festiiay
LDaerah huruf a sampai dengan d.

il

s b

Keputusan Kepala [Daerah yang bersifal menga
ditetapkan oleh Kepala daerah, agar mem r-L'r'.-j-“
dan mengikat masyaraka!, harus diundanakan

I ooy

-0
i}
0]
{81 ]
8]

Untuk  menjamin keresmian dan  katerkailan  andsra mater

Peraluran BDeaerah dengan penic “'Er'*ru, Haftsllssy Al
ran Dzikran

Peraturan Deera2h dicetat dalarm Tambal:an e

HAE
DERTTA DAERA)
Fasal &
Peraturan Daerah, Kepulusan Kepala Daerah

2an Keputusan Kepala Daerah tertenty
Dagran,
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(1) Peraturan Daareh yang telah n:';tatapk:.-.-w dan ditndanglkan
calam Lembaran Daerah, divmumkan dalam Go it Daeraly,

;1_

P

| Keputusan Kepala Dasrah yvang telah dito lzpkan olch Kepals
Daerah, diumumkan dalam Barita Dasran,

(3) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetdjuan DERG

dan teleh dilelapkan olzh Kogala Caarah, dumumlan dalan

Zerita Dasrak,

() | Keputusan Kep ”I: Dasrah tertentu yang leich aitatapkan alop
Kepala li‘a.,.u.l UL I”ﬂ dalam Berita Daerai

K"‘""IlLJES'" Bersama sebagaimana dimaksus daisrs i aists
ayal {3), melipuii :

a  Reputusan Bersama ten tang Kerjasama denoan Fif
,|<r:[:utJal.':-L:.| Bersama tenlang Kerizsama dengan Dabrah
SaEn

.--ic[‘-u*L'f":r'

sedagaimana disaksiud dais

Fasal 7 ayat (4), antara lain meliput

b Kepulusan  Kepals [,'"1"”-‘-;'1 Gritang Pomtberan afgtel
Fenghargaan lerhadan seseora g atar tokol rnasvs
'< iusan Kepala [m:"-h tentang Penetacar Hama :

putusan Kepala Daerah tar Haeng Pelimpshan '"I.g'_;.:::: G
.(,.,L. a Dazran kepada Wakil Kepala Daarah dan
Keputusan penclagan lain v ‘ang periu diketahiu gle

SAG ]
I.n‘:".l ‘*'-. C.-'e“' -."F ;:‘[?.J\l _.\_lra ._,'.-' F1 Cf'"f«. :IKJ".'J !'.__.r"l'i\||.-II'.-'1.I__.If',-"_.-'l"-.!"\u
Pas=al 10

Pemerintah Dasrah menerbitkan Lembaran Dacram cap Earils
Daerah  untuk mengunaangkan dan mengumumkzn Leraluran
|

Qaerah, Keputusan Kepala Daerah Keputusan Bzrsama dan
reputusan Keoala Daerah terlepty.
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Fesal 11

Fangundangan Peraluran Dasgrah diletapkan sabasai basjau

Seri-A untukk  Peraturan Daerah  tanlang  Anguarsn
Fendapatan dan Belania Dasran
untulk Peraturan Dasrah tenlang Pajclk Dasrah
: urtuk Peraturan Daarzh teptans
seri D ¢ unluk Peraturan Daerah lentang Ko
SefiE | urluk Peraluran Dasrsh vang mis

Paraturan Daerah selain huruf o campni donge

iy

er] £

e

EE=00 §
RS ey
ot

(98]

Fasai 12
Pencatatan Fenjelasan Atas Peraluran Dasrah calum Tambasa
Lembaran  Daerab, ditelapkar. sama  denoan  pongundancar

Peraluran Dacraly sebagaimana dimaksud dalam Peazal 11

Pasal 13

Pangundangan  Keputusan Kepsala Dacraly sch. S R ER R
Peraturan Dagrah, dilelapkan sama dengan oo SRl A )
Peraturan Dacrah sebagaimana dimakstd aalom Fasa 4

pangumuman Peraturan Dagrah dan iepubisan Kepala

anmana dimaksud dalam Pasal 1% doo Pasa

Fasal s

(1} Pengumuman ¥eputusan Bersama dicamtumban o dam Seoils
Caerah Seri F,
(2] Pengumiinal Hepatusan

dizantumkan datam Berio Daoraly S

(1) Pejatal yang berwenang mengundans Al :
dan Kepulusan Kepala Daerah yang bersiat monoatus wiiL

Salkralaris Danrah

I:':' .r‘-'-':ji.itJr_-J'L Wity |_'1r.j-|"'.’-,'=:?;'|_|'|._:_'| (mencEmulan Faralcrat Eaasl
Keputusan  Kepaln  Daeran,
Keputusan ala Dasrah terenty, yaite Keg

.
‘gl stay Kenala Soglan Huktm Kabipata s sa

s an o S ST
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Loy}

AR IV
KETENTUAN PERUTUR
Pasgal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ko.entuen e
manoatur menaganal Lembaran Daerabh dan Eerita Da

:::Li\\_rl

dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dilataphkan.

._Altr"ln:.. skan i Jakarta
pudaLan;aI'“3-Tuii 200

MENTER| DALAN NEGERI

PﬁhCHIFJ f.JﬂlRﬂH.fﬂ
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EhaR AN DPIECUTALGTLARN ELARDY AT WA lgAl
HKABLURPATEN SITUBCNDO
Jalan Benmnygm Momer 01 Telp, (033383 675613 SITTUBONDO - 68312

KMPUTUSAN
DIFWAN PTRWARKILAY RAKYAT DANBAH
TWARUPATIN  SITUBONDO
NOMOR -1 TANUN 1999

TENTANG
FURATURALN TATA THRTIR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DATHAT
WABUPATEN SITUBONIC

Tl

DG AT BAEMAT TITHAN YANG MAHA F8A

DEWAN PERWARTLAT MAKYAT DAWMRAE
HABUPATEN BITUBONDO

Menimbang ;& bahwa Peraturan Tate Tertib DPRD Eabupsten Dabl IT
iis

Gitubondo ymng ditstapkan dengan Keputuesan DFRD
Tehun 1897 sudah tidalk sesual lagl dengen kelentuan
yang berlaloy

. balrwa sehubungen dengan hal sebagatimana dimalisud
muruf s, perlu ditetapkan Peraturan Tate Tortih DERD
Kalbupaten Situbondo.

Mengingat ¢ L. Undang - Undang Nomor 128 Tahun 1850 tentang
Pembantukan Dasralh - Daerah Eabuvaten dalam

Inglungan Propinst Jawe Tlimure ;
2. T_anj.ui}g — DUndang Nomor 4 Tahun 1898 tanggal

1 Pebruarl 1882 tentang Susunan dan Eedudukan
Majelis Permusyawaraten Ralgat, Dewan Perwak!lan
Rekyat den Dewan Porwalkilan Rakyat Dasral ;

3. Undang - Undang Nomor 28 Tehun 1990 tentang
Fomerintahen Dasralh { Lombaran Wegars DI Taliar
18895 No, 8607 ;

4, Feputusan Menbeor! Dalam Negerl Nomor 58 Tabun
1282 tontang Petunjukx Pelakeansan FPenggansian
Angdota Dewan  Perwalidlan Dakyat Dasrah  yang
terhent! Antar Walcla ;

, Hepubuecan Menterl Delam Negorl Nomor B8 Talun
LE82 ontang Pedoman Penyuesunan Tasa Tertibh Deowan
Farwrakdilan Haloyat Dagprah ;

¢ U, Peraturan Daerah Kabupaten Deerah Tingkat II

(R TN

Situbondo Nomor 20 Tahun 12997 tentang Eodudioar

Eouangan Kebtum, Wokll Helun dan Anggote Deowon
rorwelkllan Talgyal Desrah Habupaton Dogreh Tingles
[T Situbondo

1
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R VR Y
FIGRTTRE

an  Dasran  EKabupaten Dasreh Tingkes 10
o

-‘:'-.!'..1_1L¥:.1‘_:’.r_'| Nomer 2 Tabhun 1887 ';cl“hnn;f 51

(=]

i Hapja Seleeptarls Wilay: Jf'r_u,_'u,l

T
Latulo

rurlsasl Lie::: 3
1alaE Lu,lml saraly Tingkat 1T Bitubando Llli a -._=v:-]:."r-'.:u.|*.r!

VT L Ul"-.-‘.’."..]{'...-'!.r'. Balyal Dooraly Enbupnblen Doaorah
cit TT Sltiorda.

'\J' '||1 '.1' T_ m T_ i'l ]LJ"’ Iq.-'-

REPUTOEAN DEWAN FREITWARILAN TNARTYAT DATNRASL
BIIPATEN SITUEBCHDO TENTANG PERATIUHAN T "l'ln.
TARTIE DEWAN PERWAKILAN RATNYAT DAFTRAR

RS,
B TTITBONDD.

CABUPATE

BaduA: T
ETEMTITAN UMUM
Prupal

Palam epubuzen Inl yeng dimeksad dengen ;
cih. Pammarintoh Daaran acdalniy Yepole  Dherah
. 5l +'ub’\"1<'1c Gecerta  Peronglias
vral Badan Blosloatif Dan
21 DPRD EJ.J-'.LI:'._'. ]'_“Je’_i‘f:;:l.-. Porweldlan Nalyab Trooral:
Eobupaten Situbondo esebagal Badan Leginlasil

Deorals

+.q

Halbupa

T e e
S P L

Kepala Dasiah /- Wakll HKepals Dasreh Kabupeton
Sltulbondo dlssbut Bupetd [ Waldl Bupai! ;

APBD ».'!.r.i.la,l;-'_h Anddaran Pondapulan dan Belunla
Dasran Fabapaten Situbondo, terdirt carl :

- Anggaran Pandapabor dan Polanio Doaerodl

-  Perubahan Andgdaran Pondapaben dan Balan)s
Dasraly ;
- Perhitungan Angdarvan Pendapaban dan Belanio

Paaraty.
BABR II
FNUDITDORAN, STUSTTMN AR,

I AR, WITW T T AT I'_l AT Tra™] .f i '.-‘.:'_‘.'! TTE LI

BWARILAN IARY AT DATIALL

Daglan Tertarma

(il BERIY selh "-'-"Ill lom "'-."‘:,."_I:". Tarwra I\Hi"..'l" _._-"..E‘...','.__I':r"ﬂ_",, ol ::::‘l_rg]'.g'._;]
morupalan webann untule malakeenalkan damelooong
hm't:h mrlvan Pancaslla


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(=3, DPID sebagal baden Legislatif Dasrah berkedediian
sejejar dan menjadi mitra dart Pemerintah Daareh.

L1y DPRE yand Jumlah anggotar e sosual dengan
TT1""‘1,_, — Undang Nomor £ Tabun 1999 Beh 7 P-:“‘-.r_
S8 ayat (23, terdirt dan Anddota Parted Politily Hant

P a.:uilil an Umurm dan Anggoba TNI dan POLRI 1;.-1'_-*.;::

dia nglkat ;

{27, :ﬂh_ Kelengkapan DPRD terdirl atas Fimpingr,
mlsl - komisl, dan Panlbla — panttia ;
(37, ’_“__’lu membontuk  fralksl —  frales yang buken

upakan slat kolongkapan DPRD.

Pasal 4
LPHD mempunyat tugas dan WEWERNng |

a. Memilth Bupatl/Walkil Bupati ;
b e sulltan  Pengangkatan den Pembarhention
1/ Wealdl Bupast kepada Presiden
¢. Bareams — came dengan Bupati menstapkan Anigddapnr
. sendapatan den Bolanja Daorah
. Dersama Bupet! membentuk Peraturan Daopah -
Melakoanaloen pongewasan terhadap :
Polakpansan  Pervaturen Daerah dan Peraturan
Perundang -~ undangan lain ;
Zelaksanaan Peraturan — Peraturan dan Keputusan

Biipati ;
@, Pelakoanaan Anggaran Pordapaten dan TRalan‘a
Deaprah ;

<. Hebljaken Pemorintah Daerah ;

Pelakisanaan kerjasama Internasional al daaral:,

o e lsptlarn pandapat den pertim :bangan  kepada
remerintah terhadap rencans parjanjian internasional
yang monyangkut kepontingan dasrah ;

g. Menampung dan menindsic lanfutl asplirast

masyaraitat,

Pessl B

A ~HAK DRERID

(13, Ttk el E'l.l':BD.I‘..,E'.:{’_‘,H tugas  dan  wowenang
supadalman yang dimaksud Pesal 4, DPID
Ls6TENod 1ph1n1,r il hr:.k :
f, ||"an b pertangduny lawaban Bupall ;
&

minkys ketorangan kepada PE'I'E‘JGI‘...I-.']E'J. Davrah ;
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0 panyalldikan

4. Mengdadakan  perubahan  atas
Paraturen Daerah ;

o, Mendajukan pernyataan pendasalb ;

f) Mendalulenn rancandan Peraturan Dasral ;

g Mensntukan Anggaran Dolanja Dewan Ferwalkilan
Halgrat Dagrah ;

. Menetapkan Peraturan Tabe Torkils DPRD

et

b}
iz
i
(]
i

1280

'
(e

Hulein hak — hele DPRD ssbagalmena dimalkmad ayat
(1} yang pada hakekatnya merupakan hak — hale
winggoba, Andocta DPRD memnpurnyal hale :

a. Mongajulkan partanyaan ;

b. TFrotololar

. FReuangen/ Administras].

Pagal B

DPFRD  dalam mplaltsanalian  tugdesnya berhalk
meminta Pelabat Negera, Pejabat Pomorlnbal, atan
warga masyarcled untuk memberikan keterengan
tombang sesuatu hal yang porlun ditangant deml
kepentingan DNedara, Hangss, Pemerintah dan
Pembangunan ;

Tejabat Negars, Polebat Pomorinteh, atau Werges
Magyaralkal yeng menclak permintasn sebageimana
dimaksud ayat (1), diancam doagdan pldana
lenrangany  pallng  lama  satu Sahun  karena
merendahTan martabat dan lkehopmatan DERD,

EEWAJIBAN DPRD

DPHD mermpunyal kewaliban ;

IMempertahanltan dan memelihars keutuhan Negoro

o

setuan Repullik Indonesia ;

iTengamallkan Pancesila dan Undang — Undang Dasar

dalam Fenyelengdaraan

: kocojahtoraan raxyat di  Dasrah
wolean domaokrast ekonom!, den

Momporhatikan dan menyalurkan asplrasi, menevirnw
roluban ten pengaduen magyaralat, porhz
memitsllitas! tindale laniul penysalosalennyi.,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Peragras 1
flak Meminta Portanggung |avwaban Bu oatil

Pasal 8
Kepals Dasrah wajlb menyampalken portenggun
Jewabannya kepada DPRD mada petlap akhier tobun
rnggaran yangd dihadint olah solurang - kurangnya
=3 (dua porblga) dart jumlah enggots DPRD
Portanggung jawaban Bepala Deaarah sobagaimans
dimaisud pada ayet (1), dinils! oleh DFED dan
dlambil - kepulusan  untulk dapat  diterlme  ‘1ka
Usstuful oleh sskurang - kurengnya BO% (luna
puluh per seretus) ditambah 1 (satn) dard jumlal
anggeta DPRD yang hadir ;
Pertanggung jawaban Hepala Dasrah dapat ditolalc
olsh selkurang -- kurangnya /3 (dua portiga) der
Jumlah anggota DPRD yang hadlp ;

e

Dalam fanghka walktu 30 ( tlgn puluh)y harl eojalk

renolalkan sebagaimana dimaksid ayab (3, Kepale
Diasrph sogars melanglel dan atai
menyempurnalkan paria manyampalkannya kemball
kopada DPFRD ;
Apatila vartanggung  jewaban Kepala Daerah
galmana dimeksud pada ayob (&) ditolak untul:
uha Kallnga, mokea kasusnya harun dibewse leo
cira dengdar pendapat untuk mesminca mardlaian
cubllk dari para ahl! yang berkompaten mentlai
kasus yang dirujuk olsh DPRLD sebegal alasan
penoiakannya '
s hasil ponilafan publik yang dlmalksud padn ayal
(&) manylmpulkan bahwa Xopala Dasrah sundggul: -
punggun telah melakukan kesslahan yangd tidak
dapat dipsrtanggung jawablan, melka DPRED dapas
mongusulltan pamberhantian Eopala Deaarah Jang
Derpangluban kapada, Presiden dongar
moemperhatikan kotsntuan pobageimana dimalkeued
ayat (13, (2) dan (3) pasal ind ;
Selourang — kurangnya 2/3 (dua partige) dart jumlah
finggota DPAED berhak untuk meminta pertangdung
Jawaban Fopala Daarah ;
Permintasnn porbangsung lawalen Hebadeimars,
dlrnalsud  pade, ayat (7))  adalah terhadan
Fonylmpangan pelaksanaan tugas dan kowajlbon
Fopela Daerah dalam panyalangdfapasn
Pomerintahan Desrah berdesarkan ebljaken yang
ditelaplkan bersama DPRD

i
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T

Fade

lekanisme porlengsung jawabar sobadeimeans
dimakeud pada eyas (V) dan ayat {8) mengikutll

etapan Pasal 8 ayat (1), (8), (3), (4), (8) dan

i
LB
(6.

Parsarar 2

Loz Momlinta Roterangan kepada Pemerintah Dasrah

—ed

Pagel 2

siarangd-kurangnya £ (Uma) crang anggota DERD
dapat. mengajukan usul kepads DPFRD umsulk
maminta keferangan lepada Foroerintah Deoeprab
tentang suatu kebllakeanean Hepala Dasrah ;

sl :au" agimane, dimalkeud ayat (1) pasal inf,
Usninpatian kepeda Plmpinan DPRD dlsusun oocars
plngdleas, leles don ditenda tangant cl:m e
perguEal ;

1.'Jau.-_l .Jc._-_gﬂlmc:.ns_'; dimakeud ayab (2) pasal il
dibor] nomor pokok oleh Sakrebaris DT R

Uoul meminta kelerangan tersebut olsh Plmpinan
DPHD disampalkan pads Rapzt Paripurna DPRD
abelabh  mendepab  pertimbangan  darl  Panisia
Musyawarah ;

Lalam Hapab Parlpurns sebagalmans dimaksud o

-

Fae™
L1

sal ini, para penguoul dibert osompotan
mamper]  penjelasan  dengen  Masn ates um
pearmintean ketorangan torssbut
Pambloarsan mengdens!  sustu usal, meminsa
ksterangen dilaioultan dengan memberllian
wosompatan kepada :
a, Anggota DPRD  lalnnyz untulr  membapitan
pandangannya ;
b, Pare  Pengusul  membertlan  Jewaban  asas
pandengan anggota DERD ;
Koputusan atas usul Peromiolean Relorangan lL JIEL
Fopala Dagrah dapat dicetujul ateu ditclal L‘h:l
dituiapkan dalam Hepat Paripurna fu cﬂ*rm Rapas
Partpuarna yang lain ;
selama uweul ')\_.PIEL'II"EE.A-LH kstorangenn DPRD bLolum
memrperoloh  koputusan, pare pangusul  borhels
mensiuitan parubaban atan menarilk komball ;
fpabila usul permintasn keterandan kopadn Hapalao
Doorah disetulu! sebags! psrmintoan leoberangnn
DERD, maks pormintasn kotorengen  teresuiu
dliirtmikan  kepada Eepala Daorah dan  Kepela
Davran diundang untuk membariken ketara, ngar ;
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iy

P e

(1% Dalam memberikan ketepangan, Kepals Doereh
pebadaimans, dimalesud ayab (9) pesal int, dladalinn
cemblosrasn dengan  membenlioan kspompatan
“opada Pengusul maupun anggels DPED lalnnye
uniuk memberloan pandangan -

1

11} Atas pandangan para pangusul dan pers angdooa
lainnya, Kepala Daosrah memberilran Javraban ;

(13, Ates upul salturandg - kurangnya B (llma) orang
unggotn, DPRD  dapst menyataken pendapatnym

torhadap Jewaban terssbut ;

(137}, Untulk kep

arluan cebagalmana diraalesud eyal (12)
Pazal ind
i

b dlejuloon sl Perhyebonn condapat

Jung diselesaliten menurut kelonsuan yang berlalas ;

{14 Jika sesudah jeweban Kepala, Daorah sebageimenn,
dimakeud ayet (11) pasal ind tidal: digjulkan suziu
apl  pernyabzan pandapat, 1make pemivearsan

mengenal xoterangan Kepala Despah papart] peda

ayat (10) dingatalan colasal oleh DERD.

Paragraf 3
el Mengdadakan Penyelldiicnn

Peoal 10

Fl 2 1 Liz

: tulk mengadalkan penyelidiian, pelaksanesnnyn
dllmlukan dongan cara membentuk Panttia, Ehusus.

Paragral 4
Halt Mengadakan Porubahan ates Poratvran Dasrah

Pasal 11

it

{1). Beblap anggota DTPRD dapal mongajulkan weul

Porubahan atas Lancangan Poreturan Dasrah ;
(=), Polok-pokek usul Ferubahan sebadalrmana dimaksud
ayab (1) Pasal 1nt, disampallan delam pandander:
urnum para anggoba pada pamblearann Tahap II

(=), Usul sebegaimans dimalesud rgat (1) Pasal In,

wmpalkan oleh anggote dalam pemmbloarasn talan
1T untule dibahas dan diambi]l keputiisan.,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Paragraf 8
Hek Mengejukan Pernyataan Pendapul
Pepnl 12

solurang - kurangznya B (Lron) orang dapatk
mengajulan usul pernyataan panclanat .
Usul sobagaimana dimalesud ayes (1) peeal Ind sarba
Panjelasannye, dsampalkan pecara toptulis hopada
Pimpinan DPRD dengan disertal daftar nems ciar
landa tangan para, Pengusl ;

sl sebagaimana dimakeud ayat (3) pasal nf,
dlbart nomor pokok oleh Selkretaris DPRD ;

Josul sernyesasn bondapat terssbut olah Plmpinan
DFRED disampaikan delam Rapet Paripurns DPAD
cetaleh  mendapat pertlmbangan darl  Paniiia
Musyawarah :

Dalem Rapat Paripurna LDPRD sebagalmanea
dimaksud ayag (4) pasal ini, peps Pengusul diben
bEempatan  membarikan Penjelasan asas usul
atban pendapal teresings

AraLn mengenad  suatu vyl Fornyeboan
[PEndapal dilalculcan deridan mamborkan
Lenemputan kepads, ;

engdotin DPRD

teriken pandangan

2. Hapals Dasrali untulk maenyatalan pondapat ;
¢. Para  pangupul memberiken  jownban ataa
randangan para angooba dan rendapat Eepels
Taerah,

Fomblenransn dialkhipg dengan Keputus=n DPRD yang

menorima atay monoclak usul Fornyataen pendapat

bereehul monjad: pen nyatzan pendapat DPRD,

Papadrar @

[

Hale Mongajulkan Hancangan Pepasusen Dosoah

SAEE 1

Selaarang - kurangnya B {lime) oran g anggota. DPFRD
dapat mengajulan suaty usu! mangene! Rancas gon
Peratursan Dasrah :

1l sebagalmana dimakesud gyab (1) pessl {nt
vnpeikan kepada Plrapinen DPED dalam bantuk
andan Peraturan Despah diserbed penjelusnr
artiulin ;

-
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Lo

P

L ‘-1'I i

s

Ugu!l sebagalmans dimeksud syes (8) pasal ind,
diberl nomor pokok olah Sekrotaris DPRD ;

Taul tercobub oloh Plmploen DPOD dipeampetikan

L Bapat FParivurna gobolal mendapal

partimbangan darl Panitla Musyswarah ;

Dalam  Hapal Parlpurna, para pengusal  diber!

kassmpatan  memberlkan penjelasan  ates  usul

soiddalmans dlmalesud ayab (2) pasal int

Pembloarsan mengenal puetu aen! dimedead

dllalbuken dengan membarikan keseropatan Kopads

1 Anggote TDPRD lalnnya membarikan pendapat ;

3. Fepala Dasrah memborikan pendapat ;

2, FPara pangusul memboriken jawaban  ghas
pandandan pera anggota den pendepatr Eepals

Tinepal -

Formmploaraan diakihirl  dengan Heputusen [DFRD
moporiins  atzu meneolalk usul atas Rancongan
Pergturan Deesrah,

Paragral ¢
Halt Menentulean Anggaren Boelanje DERD

Pasal 14

untull  mesnentulkan Angderan Hoelanlse DFERIDD,

o

SHRTEANDYA Derpedoman kepada ketentuen Pereturan
notang — undangan yang berlalo:.

Paragral 8
Halz Mendajulkan Partanyean
Pasal 15

ooblap Angdcta DPAD daepal mengajulan pertanyaan
kopsda Xepala Dasrah

Portanyaan sebadalmara dimaksud ayat (1) pasal
i, disusun singkas, jelas dan tertulle disrmpsaixan
kopada Plmplhaen DPRD ;

Fimpinan DPORD dapat memusysworahlan deangan
penanya tentang bantuk dan lsl pertanyean |

Pl

wn DPRD petelah mendapst poritmbangan
darl Panttla Musyswarah meneruskan perbanyasn
sebadalmena dimaksud ayat (2) pasal ind, kepada
Kepala Dasraly ;

Jwwnban atas perfanyean tormalsud olsh Eapale

leorah disampailtan seonra bortulis ;
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(€). Penanya dapat meminta supaya Partanyasn dijawrab
“zan, Apabtla Eopala Deorah memenuhl parmintass
dmedisud,  maka ponanye  delam vapat  yuang
sntulkan mbuk  memblcarakan  portanyean
12 dapal mengomulkakan lagl dengan singkat
penielasan tentang pertanyaan pulsye, Hopals
srab dapet memberilan kolerangen yang loblh

Faragral 9
Helt Protokoler dan Reuangan/Administrast

Pasal 16
tocolor dan Kevangan/Administras! bagt Retus,
Walll Eotua dan  Anggota DPRD, pelakpansannya
Dorpadorman kepads ketentuen Pereturan Fermindang
undangan yang berlalkua.

TX a1 ez
e O o e

Papal 17

Anggota DPRD  tidak dapas dituntut  d pengedilan
WHIETLE, parniaiann dar fbau pandapat
yang  dilemukalian dalam Bapat  DPRED, batl
torbalsa, 1Pl Bertutiup, Jang diajukannya
secars lipam amau  tertulls, kecuell Jika yang

bereangluton mengumumkan epa yang  disspalati
calorm rapab torbutup untule dirahasiakan stau _hal -
Let vang dimakeud olel keterntuan
mengenal  pengumumer.  rahasts negary dalam
bulku kedua Bab I Kttab Undang - undang Hulum
Plasnmea,

Passl 18

(1). Tindakan psnyldisan terhadap Anggeia DPRD dapet
cllekeenakan atas persstujuan tertulis Gubsrnur,
kFosuall jlka yang bersangkutan tertangkap tangan
melalukan tindak pldana kelahaton ;

i), Dalayn hal Apggota DPAD tertanghap tangan

mnelekuiien tindek pidana, sobagelmansa dimslsud
fr eyt (1), selambab ~ lambatnye dalom tompo &
kel B4 Jam dibapGabhulkan secars tertulls kapada
Iemser! Dalam Nogori danfatau Gubermuy,
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i
e

BATB IIT
REANGEOTAAN DPRD
Pasal 19

angrola, DPRD Xabupaten adalah mereka yand
diresmi koangdotaannya  dan  telah diambil
Janil berdesarlan Persturan Pope ndarng —
1sf==‘1 yarng barlaioy ;

nggotaan DPRD a-;-bL gulmane dirmaksud ayab (1)
diresmikan pecara adminiuteast dendan Heputusan
UGubarnur aSas nama  Presiden cubadal Kapala

Ilrrﬂ._'l.

Sobelum  memangku Jabatannya, Anggota DPED
cersumpah [/ berlanjl bersama - Sama, j,nr_l.ng
1'_-::.1':'_51:“ wonya dipandue  oleh Hetona Pengacilan

]

erl dalam Rapat Paripurna Istlmewa untulc
arosmian anddoha,
Angicta DPRD yvang bolum diamhbil Sumpaly [ Jenjl
berhi Dalum diresmiken sebagelmans dlmelksad Bres
s :l Inl dan anggota DERD ponddant! anter
7 Clambil Sumpah /| Janfl cleh Kebus atay
viinan lalnnya dalam Bapat Parlpuroa ;
oyl Bumpah /0 danit bagl  Anggote  DPRD
almane dimaekoad syab (2) dan ayab (35) posal
affal bariEuab ;
L Allah {'Tuhan) saya borsumpah/ber anil:
£ Lu.;,,'.::. akan  rmnemerail ewayiban =seya
agal Anggota ( Eetue/Welt!l Eatuse ) Dewan
dlan Hakya: Dasrah REabupuben Situbondo
1fan seballt — batknya dan ssadi] — as allry e
cabhwa eaya alan memeogang teguh Pancn.u-.u. dan
nenegaklkan Undang Undang Dasar 1045 serts
eraluran Perundang — undensan yang berlaly ;
ahwa saye  nkan  monegekkan kohldupan
domokreast  serbs berbalthl kepacdea b&r‘c;m. dary
afare Resatuan Ropublilk Indonesia®

st

ANV

T
1
i
!
1

17k

FPapal 2

weangiotaan DPED Habupeton edalph B (Iima)
tabun, dan berakhic boreama — paina pads sast
argdot DPRD yang bar Imengucapkan

i1

Fumeal/danit.

Pasal 21

Angdota DPRD Eabupaten berhenti antar walmo
sebrdal anggoba kavens, ¢

& Men!ngg fal dunia ;
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b, Permintesn  sendirl  gocara ¢ artulis  kepads,
Pimpinan DPRD ;

v, Dortemnpat tinggal d luee Wilsyoh  Kelbu

Situbondo

AL OTL

. Tidelr memenuhi  lagl syara sabadalmang,
dimaiksud pada Pasal 8 syas (1) Undan g — Undang
Nomor 4 Tehun 1899 berdesarikan ketorengan
yang borwalib ;

8. Dinyatakan melangger Sumpsh [/ Jani sekadal
Anggota DPRD  dengan Kepususan Fimpinan
DERD yang barsangkuban

f. Torlkena larangan paranglapan Jabatan

sebagalmans dmalsud Papal 41 ayat (8), uyast (3)
dan ayat (4) Undang — Undang Nemor < Tahun
dfel=e

Jigant]l menurut Pogal 48 Undang — Undang
HNomer 4 Talvan 19929,

(2 Anggotn  DPRD rang borhontl entar  walou
sobagabmana  yang dimalkosod oypas (1) pmeal ing,
dlgantl clah ;

#, Colon yang diusulkan Downn Flmplnan Porcad
Politile ol Eabupasen yang borssnglutan yang
dlambil dert Dalier Celon Telmp weldl parhad
polibtls dar! dasrah pamilithan yang sama :

Calon yeng dafulan oloh Pimpinen THNLTOLRT
Lagl Anggole DPRD yang borasal dast TNLTOTL.

f 2

Fomizarhentian Anggotz DERD Kabupeten
diregmikan secara administrast dengan Koputussn
Cubsrnur  atan namea  Presiden sabagul Hopals
Wedara,

*

(42, Pemberhentlan  Angdote, DPED  lkarena  “idal

mamenah! gyaral lagl sshagalmans dimakeoud Pacs

Cnl

Wl ayes (1) avuf e, huruf d, humif e danfatan huea s
f danfaten kassne yang berean fxuban melanggar
dumpah/ Janil Anggole DPRD et weimanes, Paaal 50,
dan | atau diberheniikan menmyrul Pasal 42 Undang
= Undang Nomor 4 Tshun 1000 adelah

Fambarhenbian dengan tidak hormat ;

aikhir barsama -~ pams dongan Anggote. DRRED
pobagalmana dimaksud pada Pagal 20,

{9}, Masa keanggotaon DPRD Pangeantt Antar Waloue
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(1).

o

e

fan
Ly

BAB IV
FRAKSI - FRAFET
Baglen Pertame
Kedudukan

Pagal 22
fralsl adalah pengelompokan anggota bardasarkan
Eplruatan Parial Politlk yang mencsrminkan Partal
Folitile pegsrte Pemilihen TUmum sgerta THI dan
FOLRI yang dlangkat ;

Parta:l Polliils yangd dapet membsntull Fralks! sdalah
Partad vang memporalell  Jumlals  Rurel
— kurangnya /10 (sepersepuluh) dart

Jumiah mjgrjo'tcu DPRD yang ada ;

Bebarapa Partal Politil peserte Pemilthern Umurmn
;;.m Jumliah kursingae dl DPRD kurang dari 1710
(sepersopuluh), dapat mombonbule sabiy felsl yany
merupakan g_a.;-ungm: derl FPariel - partial Politllk
srand barssangdiutan

e

Angeota DPRD darl Partal Pelitlle yang jumlab
loursinya lInurang dardl /10 (sepersspuluh) dapab
pergabung le delamm salah pety falksl yang cudaly
dtakl kebsradaantyea ;

Angegcta DPRD yang dimaksud ayst (4) dan
nimplnan fralkel tempet 1a  bergabung welib
menyempalken  keputusan tu  kepads Fimpinan
DPRD yang palanjutnya mongumumban  keopads
solarull Anggota DERD,

Bagian Hadua
SuBsunan

Pasal H3
Tradost — fraics! dalam DPRD terdir! dand:
a. IFrakst PEB

b, Pralsi PDI -
. I'raksl TINI f POLET

Traks! — fraiksl sebagalmena dimaksud Peesal 28
bultean merupaitan Alet Welenglearan DERD.
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Tasal 24

(13, Pomillhan Plompinan Fralkst: diatur oleh Fraks)
mublng —masing ;

(), Plmpinen fraleel melaporkan kepads Plmpinan DPRD
menganal Businan Plmplnan dan engdgota — anggotsa
Mraksl ssrte perubahannya ;

(2). Busunan sshagalmana dimsiesud apas (23 pasal ind,
dlumumizen dalam Lembaran Dasrah.
Paglan Kablga
Tuga s
Pasal 2B

(1. Frakst bertugas
a, Menmentulan dan mengatur segala pesuaty yang
menyangitul uruean frakslnya maoung - masing ;
b. Meningkatkan kualitas, lemempuan, efisiensi
dan sfelkbivitas kerja para engdota.,
(=), Delnm melakeanalan tugas, frelisl — fralis! mendapat
bariiuan sarana telnls admintstrablf dard Selovatarial
DPI

(. Melakpanakan keglatan Penyaringan dan Ponstapan
Pepnangen Baknl Calon Eepala Dasrah dan Weidl
Fopala Despah  serte menyampelilannya  kepada
Plrepinan DPRD untuk dibawa ke Rapet Paripurns ;

Papnl 26

Fralst dapat memberikan periimbangan kepada Plmpinan
ZIPRD mengenal hal - hal yang dianggen porly, berkenasn
dongan bldang tugas DFRD halk dimints ataa Hldelk
ciminba.

EAB WV
ATAT FMTFENGEAPAN DPRD

L Pasal 8%

(13,

Alat Eelengkaran DPRD terdiri dard :
a. Plmplnan DPRID ;

. Panlile Musyswarah |

Panltla Anddararn

Fomiet — komis ;

-«

Fapibla Khusus,

o p o


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- 10 -

o). Supunen  keanggotann  Alab  Kelongkapan DPRD
sebagatmana dimakeud ayat (1) pasel in!, kesuall
Panitia Ehusus ditetepkan dalsce Dapet Paripurna
YERD

(5. Dalern hal terlad! penggentlan Alat Kelenglapen
DPRD pobagalmansa dimakeud sayab (2) pasal in,
dllobzpkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Peapas
P

Parlplurne;

(4. Ales kelengkapan ccbadalmana dimelksud Byeh (1)
proal Inil, mengatur tata keorlanye sendir! dengas
parcobujuan Plinpinan DETD,

Badlian Partami

Hodudukan, Susunan dan Tugas Pimpinan DPED

Pasal 28

P
e
T

Chmpinan DPRD bopsifat kolakbif terdler! dapt secrang
Hoiua dan pobanyal - banyalmys & (Llga) oreny
Wolitl Kotua yang mencorminlkan Fraksl - fealon!
pondasarkan urulan besarnya  jumlah anggota

fraks! ;

(). Masa fjabaton Plmplnan DPRD sama dengdan meass
kaanidolaan DPRD ;

: : DPRD diptlih oleh dan darl Andgcta DPRD,
rerin  diresmikan  secara  adminiastpatlf  dengan
' upan Cubsrnur atas nama Prosiden selagal
pala Negare.,

¥
L

Fasal 29

Pimpinan CPRD mompunyal tugas :

{13 klenyusun  rencana kepvla dan mengadaitnn
Lambagian tudas Kebua dan pars Waol!l Kotua sonte
mengumumlbiannya kopada Bapat Paripurna :

LR} Memimpin Hapat DPRD dengan menjada adar
Poraiaran Tata Terbll dilalieanalkan dengdan soksame,
mamberl J]in berblogra dan menjage agar pemblosen
dapzal menyarmpatikan pandangannye dengan tidak
Hargarismy

(50 Menylmpulkan hast] pembahasen rapat — rapat yang

ciplmpinnye ;
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(2).

elelpanakan keputusan — kepubusan rapat ;
Menyampallten keputusan r apat keopada pihalc
;_:1 halt yang borsanglkutan ;

Jermita ﬂLvhql*cm“ hesll musyawarah Yang dianggep
paria kepada Kepals Dasral ;
Mongadalian kensultes] dengan Fopala Deapel,

Pasanl 20

Astua dan Wald]l —vwralel Estua, mamsgdang Plmyinan
sshar! - harl dan bertugas penuhb dl Qedung DPRETD ;
Waldl - walkil Fetua membarin Fatua daleam
memimpln DPRD ;

Apanila Ealua borhealangan, males, t
‘c N'LL_][]_,-&I‘]."]I}’FL dilaloukan oleh Walkil Retua yang

fuanjuk cleh Eebun ;

Aprabila Bstun den Wakll — waldi Eetue beshelan '=n,
meletaltkan jebatan atuu menin gial dunda, maelk

LIt

JLL}__H.'Iln DPRD diplmpin oleh anfrota yang torius

=1

uslanya dibantu oleh angdoba yang Ltermuda usianye,
Baglan Fadus
Pimplnan Semontarsa,
Parnl 31

Selama Plinplnan DPED belum diletaplean, untulk
fermontara musyawarah diptmpin oleh aengddota, yang
tertua Pertama  uslanya dengan dibantu olsh
enddota yang Tarmuda Partamea ust anysa yang disclab
Pimpinan Bernentare ;

Dalam hal anggota tortua dan atew termudsa uelany:
sobageimana dimaksud — ayat (1) opasal ird
barhalangan, sebagal pengda iniinga, adalall anggota
yang tortua dan etau yang  termuda uslanyn
ddunbara yang hadis,

Bagian Kotiga.
Pemilihan Pimpinan DPRD
Pazsal 38

“alon Plmplnan DPRD diusulkan elsh mas ng —
mesing frakst sebanyak — banyalknya 2 (dua) oreng .
Forcyaratan sobagalmena dimelsud Passl I8 ayray
(1) Ini, mempunyai kemampuan dengan lualitcs
bepamimplnan dan pengalamar Bldeng
Pemorintahan dan atan Hemeasyareiatan ;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-1 -

(3), Calon Phopinan DPRD dimakeud eyabt (1) dorl
musing - masing  frakel dipampatkan  kepada
Pinplnan Sementara DPRD untuk ditetapkan ssbagal
cdon vang berhak dipilth dengun SBural Eeputusan
Flrnpinen Sementara setalah dibahas borsame frekst

- fraisl 5

la ada bebarapa fraloel memilild jumlah anggoia,
yang pama sehingga berhalk untu";'; dudulk dalem
palah sabu posisl Pimpinan DPRD sebagaimana
dimalesud Pacal 28 ayat (1) maka penentuan tentang
fraksl mena yang berbhal dudul dealam P:J:lpil:‘.-_ﬂ
DPRD mengacu Kepadsa

By o yvang tdak seorangpun anggotanys

diperoleh darl Stembush Ascord dan ateu ;

Tralsl yang mempercleh olsa cuara terbanyale
delam Pemilihan Umiim,

o

Pagal 33

Tata Oare Pomillhan Plmpinan DPRD menglloat] ketontuan

sobadal Boriloal

{13, Pemilihan Pimplnan DPRD dilaksanakan cecara
langsung, bobas, rahasia, Jajur den adil ;

(23, Unbulk melaksanakan Pemilthan Galon Plmplinan
DPRD pebageimana dimakesud pada ayet (1) dapat

stk Pandtis Telmis Femilihan yeng ditetapkan
dengn.n Surat Eeputusan Plmpinan Sementers,
DERD ;

{5}, Calon terpillh yang mendapst dukungan suara

7, dizctapkan  ssbhedad Eatun DPRID,

ricu“_g.-.f' i calon lalnmya dtetapkan sebadal Waldl -

abua comzal perolehan susra

R i s lll”mr. Plmpinen dilelesanakean dalam  Hapset
Paripurna yang dihedirl oleh selurang - urangnya
P kc haa portiga) dari jumlah Anggote DPRD ;

i_EIm}. Apabila jumlalh Anggote. DPRED belum mencapal
querum  sebagalmana  dimeksad syst (4) Ind,
PMmploan Rapab dapat menunda rapat paling ia,nll.'_- 1
{Babtu) jam ;

{63, Apabila ketentuan ssbagalmansa dimalend ayab (8)
i balum tercapal, RBapat Paripurna dlundur pailng
lmane 1 (eatu) Jem lagl dan selanjutnys Pernillhen
Pimpinan DPAD tetap dilanjutkan ;

(7). Hastl Pemilthan Pimpinan DPRD dituangkan delam

mantuir Berlia Acara Hapll Pemilthan Plmplnan

DPRD  yang ditanda tangenl oleh FPlmplnan

Hermentaras dan para Baksl — saks] dapl frales] - fralcal

yaung telah divunjuk oleh frakeinym ;

Mmpinan Semantara DPED menstapkan name —

nems  Oelon Plmplnen DPRD  denden  Sura

Keputusan Pimpinan Semerntars ;

ahle"

o
o
"
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(9). Tata Teorilb yang mendatur Tate Cara Pemungutan
Suarn  dan  Pengnhltungan Suara  diatur  dalam
ketentuan topsendirl olel Panitie Telinis FPemilthan
Pl oinan DPRD,

Bagian Keampab
Per

ngambilan Bumpah/danil Plrapinan DPRD

Paszpl 24

Pl
[
o

Sebalum *Tmruanglm Jabagtennya, Plmpinan DERD
dlambil Bumpah / Janil menurui egama/kepercayaan
mening — masing clel: Ketua Pengadilan Neger! atas
namsa Fetua Mabltamah Agung Republilk Indonesia
dalam Rapet Paripurdia ITstimews ;

(). Bunyl Sumpab | Jan)l sebagetmans dimalkeud ayas
(1) pasal Inl adalal eebagalmana tercantum dalam
ayab (B Pasal 19 ;

Pagal 38
Cetalah Plmpinan DFED dipilih dan dismbil Sumpaly
Jenjinye, maka Pimplnan Sementara menyerahlan
Jabaten Plmpinan kepada Plmpinan DPRD terpilih.
Baglon Welima,

Pendislan Lowongan Jabatan Pinpinan DPRD

Pasal 36

olla ter]ad] lewongan pads jabaten Plmplnan DPRD,
mals socopainye dladekan pengisian yang dipilih olel: dun
dari anggota DPED yang tata ocara pemilthannys,
sebagalmansa dixnalksud dalam Pasal 33,

Fapal 3%

Pangambilan Bumpah/dani! Pimpinan DPRD dilakasensican
pasual dengen {utlsrtLu.“r' Pppal J4,

Bagian ¥eenam

tudulan, tusunan dan Tugas Panttia Musyawarah

—

%
Pasal 38 4

{

Panitla Musyawarah merupakan alat kelenglapan DPRED
yaong bm*-"ﬁ':.t- tetep dan dibentuk olsh DPRD peds
r“l‘*nﬂf 1 masa keangdotean DERD.
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Papel Z8

1) Paniila Musyawarah terdirl darl waltl setlap frealzsd

bardasarkan perimbangan jumlah anggotanys den
sooraryd walkil dar! setlap komisd ;

(). Retua dan Walkdl Febue, DPED karena jatatannya

B8
adulah anggota Panltla Musyavwarah

(3). Ketue dan Waldl Ketue Panitla Musyawarah diptlih

i ) ololy dan darl anggobe Panttia Musyeowaraeh |
-\I

{ (4)./ Susunan keandgotann Panitia Musyswerah
7 dllshepkan oleh Niapat Pax furTe
(5). Solretarin DPRD  karene jabasannyz  adelah

Bekreotaris  Panltln  Musypaavareh, Letap!  buless

s Eobe.

Fasal 40

Penitlo Musyawarah mempunyeld sugar ;

il

[

Mombert perthmbangan atau saran kopada Plmpinan
DFRD bentang penetnpen Progrem Hoerja DPRD dixn
poakoaneannya, balle atas pormintean Plmpinan DPRD
mavpun tidalk

Menstaplken keglalan dan jadwel acava Racet DPRD ;
Momutuskan pllihan mengena! 1s! risclah  apabila
timbul perbedasn pendapat ;

5 o

Ifamibarl garan pendapat kepads Fimplnan DPED
unful mempoerlancar segala permbloarvasn atas dasger
musyawarah unbul mencapel mufakat
Bermusyewarah dengun Eepala Dearah menganal hal -
hel yang borkenzan dengan penetapan acara serta
palalisenaannya apablla dlangdap parlu oleh DPRD atan
Hueala Dasrah ;

Maombahas dan meneiapkan masaleh yang barasal daxt
madyerakat yang tidaic bisa disslesallcan oleh komisi.

Baglan stujuh
Hedudukan, Susunen dan Tugas Pantsla Anggaran

Pasal 41

Pandila Anggaran merupalkan alat kolengkepan DERD yan:
coeretfab Letap dan dibantule cleh DPRD pade parmulasn
mata ceandgotann TDPHD,

Fepal 42

). Anggcta Panitla Angdaran terdirt darl walktl dani

seblop  frakel  berdasarlen  perimbangan  jumiak
arggota dan secrang wak!l sellap komiol ;
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(%), Ketua dan Wakil Ketua karena Jabatennya adalal

angdobe Penttla Anggaren

(). Kebua dan Walk!l Katua Panitin Angtaran di pilih eloh

D=

dan darl anggota Peniiis Anggaren ;

L4). Busunan ¥eanggotzan Panitia Anggevan ditetagkan

FPaz

.,

olel Rapat Paripurns ;
Zeliratarls DPRD kavena jabetannys dapat dttunjuls
pebadal Selerotarls Padiia Anggeran totapl bulkan
angsdota,

Pasal 43

1ible Anggaran mempunyal tugas :
Memberikan Saran dan Pandapat kepada Kepala
Zesreh delam  mempersiapkan Renscangan Neota

Heuangan dan Hancangan APBED dimints atan Ticlalde
diminia, ;
Memparlkan BSuaran  dan  Pendapat epada  DPRD

mengened Nota, Rousngan, RHancangan ATBD yand telah
digam palkan oleh Kepala Deervah,

|
Baglan Eedslapan
Hodudukan, Susunan dan Tugas Komisl — Komiol

Preal 44

Fa

Fornlsl rmerupaken alab kelengkapan DFRD yang horselfay

befap dan dibonbtulk oleh DPRD pada permulsan masa
Eoanggdotarn DEFRD.

Pagr]l 48

Gobiap Anggota DPED kecuall Pimpinan DPRD harus
menjadl anggota salah satu komist ;

Pensmpatan Anggota DPRD dalem lomis! — komist
didasarkan atas teroapalnys ofisiens: tugdas DPRD ;
Moz penempuban  anggota  dalam  lromist  dan
porpindahan ke komisl lain, diputuskan oleh
Plopinen DPRD atas upul fraket ;

Jfurnlah anggota tlap komis! sedapat mungkin same
banyale

Anggotn DPAD penggant! Antar Waltu mendudial
sermpab komls] ates dasar pertimbangan fraks! ;
Anggota suatu  komisl tidak boleh merangiap
manjadl anggota komis! lain, akan tetapl dapal
wwenghadirl repat komist lain ballk rapas terbula
SRAUDUN tertulup pebadal peninjau dengan solzin
Fetuin Fomlisl ateun  kotusn rapet  komisi  yeng
Dersangiuten ;
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apinan DPRED dapat monghadiel dan turut serca
’?"]"'u oormue. rapal  komisl - lomist untuk
wlalnokan ugas koordinas!

‘L Pasal 46

Komin! nornp_uvc tudas :

a. Malalkukan pombahasan torhadep rancangan
r-aw:l--u*&n dearsh dan rencangsan keputusan DERD
yerngd masulk bldang tugas komis!l m, asind —masing |

L. _._I.:I.-!_"_:'..L\_r_,.,.l"_ tugan pengawaszan DPRD atas porestujuen
Pimpinar DPRD terhwadap ponyelengdaraan

remarintahan pelalksannan pambansunan clan
i 1 X s F 5
e

sayanan terhadap masyaralet yang termeasulk tuzas
komilsinga ;

o

Membantu  Pimpinan DPAD unsul: mengu pPagain

panvolesalan L.].ﬂ,l'l-c.".li“..ll yarg  cdisampalltan Eopale
Dagrah kepada DPRD

d., Mongadalarn rwrdn‘,u._w_n dan kunjungan keria yang
dlangdan parh oleh komicl yang bersangkutan

2. Mengadakan Repat kevla dengen Kepale Dasrah atan
rerangiat desrah lainnyw dan repab donger pendapas
dungan lembaga, bedan, organicant kemasyaraliatan
etal andgoba masyarakat |

I. Mengajukan upul dan nv an kepada Pimpinan DPRD
yang termasult dalem ruang Unglkup bidang tuagdas
koralsi masing — masing ;

£. Monyusun  partanysan tertulls  dalam randite
pombahasan sustu masalah yang menjad] bidang tugas
womiesl masing — masing ;

h. XMembesiltan laporan kepada Plmpinan DPRD tans ang
el pekerjann komist.

Papal 47

(~). Plmplnan komisi merupakan esatu kesstuan
rlmplnan yang beroifat kolelhif

7o Homils! dalam ‘Tﬂl?‘ esanalan tugasnye diptmpin alel
Eotua, Waltl Hetua dan Selootarls Kemis rang

oleh dan  derl  angmota komis eyt

ceroangdirutan dan  ditetapkan dengan  leputusan

DPRD:

(0 Masa tuges phepinan komis! adalsh selamea 1 { Ban

JrJ A sidang den salenjutnya dapat diptith lrmm.sm_'l.

Fapal 48

10 Jumlal komisl DPRD terdlel darpd -

a. Fomisl A  bldang Pemerintahan ;
by Fominl B t bldany Porekonomian ;
. Bominl © : bldang Keuangan ;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LYY

5N

Fomist D : Dldany Pembangunan -
Fomist B : bldang Kessjahtoraan Raloyat,

Pemnbldangan masing — masing komis! yaiiu

£

DE

—i

15 O
= TR

Bomisl A bidang Pemerimsaharn malipratl
Fetnarintahar, Eatortiban, Ropendudulan,
rangen/Peres, HukumPerundang — undangan,
Hoapsgawatlan/Aparetun, Perizinan, Sosial Politilk,
Organisasl Mesyarakat dan Pertanshan :
; bldang  Porekonormian mallpust
Ldandar, Perindustrlan, Partanian,
Perikanan, Peternakan, Perkobunar, Kshutanan,
Pongedann Pangan, Iogistile
Farhwisata ;

Beomtatl O

=y 5
Atk it N i

Hoperast  dun
: Heuangan rasiiputl Reuerg
Detpibust,  Popbanloos
vrasabaan Deorah, Perusahann Patungen, Duantn
zebs dan Ponanaman Modal :

oand D ; Dbldang Pembangunsn Imalipatd
Umum, Tata Xota, Perbameannn,
Porhubungan, Fertpanbangan dan
Perumaharw Raleyat  dan Linglnmgan

Komis

LI bidang Essolahtaraan Halgral meliputi
agalkerlann, Pendidikan, Iimu Pengetahuon
hnolog!, ZXepemudaan dan Clabraga,
Agamea, Rebudeyaan, Sosial, Kepshsatan dan
Keluarda Berencana, Paranan Waniza

Trarsmigrasi,

dan

1

Soplan Mesombilan
coirdulkan, Susinan dan Tugas Pantits Thuses
Fasal 40

capat membontul Penitls Ehueus -

—-mpinen DPRD dapat membontule Penlila Khusuno

rebaling mondengar pertimbangan Panltla

R

€1y,

oyawarah,
fassl 5O

Panitle FEhueus terdird dapt peliarang

lurangnya 3§ (biga) oreng engdota termasul

sgcrang Xetus yang ditentulen plah Pimpinan
DPRD -

Panitla Khusus dapat menunjuk ssoran
arpigotanya sebagdal polapor ;

Belc

searotaris DPRD kapenes Jebatannya  dapal
dibunulk sobatal Sekretarls Pantila Khusun,
tetapd Bultan anddabs

e T
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Peeal 81

Panitla Khusus melaksanakan tugas Lertentu
dalam jangksa wakbtu tertentu veng dltetepkan
cloh Plmpinan DPAD :

Panltla Fhusus DPRD schagalmensa dimaisud
syut (1) pesal Inl bertanggung awsb kepada
DFRD H

Liapal Paripurna dapat memperpanjand atay
remparpondsit fanglia waltbu Penibla Khiaus

Panitia IThupus dibubarkan olsh Pimpinen
DERD  petalah langls walty penugasannya
boraldhir stau  karena, tugdaenya dinyatalan
selesnl

Tindak lanjut has!l rapat Panttla IThoous
dilaporkan dalam Rapat Pesipurna DPRD,

BAB V]
PERSIDANGAIN DAN RATAT DPRD
Boglen Pertama
Peragldangan
FPapal BB

DPRD  mendadaltan  rapas secara berkals
seXurang - lkurangnys enam kell  dslam
sebatnn

Eecuell yang dimalksud pada ayat (1), atac
pormintaan solurang - kurangnys eaporlimes
anrl jumlialk anggota atau atas permintann
Kopala Deoroh, Rotua DPED dopat mongundeng
anggctanya untulk mendadakan repal selambab—
lambatnya dalam walthy satu bulan zatalah
parminfean itu diterime, ;

UPRD mengadakan rapat atas undengan Hetun
BERLY,

Baglan Eadua
T .
denls Bapab

% ¥
FPapal B3

b DPRD bordirl dari ;
Hapet Paripurna ;
ia

apal Paripurna Istimenwe |

Fapat Paripurna Enupus

Bapel Frakst ;

lapes Pimplnan DPRD .
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f. Iepat Panitia M:.:I.Hﬁ.wt‘.l“‘*
Homisi

at Qabundan Komie! ;
Panttia Anggaren ;
Panitia Khnsue ;

it Rapat Werja s

1. Hapet Dengar Pondepal,

Daepal Papipurns adaleh Rapat Angdotz DPRD yang
diptmpin oleh Kebua dan ateu Wekil Estua dan
marupakan forum tortinggl dalam meleksanalkan
tugas dan wewoneng DPRD entera lain unsulk
menysigiu! Haneengdan Peraturen Dasrah menjedi
Porafuran Dasrell dan monstapken Yeputusan
DT,

Fanal BB

._J:;b Paripurne, Istlmewa edaloh Hapeb Angdgcta
DERD yong dipimpin oleh ¥etua dan ateu Wakil
.-.ff::n_!_:r, untule melalesanalan suatu acesa tertentu
dongin ttdalk mengarabll keputusan.

Pasal E&
Fapat Paripurna HEhusus adelah Hapst ﬁnﬂ{'otu
DPRD yoang diplmpln olsh Eetur dan ateun Walkil
HWebua rmombaheas hal - hal yang khasias,

Paszl BY
Dapel Fraks! adalah Rapst Rapuat Anggota Frakast
yong dipimpin oleh Xetua Frals! steu Waldl Xetue

1' roicel.

Fapnl BH
Hopel Pimpihnan DPRD sadaleh Bapat Unsuar

Tirnpinan yang diplmpin oleh Hetua den aten Waldl
FEetua DPRD.

Fpanl B8

Hapet Panitls Musyewerah sdsleh Rapat Anggota
anitl Eu Tfvag !-W"'.’J‘EL‘I‘E.]" :,rﬂ.nu d_ijmPh'; oluh siua oieu
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Pagal 60

Hapst Eeomisl adalah Rapat Anggota Fomist o
diptmesin olsh Ketua abtou  Walkdl Hotue,  atax

Sl

L LT

arls Romist

Pazel &1

GQabungan Komis! adelah Rapat Komis! -

alsl yang dipimpln oleh Ketua etan Welkil Eotua
A
T4,

T+

Liapalb  Paniila Anggaran adalah Hapat  Angdote
Penibla: Anggoran vang dipimpin olaly Pimplnan

I.\,_J-nn

Panitle Angdaran.

Pesal B3

nitia Khusus adelah Hapalb Anggote Panitia
dhusus g dipimpin  oleh Plmplnan Pantila

Hhuisus.
Panal &4

Kerln adalah rapat antarae Dewss cr1 Pervralotlan
Dagrgh: | Panitia Anggeran | Eomist /
ﬂ andan Komis! /| Panitia huaeus dengan Lembaga /

B- dar | Organisant Ko emasyarakatan,

Pasal a8

it Dengar Pondapst adalah rapat antarve Devwan

witlan Rakyab Dasreh | Komio { Oubungen
f Paniila Khusus dengan Lombaga [/ Badan f
Apanlzast Kemasyarakabar.

Beginn Hasiga

Difat He L"ju".l

4

asal 665

LnpEas -~ rapat DPRID

LEHD pode daparnya boppiSab tarbulon
ke vy, o

vl mpsd o plvn plrn LR AP R TR TR
perla alinu atay permintasn polourang - kurangnya

(pepsrlima) jumlaly Anggota DPRD  untul
dlopaiakan sebaged racat tartutun,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

th

Passl &%

Napat terbuke adelah racab Anggota DPRD yang
dapat diladirt olsh vmum ;

). Hapat tortutup adalah rapat Anggota DFRD
: i fun ]

yand tidalk dapat dthedirl oleh umum.

Feenl £8

(1). Pembloeraan dalam papat tertutup bersiiat

rabasia dan tidak bolah dlumumkan

Jo Sifal rehasia sebagalmana dimaleud ayat {13
vasal inl juga herus dipegang teguh cloh
morelta yang mengebahul pembloprasn delamn
rapad terbulup torasbus.

Peunl 62

liapat tortutup dapat mengambil ksputusan Xecuali

i

"

e}

EL.

HeTIgaTal |

Fomilihen Ketua/Walkil Eetuia DERID ;

Fomillhan Fepala DRasrah/Wald! Hepals Dasralh ;
Angoaran Pendapatan dan Ea-aq o Daorals ;
Penotapsn Perubahan den Penghapusan TPajalk
eorta Rotribus! ;
Uteng Plutandg, pinjamen dan pembsbanan
apeds Dasrah

Badan Usaha Milik Dasral ;
Penghapusan tagihan sobaglan ateu ssluruhnys
Parsetujuan ponyelosaian porkara perdate socara,
damal, damn ;

Robljakan T.!*L?.. Buang

Tasal

(e®]

J. Untul setlap rapet teriutup dibust laporan
1.—

toriulle tentang pomblearean yang dilalkculan ;
Pada leporen sebegalmens dimaksud ayst (1)
Fasal imd, cdicantumkean dengan Julea
Peroyatann mengenal  sifat rapat  yatta
LA ASTA™ ;

L

ey

.

(<). Plmpinan DPRD dapat memutuskan, bahwa

suatiy  hal yang dibloaraken dalam  rapes
tartutup tidal bermasule dalam laporan.
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Baglan Ifsempat

Walctu Rapak

Tl T
LE5EL Pl

Waltba — waktu Bapat DPRD :

= IHari Senin — Kamis, pukul 228.00 — 14.00.
Hari Jum'at, palogl 08.00 — 10.30,

- Hari Sabtu, pulul 08.30 - 12.00.

- Malam, mulal pulkul 18.30 - 22.00.

Fenyimpangan dari waktu rapat ssbegalmana

dlmalemad ayat (1) pasal inl, ditentulkan olsh

rapal yani bersangdkuban.

Haglan Kelima
Tata Cara Hapss
Fasal R

oabelum  moenghadisl  rapal, cetlap Angdgoba
DPLD harup menands tangani dafier hedie
Unluk para undangan disedlekan dafter hadie
borsendind ;

Hepab dibuka oleh Plmpiner Raps: apablla
cuomarm belah tercapal yatbu daftar hadic telah
ditanda tangani oleh labth dart separul jumlah
Anddoia DPRD

Angdota DPRD yang telah menanda tangeni
Daftar Hadl» apablla akan meningdalican rozalb
memboritahukan kopado Plmplnan Rapat.

Proel P&

Familthan Calon Espala Daerah dan Calon
Walil HRepale Daerah dilakssnakan delam
Hapab Peripurne DPAD yang dihadiel cloh
selurang — kurangnya 2/3 (dua pertige) darl
Jumlah Anggote DPRD

Apebila jumleh Angdota DPRD bslum mencapai
quorum, sebagelmans dimakeud syes (13,
mmplnan rapat dapal menunds rapet paling
iarma saby jar: ;

Apeblla  ketentuan, eebefalmears dimsakoud
pada ayal (2), belum dicapa!, rapat periiienes
diundur paling lama sabi jam  lagl dan
tolanjutnyn pemillban Celon Hepala Deerah
den Calon Waldl  Fepale  Dooreh Lebnp
allalsrnaloar,
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Pagal 74

betelah rapat dibuke, Sokreterls DPRD
membacakan surat - purad yang dipandand
perlu untule dapat dibocaksan dalam  racet,
Hoouall surat — suras mengdena! Urusan Buinel
Tangga DPRD ;

ootiap  porsoalon delam  komisl -  Komist
robzlum dibahas dalam FRapst Paripurne, dapat
dibahas lebth dulu dalam Rapat Gabungnn
Komisi, untul kelancaran lalennys Hapat
Faripurna DPRID.

Bagian Kesnam
Taba Cara Fembloaranh

Pasal 8

Untulk kelancaran jalannya »apat, Pimpinan
hapat dapat menetapkan babak pembloarasn
dan mencatat torlobth dahulu nawa —nema
combloars. sckelum  psmblcaraan mendonst
suatu hal dmulal ;

Penoabotan nama sebagal dimelksud eyas ( L
rasal ind dapat juge disjukan oleh Eotua
Frakeinya atas name pambloara pada sotian
akak pemblcoarean ; i

Bagl Angeote DPFRD yang tidai: mendaftsrlan
Demenys  until dienbab,  tidak  dapas
mongdunalan hale untule tarbicara,

Posnl Y6

Untult kelancuran jalennys repst, Plmplnan
Fapal  dapat menstapken lamanyzs  weakiu
Tarbloar: ¢

Apaunila pembicara telah 1nelampaui  batas
walklu yang telah ditontulean, Plmplnan Rapal

memparingatkan pembicara supaya mengalching
pernbloarasnnoa
Flmpinan  Rapat  dapst memperingeskan

pamblears  yang menylmpang dari  polck
mermocalabhan,

Papsal 70

DPhnpinen Hapat  hanya  borbloara wolalog
I !
Pimpinan Hapat untuk menyelesaikan masalah
yang moenjad! polok  womblosrear dan

menyimpulltan pembicarann dalain rapat ;
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Pegal 78
ot DPRD berblcara

WY i T Trk 1
clpedialan.  ssbelahy mernd:

T o Tl o
lroplinien Haped ¢

Pombicara.  tidak ol
barbicara;

Prpal o

Giitren borbloess diberlcan menuaras

Parmniriann;

Hepab hondek  corblosre
"'“'L';, malia untuk ¢ ormontas

Ierades angooks
----- W h | By P
1-.-:1]'_; H] Yellgs
: i

i s

LGIMLT A

Untuk kepentingan pombicare, Fimplnan Rapat
dapnt mongadakan gmngzl mpangan dart uritan
pombleara psebagaimana dimalpad ayet (103

acal it

waxiu mendepetd  gillvan
dlganil oloh Fecrang anggaobs
dan Jika tldak ade sngdctn

berblcara hapus,

Pimpinan Rapas TOOIAErin

sorvang sngdovn DPRD yang berhalengen pada

barbloars, dopad

- it il . 4
1% iz AL Lok iy
o1 dael It e T

:||H

Tady,

maiea SAlvar

e p'_-n_l'\'l'\ LT A

Lartentangan dengan Tata Tarkib ;

Pada paat  ssoreng Anggob

Laits

[i*

apadlla  pemblosranya r‘l!url}'lmp'—..:tly whea

DPRD sodanyg

barbleara, anggota lain dengan pelzin Phnpinen
Hapat dapet menyampatien pemblcercan seole

(Interapsi} untulk ;

B AMinba panolassmn Lonbang duduk
permasalahan yeang sebonornya mengersd
Lol —hel yang sedang diblcaraltan serta hal -

hal .Fz..ﬂ,:: boritalbar

. TTenl panandaesn pemblosrean.

Terhadapn permasalshan mongsnel hel - hal

’(..ni_, diblcaralan mh_fﬁt,mm.zzm cimalrsud ayab

|‘_=-|'I E_.l-']i:--‘_u-l int tidelc 1im |:_|_p

Tampnys kesmpatan terbloars

dimakoud oyas  (2)
Fimpinan Rapas.

Hhasn]

1rad

ceil pordebota

sobi = ‘nlmans

cilhontunis
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Fasal B1

(4. Aipeblla secvang pemblesra dalerm  rapsy

HRAS Tl 1N yalg tidelk layels den

BATIELEA 1

malaloikan  perbustan jang bantebnlratan pocjan |
Jalanmyn rapas, Plmplnan Rspal mom

111f|

L3E3 I
peringstan supaya pomblosca tortih kemsall :
Plmpinar 1'.‘.; el memberilan  Kedemnnbarn

Repada panb

Y]

Coin

carn uniuk menerilt lesrbaly
parlatean yang  Hidalk l{_q:"_‘_f pobadalmena
dimpzoud ayas ” } paaal ind

L) Apebala r:an-bj Care. rmenddangi

; valmadkeed ayas (2) pasal int, :m_'l~

.w;u".-:a.l'.n::.n sobegaimans dimalond  syat (1)
we Ao bldek dimuet dalao Bisalal Rapal.

i ¥Y |r“:,r7'111+I|

PR S ) LS e

Fasal HZ

1%, Apabila

sgorang pembicars tldol memenuiz

reringatan  FPimploan  Rapab  ssbagatmans

dimaksud Pacal B ayat (1) dan Pasal 82
(L) X

) Kepuiuean Inl etou mongulangl hel yens
s, make  Pimpinan Papat melarang
o blonra sarpaningd bl mmenaTaslan

nnrlceraarnn

L

LA, Apebila larengan sebagaimane, dimelkmyd ralk
{40 el Ind oaseily Juda fdek ditadanleas olah
yang barsangdlutan, mwaka Pimpinen Hapes
Iarnirdia. 1-h.'.-:-.-.d5u yeng bsppeogicoten unsul
meringddalitan rapat o

(). Apablla dipandang perlu, Pimpiossn Rs
dapsl  melavang pembicars sebadalmars,
Jimaksud syt (1) passl Ini uatuk menghacdie
rapad yang membiosralean bl yong sama,

LB
i

Panse]l &3

rorlstivea sabadotioena dimelosadd
koputiean ind dan Fimpinan Fapss
b bahwa rapal tidaic mungidn dvler _L.J__L__J,

L Y A -J.l'l.‘L- menandae _“ti.'_'l'l.r DEL.L Ir walsi
i 18 (dusa belas) jem.

FPasal &84
(1}. Gebsham  rapas  ditutup, Floplnan Linpat
1

putuean R T e Ton bl
Pombloaraan yang bersenglutan dan apabils

mortamil

'-.a:f'-“L; Wdak memerlulan suetu  lkapuiusen,

Hapab mastivabeltan babhra
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(R). Apeabiia pombicaraan mengdenal polok
pombicarpan telah selosal, Plmpinan Rapeb
mengusulken agar rapas dlitutap.

Baglan Estujuh
Risalah, Catatan Rapet dan Laporan
Pasal 8B

(1), Untuk ssetlap Rapat Parlparns,
Partpurna fKhusues  atew  Hoaped  Paripuarns
Istimowa, dibuatb RBiselsh resmi yang ditanda

anganl olsh ..m'L'P’--ucp-lz; DPRD dan dikstabul

oloh Eeatua /Wald] Betua Bapst ;

(2)., Hisalah reami merupalan gabatan  Hapal
Paripurna, Sapat Parlvurne iChuous dan Haz

Paripurna. Istimewsa jyung [90ar lengloap
marmial Jalantgye pembloaraan, pokok

pemblcaraan  termasui koplmpulan  dan
fegputusan Hapat dalam hal rapet mengambil
kepubucan  serta  dllengkapt  keterongan
Inendendl 3

o Jends dan Bifak _.""'.“ p;*_.L :
L. Haxl dan Tanggal Repat
g. Tampet Hapat ;

d. Acars Rapak

e, Wakia Pemmbulkasan dan Penulupan Hepalb
. Ketua dan Sekretaris Repab ;
g, Jumlah dan Namea Anggota yang hadir dan
yangd tidalk hadir serba Keterangannys.
h. Undangan yang hadir ;
{, Nuoma Eepala Daarelh abtwu DPejabut  yeng
mewakilinys.
(&), Setelnh Rapat scbagalmans dimakead syl (1)
pasel inl selesal, Selkrelarie DPRD sscepainys
menyusun Rancengan Riaslaly atau H!L-z-‘l:u o
Samoentara untul segera dibagikan lkopada

Angzota DPRD dan pthelk yangd barsangluten |
(4%, Setlep Anggota DPRD dexn plhelk jpong

bercangkuten diberlken Xesompaton unbuk
meangadalan  korelksl torhadap Honeangon
TRicalaly atan Risalah Sementara itu dalam
wrakiu 14 (empab belas) harl sejal diterimanys
Blzalah Somantars, borosbut flan
menyempalktannye kepade SBokrataria DPRD ;
(Y, Apabile terfad! perbedaan pondep:ss tentang ol
Risalnh Bementera, koputusan diserahicar
da, Pimpihan Rapat yang bsreanglouten ;

Tr s
Bt
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Sotelah batas walthu ssbagatimens dimelsad
ayab (4) pasal inl beralthir, Selcretariz DPRD
Eggora monyusun Biss 1{*?‘ Reosmi uantul
dibagilkan kopads Anggote DPRD dan pthalk
yang bersanglutan,

FPaanl BH

Untule sotlap Rapal Plmpinan DPRD, Rapat
b

Somlsl, Repat Gabungen Komist dan Rapat
Panitla — Panitie dibues cataten rapat yeng
ditandas tangani olshh  Hetua yang

borsangdlnabann

Cabatan Dapat esbageimena dimakeud ayas (13
pasal In! adalah cetatan yang memuat polok
pemblearaan, keeimpulan dan kepubtusan serss,
dilongkap! dengan keterangan sebadalmeansa
dimalicsud Pasal 85 ayat () keputusan i ;

Hestl Dapat Komis! dan Pan'tie Ehueus dibuas
laporan tertulls yang die: ampaikan  lepodo
Kot DPRD.

Bagian Eedalapun
Porubahan Acara Rapat
Pasa]l BY

Acara rapat dapal dluball atas wesul Belourang —

surangnye B (Uma) orang enggota  dan
disarmnpalkan melalul Plmyinen DERD :

Ueul parubahan ssbageimans dirmaisud ayat
(1) paeal Ini, batk yang berupa perubaban
wakliu atau pokok pomblcaraan oAU Fang
diehondakl supaye pokok pembloarasn ber
dlmasiikian ks dalam BCATA, DaEEL,
dlsampalkean meolalul Plimpinan DPRD ;

Usul perubahan esbagaimarns c?.i*m!.:lcﬂud ayeh

(%) pasal {0l dlejuken celambat — lamb ampatnya 2
cdus)  hari  gebslum  acara "Dr_.‘l.- yang

barsangikutan mulal borlaky ;

Usul perubshan ssbagatmens dimelosud Rk
(2) pasal Int diputuskan oleh Peniiis
RS AW AL L] 1'1
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Baglan Xesombllan

15 o 3T e imipay = i n P
Undangan dan Peninfau Rapat

Fraal 08

fan inleb :

a. Meraka yong
hadie dalarn ra
DPRD ;

b. Anggota DPRD yang bulkan Anggota suatu
alat kelengkapan DPRD tetap! hadir dalem
rapat  alat  kelengkapsan  terssbub atieg

dndangan Pimpinan DPRD atau Plmpinan

selengzapan thu ;
_LLLLML ialaly mereka yang hodir delam Harnt

“aripurna DPRD tanps undangan alan tebant

] selnln Pimplnery DERD

unasngan

an Anggcta DPRD yenp
- abtap undangan Plmptoan

dan  pandnjan dissdiaken

] m

wallh mentaati Tats,
alhan kat.uruu an lein yang distup

i i Y 1.

i?ju rat undangan untuk Rapab Plmpinan DPRD, Rapas
omlsl, Bapat Gabungan Komils! den Rarat Panitia
tacnds tangant oleh Plmpinan DPRD.

BAR 'Fﬂ';
PENCGAMBILAN KRPOTTEARN

Baglan Portama

Tata Oara

Pengambilan xeputusen delam Rapas DPRD
con Bapab Plmplnan DPRAD pada dasornye
dlusahakan selauh mungkin dengan cara
T '.‘i,"l.'"-;".*_l._“z’_'t‘ untuk murakat
Apatila mufeloat sshegatmensa dimakeud oyt
1} pacal il bolum tercapel, maka Pimplnen
T‘*’LT) barsama - same Panitia Musyawarah
rusabha mendapatkan kata roufaloas dangdan
1:-'_'5*. yang bah:m memboriican kute
mulnlistnya dengan somanzal porpatuan gorhs
memporhatiltan kenentingan rakyat i deareh -

\—\.-:

/_
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L T

v sobafalmana dimeksad ayal ()
cepas il perta ditkhtiaskan socara pungguh —

ungduh tidak  jugs  torcapat, Eeputusan
-.’.-1LnL.L1:|_{z-:.L- berdasarkan  porsstujuan
ferbanyal ;

[

Huara

(). Eeputusen beordasavkan Parsetujuan suers
terbanyalk ssbagalmans dimeksud et (&)
Pasel inl, adalah kepuatusan yang ditetapkan
bordasarian pomungulan siar dongan jumlsh
plrara yand diperoleh loblh dest 14 (satengeh)
Jurn 1&:1 Angdgota DPRD yang hadie.

Bagian Eedus
<onis dan Prosos Penebepan Hoputusan

Pagal D1

DPED  borbentuk  Paroturan Deagrely,
Kerutusan DPRD dan Eeputusan Pimpinan DPLRD.

Pasal 92

(1). Peraturan Daevah dan Foputusan DERD
ditetaplkan molahal Rapat Paripurna

(=), Kepulusan Plmpinan DPRD adalsh l{aIJJ_LLtI.!hl
yeng dibuat oleh Plmpinan DPRD ;

(). Eeputusan Pimpinan DPRD da vpati dilalrsanaloan
selama tidal bortentangan dengan Keputusan
UPRD dan Poraturen Perundang -~ undangan
yang borlalo:,

BAEB VIII

FENYUISTUNAN DAW PENETALPAN PLRATIT HAT]
DATRATT

Baglan Portoons

T m wm

Fapal [ 22X

(1). Topala Dasreh dengan  persetujuan DFRD
menetapizan Paraturan Dasran :

(¥}, Rancangan Peraturen Dasveh berasal cdart
la. Deorahy dan atau ates usul prakasas,

s w:.l,.d_m* Dasvah hanya ditand v tangent clah
Aopale Daaral :

{+). Persetujuan DPRD ditetaplkan dalem
Repuiusan DPRD.
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Papal 84
Rapat - rapat delam membahas Hancangan
Peraburan Dasrah mongenad Angdaran TPendapatan
dun Bolanja Daerah dilakuken dalem rapat yang
whusus diadaken untuk keperluan 5.

Baglan odua
Rancandan Pearaturan Dacvah
Pasal 93

.11, Rarncungan Peraturan Dasrah Feand barasa] danri
Kapala Dasrah disampalken kepedo Pimpinarn
DPRD dengan note pangantar Keprala Daarah ;

(%), Dancangsn Perasuren Dasrah jftt.ng eroral dart
usul prakarss DPRD besorts Fonjelasannym
pobadalmena  dimaksud  delam  Pasal 13

keputusan inl, disampsilan secars tepbulis

tavada Plmpinan DFRD :

r

(=), Fancangan Peraturan Daarah pobagaimana
dimalcoud ayat (1) dan ayat (R) pasal inl,
disampallian  oleh Plmpinan DPRD kapade
seluruh Angdgote DPRD.

Pas=al D6

Apablla ade 8 (dun) Rancangan Peraturen Dessah
yoang dajulan mengsnal hal yang samna, meka yang
clbicarakan adalah Bancangsn Peroturan Dacvah
yong diiorima lablh dulu dan Lencangan Peraturan
Decrahn yang  diterlma  kemudian ciporgunalian
al palongiap.

Baglan Hablga

Tehapan Pembloarasn

(1}, Pembshasen Rancangarn TDoraturan Dasvah
dilekulan melalul 4 (empat) Tahapan
Pomblearoan yattu Tehap I, II, III dan IV
lrazaly arabila, Panitia Musyawearah
menentukan ladn ¢

{57, Sebalumn dilskuken pombloaraan Tehap IT, III

-

cdan IV dladakan Papat Fraks! ;

(20, Apablla dirandang perlu Pa:

ivire Muspoaraeai
tapat mansrtukan bahwe pomblearaan Tahan
HI dilaloulean dalam Rapst Gabungan Homiet
abtan dalam Rapes Panttia Khuaus,
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Pagal B8

Pomblcarssn Tahap T mellputi ;
&, Penjelapan Kopala Daorah dalers Bapat Paripoarna
mengenal BHancangan Poraturan Dasrah yung

barasel darl Kepala Dasral g

. Ponlelasan olsh Plimplnan ‘iuiLiuf,e'Piupi:‘_mz Bapnt
i '.,LL_.u;f;tL:l Komlist atau Plmpinan Panltila Ehusus
¢l dalam Bapat Parlpurna stes name DIPRD

menganal HRansangen Peraturan Dasrah  yang
beracal dard usul pralarsa DFRD.

Papal B8

Fembiperaan Tahap IT meliputl

&, Dalam hal Hancangan *e_w_;tu:'a-n TDaerah yand
borasal darl Kopala Deorah ;

1. Pomandangan Umum delam Hapat Parlipurna
cleln  para  anddota  berhbadar  Heancangdsan
Peraturan Dasrah sebagolmana dimakeud egrat
(1“\ Pacal 95 keputupan ind ;

a. elawaban . Hopala 'Da.}m*.h dalam  Iapab
Paripurna terhedap I’ama:m:i:ﬂngmn Umum para
wngidabn sebafalmens dmalkpurd pada andlia
haraf s _‘{'C-l[-hﬂ Int.

1, Dalam hal Rancangan TFeraturan Dasralb yong

borasal dar ubul prakarsa DPLD ¢ _

1. Pendapnat _-':Ijl_h-ﬂé.. Daaraly  dalem Hapat
Farlppurne  terhodap Dancangan  Peroturan
Dasrah gebagabmana dimalkeaud ayns (2) Poaal
25 Hepubuean ind ;

o

w. duwnban Pimpinen RomisiPimpinan Rapab
Jebungan Komiel atan Pimpinan Fenlila
Fhusus ates nama DPRD delam  Depab

T

I

Partpurng terhodap Pendapst Bupdat! Eepals

Deaerah ssbagaimena dimalksud pada anghz 1
nurulh pasal ind.

Papal 100
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). APBD ditstapkan denpan Poratiaran
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dalam  Angdgaran  Pendag
Dapral.
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